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ABSTRAK 

Ante Wibowo, Kresno, "Kebijakan Huk:urn Pidana Terhadap Bank Sebagai 
Pelaku Kejahatan Di Bidang Perbankan (Aspek Hukum Pidana Pemberian 
Release And Discharge Pada Kasus Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia}" Tesis, Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, ix + 
106 halaman" Bibliografi 88 (1965-2008). 

Program Bantuan Likuiditas Bank indonesia (BLBI) yang dimaksudkan 
untuk membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas pada saat 
krisis moncter yang terjadi pada tahun 1997 justru disalahgunakan oleh bank~bank 
penerimany.a. Fenomcna ini telah membuka dimensi baru dalam wajah kejahatan 
dan pe1akunya di Indonesia, yang semula hanya melihat bank sebagai pihak yang 
dirugikan {korhan) namun kini telah menempatkan bank (maupun pengurusnya) 
sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan. Yang menjadi permasaJahan 
adalab bagaimana kebijakan bukum pidana dalam hukum positif terbadap bank 
sebagai pclaku kejahatan di bldang perbankan, kemudian dikaitkan dengan 
kebijak:an pemberian release and discllarge. serta bagaimana sebaiknya 
perumusan kebljakan hukum pidana dalam rangka pembaharuan penmdang­
undangan di ma:sa yang akan datang. Dengan demikian tujuan penelltian ini 
adalah mengkaji kebijakan hnkurn pidana yang tertnang dalam hukum posilif, 
kemudian menganalisa penerapan (aplikasi) kebijakan hukum pidana bcrkaitan 
dengan pemberian release and discharge, sena mengevaluasi konsep kebijakan 
hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang peibnnkan dalam 
rangka pembaharuan hukum. Penelitian inl menggunakan metode penelitian 
kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil peneiitian 
menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku 
kejahatan di bidang perbankan sebagaimana yang teniapat pada Undang~Undang 
tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) ternyata lebih ditujukan kepada 
subjek manusia (pengurus bank, yang diperluas hingga mencakup pihak 
terafiliasi), sedangkan terhadap bank (korporasi) adalah berwujud pada kebijakan 
yang sifutnya non penal (sanksi administratif). Seianjutnya berkaitan dengan 
pemberian release a1td discharge berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 
2002, dilihat dari sudut kebijakan (policy) mcrupakan kebijakan yang sifatnya 
integral dengan program pembangunan nasional pada saat itu, sehingga membawa 
perubahan arah kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (penegakan hukum). 
Pada akhimya dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap bank 
sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan pada tahap legislasi maupun tahap 
aphkasi temyata dirasakan masih lemah dan cenderung berpihak kepada 
kepentingan korporasi. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan undang~undang 
perbankan yang meliputi kriminalisasi beberapa perbuatan sebagai lindnk pidana 
perbankan, pertanggungjawaban pidana. korporasi, serta penjatuhan sanksi pidana 
dengan mekanisme penyelesaian di luar persidangan (out of courl) terhadap bank 
sebagai sebagai pe[aku kcjahatan di bidang perbankan. (Kresno An to Wibowo ). 

Kata kunci: 
Kebijalmn, Hukum Pidana, Kejahatan Perbankan. 
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ABSTRACT 

Anto Wibowo, Kresno. "Penal Policy againts Bank as the Offender of Criminal 
Banking (Criminal Law Perspective about Release and Discharge Policy in Case 
of Abuses of Bank Indonesia Liquidity Support)" Tesis, Magister, Faculty of Law 
Universitas Indonesia, 2009, ix + 106 halaman. Bibliografi 88 (1965-2008). 

Bank Indonesia Liquidity Support program (BLBI) that is meant to help 
banks that strucking a snag liquidity upon happening monetary crisis on year 1997 
but misused by bank its receiver. This phenomenon have opened new dimension 
in criminal offenders at Indonesia, which just originally see bank as side as 
harmed (victim) but is now have placed bank (and also its executive corporate) as 
subject at criminal banking. One that as about problem is how penal policy that 
most decants in law to bank as the offender of criminal banking, then concerned 
by application release and discharge policy, and how better penal policy 
formulation to bank as the offender of criminal banking in order to reconditioned 
legislation at proximately. Observational intent thus it is analyses penal policy that 
is decanted in positive law, then analyses implementation (application) penal 
policy gets bearing with application release and discharge, and evaluates penal 
policy concept to bank as the offender of criminal banking in order to 
jurisdictional reconditioned. This research utilize bibliographical research method 
with secondary data as source of its data. Result observationaling to point out that 
penal policy to bank as the offender of criminal banking as it were that there be on 
Banking Act (Act Number 7/1992 as it were changed by Act Number 10/1998) 
apparently more being addressed to subjek man (bank administrator, one that 
expanded until ranges the affiliation person), meanwhile to bank (corporation) are 
tangible on policy that its character non penal (administrative sanction). Hereafter 
gets bearing with application release and discharge base Presidential Instruction 
Number 8/2002, seen from policy perspective, its constituting policy that its 
character integral with national program development at that moment, so taking in 
changing penal policy aim on application phase (criminal law enforcement) to 
arsonists at banking area. On eventually gets to be concluded that criminal law 
policy to bank as as the offender of criminal banking on legislation phase and also 
application phase apparently been felt still frail and tend gets to side to 
corporation behalf. So it needs to update the rules (Banking Act) with that covers 
criminalisation some conduct as acts banking crime, inserted its corporate 
criminal liability, and punishment with a mechanism of out of court system to 
bank (corporation) as the offender of criminal banking. (Kresno Anto Wibowo). 

Keywords: 
Policy, Criminal Law, Criminal Banking 
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A. I~atar Bclakang 

BABl 
PENDAHULUAN 

Kemajuan pembangurum di bidang perckonomian temyata tidak selalu 

membawa dampak positif semata. Sisi lain dari kemajuan pcmbangunan di bidang 

perekonomian adaiah efek negatif berupa perkembangan fenornena kejahatan 

dengan karakteristik mengikuti laju pertumbuhan ekonomi Jtu sendiri.l 

Permasalahan kejahatan dalam konteks pembangunan ekonomi ini 

sebenamya telah lama dibicarakan. Dalam kongres PBB Kctujuh tentang 

Prevention ofCtime and the Trecument of the Offenders di Milan pada talmn 1985, 

telah dikemukakan bahwa ",.. a new dimension of criminality is the ve1y 

substansial increase in the financial volume of certain convensianal economic 

crime". 2 Kejahatan ini jarang atau tidak dilakukan dengan kekerasan fisik tetapi 

lebih sering berkedok legit;mate economic activities, namun dernlkian mempunyai 

dampak yang sangat negatif pada perekonomian nasJonaL Kejahatan ini dapat 

dinamakan kejahatan ekonomi (economic crimes).> 

Salah satu bagian dari kejahatan ekonomi tersebut adalah kejahatan di 

bidang pcrbankan, Hal ini disebahkan karena bank memiliki peranan yang 

strategis sebagai penggerak roda perekonomian di suatu negara, baik dari scgi 

petaksanaan kebijakan moneter; sistem pembayaran, pengerahan dana maupun 

penyaluran kredit kepada masyarakat, sehingga menjadikan lembaga perbankan 

sebagai posisi sentral dala.m pembangunan nasional, termasuk Indonesia. Dengan 

1 Berbeda dcngan pendapat lama (pendekaian dengan hubungan negatif) yang meliha! 
kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarci pula bahwa 
apabila keadaan ekonomi membaik, keja!tatan akan menurun), maka dalam pendekatan huburtgan 
positlf (direct relationship) melihat bahwa gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari 
kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Lihat pendapat Mardjono Reksodiputro dal;:mi Kemaj11an 
Pembangurum Ekunomi dan Kejaharan (Jakarta : Pusat Pelayanan Kcadi!an dan Pengabdian 
Hukurn, 2007), hal. 42. 

2 Ibid 
3 Ibid. 
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2 

demikian sudah dapat diperkirakan lemahnya dunia perbankan pasti akan 

berpengaruh terhadap perekonomian negara,4 

Keadaan ituiah yang terjadi pada era krisis moneter pada ta.hun 1997 yang 

ditandai dengan ambruknya sejumlah bank nasional akibat kelangkaan likuiditas 

sehingga lahirlah kebijakan pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI). Masalah BLBI sendiri sempat rnenjadi komoditas politik akibat proses 

penyelesaiannya yang tidak kunjung selesai sementara negara telah mcnghabiskan 

dana tidak kurang dad Rp. 702,5 triliun untuk rangkaian program penyehatan 

perbankan nasional yang terdiri dari pengucuran BLBI sebesar Rp. J 44,5 triliun, 

obJigasi rekapitulasi perbankan Rp. 425,5 triliun, program penjaminan perbankan 

Rp. 73,8 triliun, dana talangan Rp. 4,9 triliun. dan dana rekening 502 sebesar 

Rp. 53,8 triliun. s Jumlah tersebut klan bertambah karena obligasi rekapitulasi 

ditambah dengan bunga menjadi sekitar Rp. 600 triliun (dan masih terus 

bertambah seirlng penundaan pembayaran utang yang dilakukan pemerinlah 

hingga jatuh tempo pada tahun 2020) sehingga negara dan rakyat yang harus 

menan,ggung melalui cicilan setiap tahun sebesar Rp. 35 ~ 40 tritiun pada APBN.6 

Kronologis pengucuran BLBI kepada sektor perbankan bermula dari krisis 

ekonomi yang secara umum terjadi pada negara-negara Asia di pcrtengahan tahun 

1997. Diawali dengan terpukulnya nilai rupiah terhadap dolar, menyusuljatuhnya 

nJiai bath di Thailand. Hal ini memicu aksi spekulan mata uang untuk menycbar 

dan menghantam Malaysia, Korea1 Filipina dan Indonesia. Selain aksi spekulan, 

penyebaran krisis juga terjadi akibat spillover. yakni dampak keterkaitan 

4 M. Arief Arnrullah, Polifik H11kum Pidanu dalam Perlindtmgan Korbun Kejahaum 
Ekonomi di Bidang Perbtmkan (Malang:: Bayumcdia Publishing, Edisi Revisi, 2007), haL 9. 

~ Surat Hak Interpelasi Anggota OPR-Rl terbadap Penye!esaian Kasus Kredit Ukuiditas 
Bank Indonesia dan Buntuan Likuiditas Bank Indonesia tertangga! 18 Seplember ?.007. 
J umlah tcrsebul berbeda dengan versi pemerintah sebagalmnna jawaban interpelasi melalui 
Menteri Keunngan pada tanggal 12 Febroari 2008, di mana jumtah utang negara terknit program 
penyeba!an perbankan adatah sebesar Rp. 640,9 1riliun yang terdiri dari Rp.422,6 1dliun 
diterbitkan umuk rekapl!alisasJ empat bank BUIVfN sebesar Rp.279,4 triliun, rekapitalisasi bank 
swasta (termasuk 6 bank lake over) Rp.l41,96 triliun ()3,6%) dan rekapitalisasi 12 BPD ~busar 
Rp.l,23 triliun (0,29%}, Jumlab terscbut berbentuk SUN (Surat U(ang Ncgara) yang dapa! 
diperdagang:kan. Sisanya, sebanyak Rp.218,3 ttiliun diterbi(k:m dalam kerangka penjaminan dan 
restrukturisasi perbankan berupa surat utang kepada Bl yang tldak dapat dipetdagangkan, tcrdiri 
dari Rp.l44,5 tri!iun merupakan pcnyclesaian BLBf dan Rp.53,8 rriliun merupakan pembiayaan 
program pcnjaminan. Sedangkan Rp.20 triliun merupakan punyertaan modal negara kepada PT 
Bank Exim (Persero) yangjuga merupakan konversi BLBL 

6 Aviliani, "Mengupayakan Penyelesaian BLBI dan Ob!igasi Rekap Bank dcngan 
Political Will Pemerintah'', dalam Marwan Batubnra, dkk., Skandal BLBI : Ramm-Ramai 
Merampvk Ncgara (Jakarta; Haekal Media Center, 2008), hal. 349. 
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perdagangan (trade linkages) antar negara di mana devaluasi di suatu negara akan 

berimbas pada partner dagangnya (negara-negara Asia lainnya, terrnasuk 

Indonesia). 

Mengatasi hai ituJ Bank Indonesia (Bl) melakukan sejumlah upaya untuk 

mercdam gejolak rupiah, di antaranya adalah rneningk:atkan intervensi tc:rhadap 

nilai tukar rupiah, menaikkan suku bunga, dan menghentikan sementara transaks-i 

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). MeJaJui berbagai Jangkah, BI berupaya 

mengetatkan likuiditas (membatasi jumJah uang beredar) agar nilai rupiah dapat 

distabilkan. 1\'amun kebijakau moneter tersebut tidak berhasil mengatasi krisis 

yang terjadi, bahkan menguras habis cadangan devisa negara daiarn waktu singkat, 

di mana datam waktu tiga hari negara harus mengeluarkan dana sejumlah 

US$ 500 juta untuk membantu posisi nilai tukar rupiah dengan mengintervensi 

pasar uang. Akhirnya BI rnengarnbil kebijakan kurs mengambang (menghentikan 

intervensi) yang mengakibatkan nilai rupiah terus tertekan terhadap dolar. 

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tingkat suku bunga membuat bank 

mengalami kelang;kaan likuiditas. (persediaan uang) sehingga membuat bank 

rnenghimpun dana dari masyarakat melalui peningkatan suku bunga deposito. 

Akan tctapi kenaikan suku bunga deposito ini juga menyebabkan naiknya ~mku 

bunga pinjam.an. Akibatnya kredit bennasalah atau non pe1jurming loan pun 

bertarnbah karena sejumlah kreditor tidak sanggup membayar utang-utangnya, 

Kcsulitan likuiditas juga mcmbuat ban yak bank melanggar ketentuan Giro 

Wajib Minirnum7 di Bank Indonesia. Kelangk.aan likuidita.s juga mengakibatkan 

banyak bank mengalami kalah kliring8 atau saldo rekening gironya di BI berada 

dalam posisi debctlminus. Berita mengenai kalah kliring sejumlah bank ini 

ditambah dengan rumor lain seperti bank yang mgi dalam transaksi vaias: dan 

iarinya beberapa bankir ke luar negeri (capilal flight) memicu keresahan 

1 Giro Wajib Minimum merupakan dana cadangan yang wajib disetorkan seliap bank kc 
Bank indonesia agar dapat mengikutl ktiring, yangjumlah minimurnnya pada waktu itu rli!etapkrm 
s.ebesar 5%. 

~ Kliring adalah proses yang menunjukkan posisi tagihan dan kewajlban yang dimiliki 
seliap bank kepada bank lamnya (rncnerimn pembayaran dun .sebaHknya melakukan pembayaratl)" 
Proses kfiring umumnya dilakukan setiap had di lembaga penyelenggara k!iring, yaitu Bl .ata11 

bank lain yang ditunjuk Bl. Dengar1 penarikan dana besar-bcsaran oleb nasabah mcnyebahkan 
posisi pembayaran sejumlah bank menjadi berkedudukan negatif (overdraft}, artinya jumlah 
kewajJban y<mg harus dibayarkan bank tcrsebut lebih besru: daripad:a jumlah pembayaran y.mg 
dhcrima. Dinyatakan bank tersebut mengalami kalah kliring. 
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masyarakat atas kondisi perbankan nasional dan akhimya mengakibatkan 

terjadinya rush (penarikan uang dari bank secara serentak). Aksi rush tersebut 

mernbuat persediaan likuiditas pada sejumlah bank terkuras sehingga kesulitan 

membayar dana nasabah~nasabahnya dan pada akhimya membutuhkan bantuan 

dari Bank Indonesia sebagai the lender of the last resort.9 

Situasi tersebut akhimya membuat pemerintah mengambi1 kebijakan 

mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank yang 

membutuhkannya. BLBI disalurkan melalui mekanisme kliring, yaitu penalangan 

yang dilakukan BI terhadap bank yang tidak mampu melunasi kewajih<ln­

kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga, khususnya nasabah. 10 Dengan 

demikian pengucuran BLBI ditujukan untuk menjamin pembayaran dana nasabah 

oleh bank bersangkutan sehingga diharapkan masyarakat dapat pulih 

kepercayaannya terhadap pcrbankan. 

Semula program BLBI dimaksudkan untuk membantu bank-bank yang 

sehat namun mengalami kesulitan likuiditas dengan harapan kondisi perbankan 

nasional ydng krJsis dapat diselamatkan. 11 Kenyataannya, BLBI juga dikucurkan 

kepada bank-bank yang tidak sehat. Bahkan terjadi penyimpangan yang 

' Istilah the lender of the last resort tertuang dalam l.etter of Intent dcngan IMF 
(lnternaclonul Monetary Fund) tertanggal !5 Januari 1998 tentang pentingnya liquidi1y ~·upporr 
(bantuan Jikuiditas) BI kepada perbankan dalam fungsinya sebugai the lender of rlrr: last re:wrl 
{penyedia pinjaman dana terakhir}. Istilah tersebut merujuk kepada kewajibun Bunk Indonesia 
untuk memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat berdasarkan pelaksanaan tugab 
menurut peraruran perundang~undangan yang berlaku pada waktu itu yakni Pasal 32 ayaL (3} 
Undang-Undang Nornor J3 lahun 1968 tentang Bank SemraL 

10 BLBl pada dasarnya adalah bantuan pinjaman dana yang dibcr!kan BI kepada sejum!nh 
hank yang mengalami kesuliran likuiditas atau krisis pecsedian uung saat terjadinya !uisis monelcr 
pada tahun 1997 melalui berbagai fasilitas perbankan, antara lain Fasiiitas Saldo Debet (bank temp 
diizinkun tetap mengikUii k!iring meskipun sa!donya berada pada posisi negatif alau ovenlraji), 
Fasilitas Diskooto [ dan fi (pembeUan sumt berhargu bcrupa promes dan aset bank untuk 
mengkonversi saldo debet bank}, Fasilitas Surat Bcrharga Pasur Uang Khusus (pembelian promes 
nasabah pada bank~bank yang bcrsaldo debet dcngan perjanjian bank lerscbut wajlb mcmbe!i 
kembali pada waktu yang ditcntukan), New Fusilitas Diskonto (hampir sama dengan fasilit.as 
diskonto namun dcngon jangka waktu pengembalian lebih lama), Fasilitas Saldo OebeL 
(pengikatan hukum atas sa!<lo debet yang dilakukan sebelumnya dengan akia pengakuan utang d<~n 
akta pengakuan 1.11ang dengan jaminan), Fasilitas Dana Talangan Rupiah (penalangan atas dana 
nasabah 16 bank yang dilikuidasi pemerintah) dan Daoa Talangan Valas (pena!angun atas utang­
utang perbankan swasta dalam negeri terhadap pihak perbankan luur ncgeri bcrdasarknn 
pelaksamum Frankfun Agreement 1anggal 4 Juni 1998). Ulmt Marwan Bntuhara, "Defmisi dan 
Pengcrtlan BLBI", dalam Marwan Barubara, Op. Cil., hal. 4-7, 

11 Pelllnjuk Presiden Suhar!o pada Sidang Kabinc! Terbatas bidong Ekonomi, Ketmugan 
dan Pengawasan Pembangunan (Ekkeuwasbang) tanggal 3 September !997 tentang Langkah 
Ketahanan Ekonomi Nas!onaL 
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merugikan keuangan negara, baik dalam penyaluran BLBI maupun 

penyalahgunaan dana BLBI oleh pihak perbankan. 

Hasil audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 

dilakukan sejak akhir Februari 2000 sampai dengan 31 Juli 2000 (dengan periodc 

audit sejak bank-hank menerima BLBI sampai dengan 29 Januari 1999) terhadap 

48 bank penerima BLBI, mencakup 5 Bank Take Over (BTO), 15 Bank Dalam 

Likuidasi (BDL), 10 Bank Beku Opernsi (BBO), dan 18 Bank Beku Kegiatan 

Usaha (BBKU), m.enemukan bahwa terdapat penyimpangan dalam hal penyaluran 

BLBI yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 138,4 triliun at<lll 

95,8% dari total dana BLBI yang berjumlah sebesar Rp. 144,5 triliun. Sedangkan 

dalam hal penggunaan dana BLBI, tcrdapat penyimpangan yang berpotensi 

merugikan keuangan negara sebesar Rp. 84,842 triliun atau sebesar 58,7% dari 

total dana BLBI yang dikucurkan.12 

Terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana BLBI disebabkan 

karena bank telah menyalahgunakan dana BLBI yang seharusnya hanya untuk 

kepentingan pernbayaran dana nasabah, namun digunakan untuk kepentingan 

lainnya seperti melunasi plnjaman dan kewajiban yang tidak dapat dibuktikan 

kebenanmnya, membayar utang kepada kelompok usahanya sendlri, tram;aksi 

surat berharga, melunasi dana pihak ketiga yang mclanggar ketentuan, membiayai 

kontra.k derivatif baru, membiayai ekspansi kredit, membiayai investasi dalam 

bentuk aktiva telap, dan membiayai overhead (biaya apcrasional bank). Selain itu 

tcrdapat indlkasi bahwa dana BLBI digunakan bank untuk pemberian kredit 

kepada kelompok usaha sendiri {subsidimy companies) yang mel.anggar ketentuan 

tentang Batas: Maksimum Pemberian Kredit (legal lending limit), Penyimpangan 

tersebut teijadi karena penyaluran BLB1 dilakukan melalui mekanisme kliring, 

menyebabkan BI tidak dapat mengetahui apakah BLBI digunakan sepenuhnya 

untuk mcnanggulangi kesulitan likuiditas akibat rush nasabah atau justru untuk 

kepentingan grup pernilik bank. 13 

Berdasarkan uraian kronologis di alas nampak bahwa pengucuran BLBl 

tclah menimbulkan faktor kriminogen yakni penyebab terjadinya kejahatan. di 

;~ BPK-Rl. Hasil Audit lnvestigasi aras Penyahwcm dan Penggrmaan BLBJ (Laporan 
Audit Nomor 06i01/Audiiuma II!AIIVW2000, tunggal ll Ju!i 2000). 

!:'ibid. 
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mana te!ah menempatkan bank (maupun pengurusnya) sebagai pelaku kcjahatan 

di bidang perbankan. Fenomena ini menurut Mardjono Reksodiputro telah 

membuka dimensi baru dalam wajah kejahatan dan peJakunya di Indonesia, yang 

mana selama ini umumnya hanya melihat bank sebagai pihak yang dirugikan 

(korban) sementara bank sebagai pelaku kejahatan kurang mendapat sorotan. 

terlebih dikarenakan bank merupakan suatu korporasi (juridic person). 14 

Permasalahannya adalah bagaimana kebijakan hukum pidana mengatur 

mengenai hal tersebut. Apabila kita lihat ketentuan Cndang-tJndang Nomor 7 

tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 memang sudah terdapat ketentuan sanksi pidana terhadap 

berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan perbankan. Akan tetapi 

tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bank (seJaku korporasi) sebagai 

pdaku kejahatan perbankan. Dengan kata lain bank sebagai subjek tindak pidana 

perbankan behJin diakui eksistensinya datam undang-undang tersebut. 15 

Kebijakan legislatif (peraturan penmdang-undangan) pada undang-undang 

perbankan yang belum mengakui eksistensi bank sebagai pelaku kejahatan 

perbankan sccara tidak Jangsung membawa implikasi yuridis terhadap 

penyelesaian kasus BLBI melalui instrurnen (peradi1an) pidana. Hal ini dapat 

dilihat pada kebijakan yang diambil pemerinlah melalui jalur ou! of court 

sefllamen! (penyelesalan di luar pengadi!an) 16 yakni dengan mekanisrnc 

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Usulan PKPS dlputuskan 

pertama kali dalam Rakor Pengawasan Pembangunan pada tanggal 21 Agustus 

1998 di mana salah satu pertimbangannya yakni proses hukum atas pelanggaran 

(Batas Maksimum Pemberian Kredit) BMPK dan BLBI akan bcrjahm lama dan 

tidak jelas tingkat pengembalian komersiainya, 17 

------
14 Mardjono Reksodipmro, "Kejahatan Korporasi Suatu fcnomena Lama dalam Bentuk 

Baru" dalam Indonesian Jaumal cflnt~Jrnalionaf Law (Volume I Nomor4, Juli 2004}, haL 696. 
IS. !\.1. Arlef Amrullab, Op. Cit , hal. 49. 
16 Hukum Pldana Beland a juga mengcnal penyelesaian perkara di luar proses perndilan 

(ajdt.X:ning buifen proces) yang disebut dengan iransaksi dan mcrupakun kewenangan 
Jaksa!penuntm Umum. Bentuk transaksi ini menurut Rcmmclink dibedakan lngi amara .mbmi.l',\"ie 
dan compositie. Pendapat Remmelink tersebut akan penulis uraikan pada bab selanjutnya. Liha! 
Jan Remme link, Hukum Pidana : Kamentar aras Pasal-Posa/ Tcrpenling darf KUHP Belandn 
dan Padanannyu dalam KUHP Jndom:sia, terjemahan Tristam P. Moeliono {Jakarra : Gramedi.;~ 
Pusaka Utama, 2003), hat 442. 

17 Marwan Batubara, "fnpres No.S/2002 : Jalan Menuju Ketldakadilan dan t•emiskinan", 
dalam Manvnn Bmubara, Op. Cit., hal. 100. 
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Penyelesaian melalui mekanisme PKPS adalah dengan membuat 

perjanjian yang rnengatur tata cara penyelesaian kewajiban pembayaran utang 

antara eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank penerima BLBI scbagai 

pihak yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap penggunaan dana BLBl 13 

dengan ketua Badan Penyehata.n. Perbankan Nasionat (BPPN) 19 melalui 

persetujuan Menteri Keuangan. Adapun terhadap aspek pidana penyalahgunaan 

dana BLBI (oleh bank maupun pengurusnya) disinggung dalam perjanjian PKPS20 

dengan suatu klausula berupa release and discharge, yang secara singkat berarti 

kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya (utang BLBD kepada 

pernerintah akan diberi pernbebasan dari utang (release) berupa keterangan lllnas 

sekaligus pelepasan dari segala tuntutan hukum (discharge) termasuk dalam hal 

pelanggaran pidana yang telah mereka. lakukan, 

Klausula release and discharge int kemudian mendapat dasar hukum 

sebagai kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 

tentang Pemberian Jaminan Kepas.tian Hukum kepada Debitur yang tclah 

Menyelesaikan Kewajibannya alau Tindakan Hukum kepada Debilur yang Tidak 

12 Pemcgang Saham Pcngendali (PSP) adalah pemegang saham mayoritas pada bank yang 
mcnerima BLB!, sehingga secara faktua! merupakan penentu amu pcngendali kebijakan dari bank 
!ersebut, Olch sebab iru dianggap sebagai pihak yang bcrtanggungjawah terhadap pcnggunaatl 
BLBI. Be!akangan dikcnal pula istiJuh "obligor" yang mempunyai makna sama dcngan dcbitur 
(pihak yang berul.allg), dikarcnakan dalam perjanjian PKPS tanggungjawab utang BLBI yang 
semula berada pada bank (korporasi} celah dia!ihkan kepada mereka secaro pribadi. 

19 BPPN merupakan badun yang dibentuk pcmerintah melalul Keppres Nomor 27 t<lhtm 
1998 dar1 kemudian k;;:beradaannya dikukuhkan me!alUJ Pasa! 37A l:odangwUndang Nomor to 
tahun 1998 lentang perubahan alas UndangwUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan scna 
melalul Peraturan Pcmerlnlah Nomor J7 Tahun 1999. BPPN mcmpunyai tugas melakukan 
penyehatan (restrukwrisasi) perbankan nasional, termasuk melakuknn penagihan utllng BUR 
Dengan pembentukan BPPN maka hak tagih BLBl scbesar Rp, 144,5 lri!hm telah dialih!can {diw 
cessiewkan} dari Bank Indonesia kc Pemerimah Cq. BPPN. Adapun jumlah bank yang dikelola 
Bf>I'N sebanyak 72 bank yung terdiri dari 65 Bank Dalam Penychamn (BDP) da11 7 Bank Umum 
Pcserta ftckapitalasi (Bank Rekap). 

zc f'erjalljian PKPS terdiri dari tiga macam pola yakni MSAA, MRNlA dan APU. Pola 
MSAA (Master Sefflement and Acqusition Agreement) diberlakukan terhadap PSP bank yang 
masib memiliki aset yang dinilai cukup untuk menyelcsaiknn kewajihannya kepada pemerinlah 
dengan cara penyerahan aset (asset settiemenl) kepada BPPN tanpa discrtal jamillan pribadi. Pola 
MRN1A (Master Refinanciug and Noles Issuances Agreement) diberlakukan terhadap PSP bank 
yang asctnya setclah dinilai tidak mem:ukupi a!au tidak dicapai kesepakatan mengeoai nllainya 
sehingga aset tidak diserahkan sebagai pembayanm namun dimasukkan dalam daf\ar jaminan 
pribadi (personal guaran1ee). Sedangkan pola APU (Akta Pengakuan Ulan g) hampir sama dengau 
MSAA yakni dcng.an penyeraban aset, hanya saja PSP tetap bertanggungjawab jika penjualan use:l 
yang diagunkan belum meneukupi ni!ai utang BLB!-nya sehingga memberikan jaminan baik 
pribadi maupun perusahaan (corpvrale guarantee). Lebih leogkapnya dapat dilibat padn 
Kusumaningtuti S.S .. Perwran Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perhaukan d; ludonesia. 
Jakarta: Rajawali Pers, 2008), haL 1&1- 185. 
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Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang 

Saham. Keberadaan Inpres Nomor 8 tahun 2002 sebagai kebijaka.n pemerintah 

menjadl pcnentu terhadap proses peradilan pidana kasus kejahatan perbankan 

yang dilakukan oleh PSP bank penertma (debitur) BLBJ tersebut. Dengan kata 

lain kebijakan hukum pidana pada tahap aplikatif (penegakan hukum) 

digantungkan kepada pemcnuhan kewajiban (utang) PSP bank penerlma (dcbitur) 

BLBl sebagaimana tertuang dalam perjanjlan PKPS. Hal inilah yang 

menimbulkan kontroversi karena sistem hukum kita 21 tidak mengenal konsep 

release and discharge sehingga masalah pidana tidak dapat diperjanjikan.:u 

Kebjjakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang perbankan 

inilah yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun penelitian tidak dimaksudkan 

untuk mengkaji legalita.s kebijakan program pengucuran BLBI maupun 

mengevaluasi program rekapitalisasi perbankan (yang merupakan kaj1an hukum 

ekonomi)! namun lebih membahas pada perspektif hukum pi dana terhadap aspck 

yuridis kebijakan release and discharge dalam kasus penyalahgunaan dana BLBI 

yang dihubungkan dengan eksistensi bank sebagai pe(ak.u kejahatan (subyc:k 

tindak pidana). Dengan demikian untuk kejahatan di bidang perbankan lailrnya 

seperti money laundering ataupun kejahatan pemboboJan bank (bank fraud) tidak 

dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan tujuan yang hendak penulis 

capai adalah (dalam rangka) pembaharuan hukum pidana khususnya Undang­

lJndang Perbankan sehingga dapat mengakomodir konsep pertanggungjawaban 

dan pemidanaan yang lebih tepat terhadap bank (baik bank sebagai korporasi 

maupun pengurusnya), sebagai pelaku kejahatan dl bidang perbankan. 

:l M>;;nurut Friedman, unsur-unsur suatu sislcm hukum tcrdiri dari slrw:tunt (strukwr 
hukum), subj'fance (substansi hukum) dan culture (budaya hukum}. Lebih jelasnya dopar dilihm 
pada Lawrence M. Friedman, American Law : an lnlrcducrio/1 {Hukum Amel"iku : Sefmalt 
Penga/11ar), Terjcmahan Wishnu Basuki (Jakarta: TataJlusa, 200 !), haL 7- 8. 

~ Beberapa lcmbnga swadaya nwsyarakat seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
indonesia (YLBHl) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan gugatan jJ1dicial review 
ke Mahkamah Agung yang didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2003 agar membata!kan keberadaan 
lnpres Nomor 8 Tahun 2002 karena dinilai beflentangan dengan sejumlah peraturan penmdang­
undangan dl atasnya, sehingga keberadaan Inpres tersebut dianggap menjacll sttlah satu 
ponghambat upaya penuntasan hukum skandal BLBL Lihat pada Marwan Batubarn, Loc. Cit . . hal. 
104~105. 
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B. ldcntifikasi Masalah 

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan bahwa pokok pennasalahan penelitian ini adalah masalah kebijakan 

hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejallatan di bidang perbankan. 

khususnya aspek yuridis. kehljakan release and discharge pada kasus 

penyaJahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sclanjutnya 

permasalahan ini difokuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1, Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam hukum 

posltif terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan? 

2. Bagaimanakah kaitan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan 

release and discharge terhadap pelaku kejahatan di bidang perbankan? 

3. Bagaimana sebaiknya konsep kebijakan hukum pldana terhadap bank 

sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan dalam rangka pembaharuan 

peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang ? 

C. Tujnan Pcnclitian 

Tujuan yang l1endak dicapai oleh penulis dalam penclitian 1111 at.lalah 

sebagai berikut : 

l. Mengkaji kebijakan bukum pidana yang tertuang dalam hukum positif 

terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan. 

2. Menganalisa aspek yuridis kebljakan hukum pidana dalam pemberian 

release and discharge terhadap pelaku kejahatan di bidang perbankan. 

3. Mengcvaluasi konsep kebijakan hukum pidana terhadap bank scbagai 

pelaku kejahatan di bldang perbankan dalam rangka pembabaruan hukum. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penult.;; berharap hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat tidak saja 

bagi pengembangan teori-teori ilmu hukum namun juga untuk keperluan praktis 

khususnya dalam hal pengambilan suatu kebijak:an (meJalui) hukum pidana, 

Adapun kcgunaan teoritis adalah memberikan sumbangan pernikiran teori hukum 
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berupa kajian yuridis mengenai konsep kebijakan hukum pidana terhadap bank 

(korporasi) sebagai pelaku kejahatan di bida.ng perbankan. 

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan praktis kepada 

masyarakat (pemerhati hukum) untuk dapat melihat secara proporsional masalah 

pemberian release and discharge pada kasus penyalahgunaan dana Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia ditinjau dari kebijakan hukum pidana yang rnerupakan 

bagian integral dari kebijakan negara. Namun kegunaan praklis yang utama lebih 

ditujukan kepada praktisi khususnya pejabat pembuat kebijakan (legislator) dalam 

rangka pembaharuan peraturan perundang-undangan pidana di bidang perbankan 

scbagaimana hasH evaluasi yang dllakukan dalam penelitian ini. 

E. Kerangka 1'eoritis 

Perkembangan kejahatan tidak dapat dHepaskan darl perkembangan 

masyarakatnya. 8eiring dengan pertumbuhan dan kemajuan suatu negara di 

bidang perekonomian~ muncullah yang disebut dengan kejaha1an di bidang 

perekonomian (economic crimes), Kejahatan yang demikian diJakukan olch 

pelakunya dengan motivasi mcngejar keuntungan blsnis (business profit orfcmed) 

tanpa memperdulikan aspek hukurn yang ada, 

Konsepsi kejahatan di bidang perekonomian pertarna kali dikcmukakan 

oleh Edwin H. Sutherland dengan istilah white collar crime. Menurulnya 

pengertian white collar crime (kejahatan kerah putih) adaJah suatu kejahatan yang 

dilakukan oieh seseorang yang terhormat dan mempunyai status sosial tinggi, 

serta dalam melaksanakan pekerjaannya (a crime comm#ed by a person of 

rcspeclability and high social status in the course of his occu.pation).'J3 Semula 

konsep tersebut hanya ditujukan kepada manusia (natural person), yaitu para 

pengurus (manujer) pcrusahaan namun dalam perkembangan selanjutnya 

perusahaan (korporasi) sehagai juridic per:wn juga dianggap ikut 

bertanggtmgjawab terhadap terjadinya kejahatan tersebut karena bcrkaitan dengan 

kegjatan bisnisnya (business related activities). Dengan demikian apablla 

menyangkut white collar crime maka menurut Mardjono Reksodiputru 

perbuatan korpol'asi tersebut harus memenuhl dua persyaratan tambahan {selain 

zj Edwin H. Sutherland, White Collar Crime {New York :The Dryden Pcrs, 1942}, haL 9. 
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unsur yang dikemukakan Sutherland) yakni syarat pertama, dilakukan dalam 

rangka big business, dan syarat yang kedua, telah menyalahgunakan kepercayaan 

masyarakat (fn violation of (public) trust).'7A 

Salah satu kejahatan di bidang perekonomian tersebut adalah kejahatan di 

bidang perbankan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bank adalah lembaga 

keuangan memiliki peranan yang sangat strategis dalam penggcrak roda 

perekonomian di suatu negara. Pada umurnnya bank selalu menjadi sasaran 

(korban) dari kejahatan yang dilakukan pelakunya terhadap bank tersebuL Akan 

tctapi dalarn pcrkembangannya justru bank yang menjadi sebagai pelaku 

kejahatan di bidang perbankan itu sendirl (criminal banldng),'l5 

Kondisi yang demikian membawa suatu konsekuensi terhadap kebijakan 

hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan di bidang pcrbankan 

tersebut. Menurut Sudarto, apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam 

penanggulangan kejahatan maka harus diJihat dalarn hubungan keseluruhan 

politik kriminaJ (social defonce planning) dan ini pun harus merupakan bagian 

integral dari rencana pembangunan nasionaL2
li Pendapat Sudarto sejalan dengan 

Marc Ancel yang mengemukakan bahwa penal policy atau politik (kebijakan) 

bukum pidana, pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan 

baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang~undang (kebijHkau 

iegislatif), kcbijakan aptikasi (kebijakan yudikatif); dan pelaksanaan hukum 

pidana (kebijakan eksekutif).l1 

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Herbert L. Packer bahwa dasar 

rasional dari hukum pidana bersandar pada tiga konsep, yaitu o.ffimse (tindak 

pidana)~ guilt (kesalahan) dan punishment (pemidanaan). 28 Lehih ianjut 

dikernukakan oleh Packe?9 
: 

" ... these three concepts symbolize the three basic problems afsubsrances 
(as opposed to procedure) in the criminal Jaw : 

2~ Mardjono Reksodipulro, Bungu Rampai Pemwsalahan dafam Sisfem Peradilmr Pidana 
{Jakarta: Pus.al Petayanan Keudilan dun Pcngabdian Hukum, 2007). hal. !39 140. 

~$ lbiil. 
'"Sudano. Hukum dan Hukum Pidcma (Bandung : Alumni, 1986}, hal. 96. 
21 Marc Ancel, Social Defense, c Modem Approach to Criminal Problems (London : 

Routledge & Kcgan !'aul, 1965), haL 4- 5. 
;s Herbert L, Packer, The Limits of the Crfmfool Srmctiar; (California : StanfOrd 

Universlt_x Press. 1968), haL 17 dan haL 54. 
"
9 /bid ,haL t7. 
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(I) what conduct should he designated as criminal, 
(2) what detenninalions must be made before a person con be found to 
have conmtiled (1 criminal offense, 
(3) what should be done with persons who are found to hm1e commitecl 
criminal offenses". 

Ketiga konsep yang dikemukakan Packer tersebut melambangkan tiga 

pennasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu : {1) perbuatan apa yang 

seharusnya dianggap sebagai kejahatan, (2) ketentuan~ketentuan atau synrat-syar.at 

apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dinyatakan telah me1akukan 

tindak pidana, (3) apa yang seharusnya dllakukan terhadap seseorang yang teJah 

diketahui melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu ketiga pilar ini merupakan 

dasar atau titik talak untuk mengkaji politik (kebijakan) hukum p1dana terhadap 

pelaku kejahatan di bidang perbankan. 

F. Kcrangka Konscptual 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

daiam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit daniatau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 3° Fungsi bank yang demikian menyebabkan perbankan, yakni 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mcncakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,J 1 mcmegang 

pcranan yang sangat strategis karena balk atau buruknya praktik perbankan akan 

sangat mcmpengaruhi kehidupan perekonomian di suatu negara. 

Keadaan itulah yang terjadi pada era krisis moneter yang me!anda 

lndonesia pada tahun 1997 ditandai dengan runtuhnya sejumlah bank swasla 

nasional akibat praktik perbankan yang bun1k di masa itu. Untuk mengatasi 

kondisi tersebut, pemerintah (Bank Indonesia) memberikan kebijakan pengucunm 

Bantuan Ukuiditas Bank Indonesia (BLBI). yaitu bantuan pinjaman dana yang 

w Pasal l ang.l.:a 2 Undang·Ur~dang Nomor lO tahun I 998 tenlaog pcruba!mn at<1:> 

Undang~Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Pcrbankan. 
Jl Pasa! I angka l Undang.-Undang >J"omor l (} rahuo ! 998 teo\ung perubahan ntas 

Undang-Undang Nomor 7 tal!un 1992 tem.ang Perbankan. 
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diberikan Bank Tndonesia kepada sejumlah bank yang mengalami krisis likuiditas 

atau krisis persediaan uang saat terjadinya krisis moneter tahun 1997.32 

Dana BLBI ini seharusnya dipergunakan bank untuk kepentingan 

pembayaran dana nasabah akibat terjadinya aks:i rush (penarikan uang dari bank 

secara serentak) sehingga bank mengalami kesulitan Jikuiditas (bersaJdo debet). 

Akan tctapi pada kenyataannya dana BLBI disalahgunakan ofeh bank-bank 

penerimanya. Bentuk penyalahgunaan tersebut antara lain dipergunakan untuk 

pemberian kredit kepada kelornpok usaha sendlri (subsidiary companies) yang 

me1anggar ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (legal lendinR 

limit), yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang 

diperkenaokan tcrhadap modaJ bank 33 Hal ini diungkapkan dalam Hasil Audit 

lnvestigasi BPK terhadap 48 bank penerima BLBI yang mengungkapkan sebagai 

bcrlkut : 

" ... berbagai pelanggaran dan rekayasa transaksi yang dilakukan oleh bank 
daiam kurun waktu lama, namun tidak terdeteksi oieh sistern pengawasan 
bank yang diterapkan oleh BL PeJanggaran yang paling umum adalah 
rekayasa transaksi untuk menghlndari BMPK, dengan berbagai modus 
operandinya." 

Pcnyalahgunaan dana BLBI yang dilakukan oleh bank, pada dasarnya 

merupakan suatu kcjahatan di bidang perbankan. yaknl perbuatan~perbuawn 

me!awan hukum yang secara khusus mengganggu kelancaran pelaksanaan usaha­

usaha perbankan yang me]ayani kegiatan bidang perekonomian dan keuangan. 3
·
1 

Oleh sebab itu upaya penanggulangan terhadap kejahatan penyalahgunaan dana 

BLBI semestinya berwujud pada tindakan pcnegakan hukum pidana berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan pidana yang dilanggar, khususnya Undang­

Undang tentang Perbankan. 

Temyata kebijakan yang diambil pemerintah justru mengesampingkan 

peran dan fungsi hukum pidana. Hal inl dikarenakan terhadap pelaku kejahatan rli 

bidang perbankan terscbut justru diberikan Release and Discharge, yakni berupa 

pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan Program 

1 ~ Marwan Batubara, "Definisi dan Pengertian BLBl'', dalam Marwan Batubara, Op. Cil. , 
hal. 3. 

n Hermansyah, Hukum Perbo11kan Nm;ianal Indonesia (Jakarta : Kencana. Edisi Rcvisi, 
2008), hal. 139. 

14 Mardjono Reksodlpu1ro, K.emajuan Pcmbangumm ... , Op. Cir. , hal. 51 ·52. 
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Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan. 

penyidikan dan!atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus 

juga dilakukan dcngan proses penghentlan penanganan aspek pidananya. JS 

Kebljakan pemberian Release and Discharge ini menarik untuk dikaji 

lebih Janjut karena sebagai suatu kebJjakan (policy). maka apa yang selama ini 

ditempuh (what is) dan bagaimana yang seharusnya diteropuh (what ought be), 

dapat dievaluasi sebagai suatu kebljakan huk:um pidana atau disebut juga dengan 

lstilah politik hukum pidana (penal policy)~ yang berarti usaha mewujudkan 

peraturan perundang~undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang,36 Kcbijakan hukum 

pidana ini menjadi sangat penting kaitannya dengan pembaharuan hukum 

khususnya terhadap konsep pertanggungjawaban dan pemidanaan yang tepat 

terhadap bank (baik bank sebagai korporasi maupun pengurusnya. 37
) sebagai 

pelaku kejahatan di bidang perbankan. 

G. Metode Peoclitian 

PcneHtian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditOkuskan pada 

peneHtian kepustakaan (studi dokumen) dengan mempcrgunakan metodoJogi 

sebagai borikut : 

I. Pendekatan masalah : 

Pennasalahan pokok dalam penelitian ini adalah masa!ah kebijakan hukum 

pidana (penal policy) sehingga tidak dapat dilepaskan dari pcndekatan 

yang beroricn1asi pada kebijakan (policy~oriented approctch). Namun 

mengingat fokus utama peneHtian adalah evaluasi terhadap kcbijakan 

aplikatif (penegakan hukum pidana) dalam rangka merumuskan kebijakan 

l5 lnstruksi Perlama nngka 4, dalam lnstruksi Prcsiden Nomor 8 tahun 20Q2 lentung 
Pcmberkm Jaminun Kepastian Hukum Kepada Debicur Yang Telah Menyelesaikan Kewajilmnnya 
Atau Tindakan Hukum Kcpada Debitur Yung Tidak Menyelesaikan Kewujibannya Berdasnrk;m 
Penyelesaian Kewajibau Pcmcgang Sai:Jarn. 

'
6 Sudarto, Hukttm Pidana dan Peugcmbangan Mmyaralwr (Bandung : Sinar Baru, 

1983) , hal. 9J. 
:n Pasal I angka 22 Undang~Undang Nomor 10 !ahun 1998 temang perubahan mas 

IJ'ndang·Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, mempergunakan istilah Pihak TerafiliasL 
yang mernpunyai makna !ebih luas dari pengurus karena di sini dapat mencakup pula para 
pemegang saham bank dan ke!uarganya.. sepanjang menurut penHaian Bank Indonesia merek<l 
turut serta mempet1garuhi dalam pengelolaon bank tersebm. 
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legislatif (perundang-undangan) yang lebih baik, sehingga pendekatan 

seca.ra yuridis nonnatif yang dipergunakan dalam penelitian ini akan 

djtunjang dengan pendekatan secara yuridis :fuktuaL JS Selain itu karcna 

fokus penelitian adalah membahas mengenai kejahatan di hidang 

pcrbankan rnaka pendekatan ilmu sosiallain seperti kriminologi, sosiologi 

maupun ckonom1 juga dipergunakan untuk menunjang penelWan inL 

2. Jenis dan sumber data ; 

Sebagai penelitian bukum normatif maka jenis data yang dipergunakan 

adalah data sekunder {secondwy data) terutama sejumlah dokumen berupa 

perjanjian MSAA (yang memuat klausul release and discharge) dan 

sejumJah bahan pustaka untuk mengkaji permasalahan yang terdiri dari 

bahan hukum primer (peraturan perundang~undangan), bahan hukum 

sekunder (buku, artikel hukum dan karya itmiah hukum), serta bahan 

hukum tersier (literatur lainnya seperti kamus dan ensiklopedia). 

3. Metode pengumpulan data: 

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekundcr maka 

pcngumpulan data dilakukan pada berbagai literatur yang diperoieh dari 

perpustakaan1 pusat dokumentasi maupun media elektronik (internet). 

4. Penyajian dan analisis data: 

Penyajian data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan analisa secant 

deskriptif maupun preskriptif. sehingga akan diberikan gambaran sejdas 

mungkin terhadap suatu fenomena hukum yang kemudian dianaHsis secara 

yuridis berdasarkan tcori-teori hukwn dalarn ra.ngka menyusun suatu 

pemecahan rnasalah (problem solution) yang lebih baik. 

Js Kcbijakan hukum pidana se!uin memcr!ukan pendckatan yurldis normatlf, juga 
m~merlukan pendekatan yuridls faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis. histotis dan 
komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehcnsif dari berbagai disiplin sosia! 
lainnya $Crta pendekalan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasJona! padu 
umumnya, Lihat pendapat Barda Nawawi Arief da!am Bunga Rampoi Kebijakatl Hukwn Pidmw 
(Perkembangcm Penytmman Konsep KUHP Baru) {Jakarta: Kencana, 2008}, haL 20. 
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H. Sistematika Pcnulisan 

Penelitian ini terdi:ri atas em pat bab penulisan yang konstruksi susunannya 

dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis yuridis, dan ditutup dengan 

suatu kesimpulan. Berdasarkan konstruksi dernlkian maka rincian sistematika 

penulisan ini adalah sebagai berikut ; 

Bab 1 merupakan pendahuluan. Pada bab inl diuraikan Jatar belakang 

timbulnya permasalahan, kemudian identifikasi permasalahan, selanjutnya tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian (baik teoritis maupun praktis), kerangka teoritis. 

kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 adalah tinjauan pustaka mengenai kebijakan penanggulangan 

kejahatan di bidang perbankrut Bah ini terbagl atas empat sub bab yakni 

kejahatan di bldang perbankan, eksistensi bank sebagai pelaku kejahalan 

korporasi, kebjjakan penanggulangan kejahatan perbankan dengan hukum pidana, 

dan kebijakan penyclesaian perkara pldana di luar pengadilan. 

Bab 3 berupa kebijakan bukum pidana terhadap bank sebagai pelaku 

kcjahatan di bidang perbankan (kajian pada kasus penyalahgunaan Bantuun 

Likuiditas Bank [ndonesia). Bab ini terbagi atas iiga sub bab yakni kebijakan 

hukum pldana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan da!am 

pcrundang-undangan nasional, kebijakan hukum pidana berkaitan dcngan 

pemberlan release and discharge, serta kehijakan hukum pidana terhadap bank 

sebagai peJaku kejahatan di bidang perbankan pada masa yang akan datang. 

Bab 4 mcmpakan penutup yang berisikan kesimpulan serla saran. 
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Sebe1um memahami ruang lingkup kejahatan di bidang pcrbankan 

tcntunya perlu terlebih dahulu memahami pengertian atau makna kejahatan itu 

sendiri. Konsepsi kejahatan dapat mempunyai rnakna secara yuridls rnaupun 

secara sosiologis (kriminologis). Berkaitan dengan hal itu, Sahetapy menulis 

bahwa pen,gertian kejahatan bisa saja tumpang tindih antara pengertian kejahatan 

secara yuridis dengan pengertian kejab.atan secara krirninologis, namun demikian 

makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dengan makna dan 

ruang lingkup kejabatan secara kriminologls.J'' 

Kejahatan dalam arti yuridis adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya 

diatur dalam Buku ll Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun 

daJam aturnn~aturan Jain di luar KUHP yang dinyatakan di dalam aturan itu secara 

tegas sebagai ~;ualu kejahatan . .ro Berdasarkan pengertian te.rsebut dapat ditarik 

kesimpulan parla hakik:atnya kejahatan merupakan tindak pidana,'u dan sekaligus 

membatasi Hngkup kejahatan sebagai salah satu kualifikasi jenis ti:ndak pidana 

dalarn hukum pidana di lndoncsia.42 

J'l JR Sahetapy, Teori Krtminologi; Scbuah Pengantar (Bandung ; Citr.t Aditya Bakti, 
!992), haL 67 . 

.w Rocslall Saleh, Perbuatan Pulana doll Pcrtonggwrgjawobtm, Dua Pcngenhm Dasar 
t:Iotam Hul:um Pidatta (Jakarta : Aksara Baru, 1983), haL 17. 

~~ Raeslan Saleh mcnggunakan istil<th "pcrbuatan pidana" (crimitlc:.l act), yaitu pcrblUltom 
yang olch hukurn pidana dilarang dan diancum dcngan pidana. barangsiapu yang metanggar 
larnngan tersebu!. Ibid., haL 107. Demikian pula dengllil Moclyatno (dalam Azas-Azas Huknm 
Pidrma), tc!api ada pula yang menggunakan istilah "pcristiwa pidana'' (Utrecht dalam H1tkmt1 
Pidano l ), <ttaupun "delik" (Andi Hanu:ah dalam A.sas-Asas llukum Pidana). NamUrt menurur 
pendapat Remy Sjahddni i;;tilah tindak pidana adalah istilab yang sccara rcsmi digunakan dalam 
peraturan perund:mg·undangan di fndonesia. Uhat Sutan Rcmy Sjahdeini, PerJoJtggungjawaha11 
Pidana Korporasi (Jakarta: Graftti Pers., 2006), hal. 25. 

~~ Hukum pidana Indonesia mcngcnal pcmbagian lrualifikasi rtndak ptdana kejahat:m 
(misdrijveu) dan pelanggaran (overtredi11g}. Akan tetapi nantinya dalam KUHP Nasional (tcrakhir 
RUU 20(}8), pembedaan k:ua!ifikasi tindak pidona antara kejahatan dan pelanggarno sudah tidak 
digunakan lagi dan llanya dipcrgunakan istilah "tindak pldana" saja_ Lihat Burda Nawawi Arief, 
Bunga Rampai Kcbijakan ... , Op. Cit . • hal. 81 --· 83 dan haL 369- 373. 
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Adapun kejahatan (crime) secara sosiologis sering diartikM sebagai sa!ah 

satu bentuk "perilaku menylmpang". yang selalu ada dan melekat pada tiap 

bentuk masyarakat.'n Namun demlkian kejahatan sebagai periJaku menyimpang, 

menurut Peter G. Hoefnagels, n1erupakan suatu pengertian yang relatif, karena 

perilaku menyimpang dari seseorang tertentu dapat dipandang sebagai kejabatan 

apabila perbuatan tersebut dirasakan sebagai perbuatan yang serius, sebaliknya, 

perbuatan yang sama mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan apabila 

terjadinya dalam k<:mteks yang berbeda:44 

Terharlap kondisi ini Sudarto mengemukakan bah ... va selalu ada perbedaan 

pendapat dalam melihat kejahatan sebagai gejala masyarakat45 Dengan demikian 

pemaharoan yang berbeda dalam memaknakan apa yang disebut dengan kejnhatan 

disebabkan karena sifatnya relatif dan subjekti±: jadi tergantung pada sejauh mana 

masyarakat mcmandang sesuatu itu sebagai kejahatan atau bukan. 

Pada tulisan lain Sudarto menyatakan suatu perbuatan untuk dapal 

dikatakan sebagai ~ahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oteh penguasa. '16 

Jadi penetapan dapat dikenakannya ~;uatu perbuatan dengan sanksi pidana 

(punishable), yang berarti pula secara implisit merupakan penetapan perbuatan itu 

sebagai kejahatan {kriminalisasi), harus dilakukan oleh penguasa. Ituluh sebabnya 

mengapa yang dinamakan kejahatan itu dapat berubah dari waktu ke waktu dan 

berbeda darl tempat ke tempat. 

Berdasarkan apa yang disampaikan Sudarto tersebut penulis berpendapat 

bahwa makna kejahatan secara sosiologis (kriminologis) meskipun berbeda, 

namun tidak dapat dipisahkan dengan makna kejahatan secara yuridis, karena 

tetap menggunakan hukum pidana sebagai tolak ukurnya. Dalam hal inl penulis 

sependapat dengan Huge D. Barlow sebagairnana dikutip oleh Topo Santoso dan 

Eva Achjani Zulfa, yang menyatakan kejahatan {crime) sebagai " ... a human act 

that violates the criminallcrw".'17 

~l Muladi dan Barda Nawawi Arief, Tcori-Teori dan Kebijaktm Hukum Pidana (Bandung: 
Alumni, 2005), hal. 148. 

44 Peter G. Hocfhage!s, The Other Side of Criminology: an lm>crsion of i'he Concepi uf 
Crime (Holland: Kluwer Dcventer, 1973), haL 72. 

45 Sudarto, Hukum Pidana dan ... , Op. Cit., hal. 161, 
4 Sudarto, Kapil a Selelda Hukum Pidana (Bandung : Alumni. l986), hat 107. 
47 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminalogi (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 

2007), hal 14. 
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Adanya pembatasan kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan 

negara (sebagai kejahatan) dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi 

pidana, terkenal dengan apa yang disehut sebagai mala in sedan mala prohibita. 

~.\!ala in se menunjuk kepada perbuatan yang pada hakekatnya adalah kejahatan, 

contohnya pembunuhan, Sedangkan mala prohibita menunjuk kepada perbuatan 

yang hanya dlterapkan oleh negara sebagai perbuatan yang dilarang (unlawful). 48 

Terkait dengan hal tersebut, menurut Mardjono Reksodiputro, sebagian 

masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran atas hukum 

pidana, baik dalam undang~undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana 

dalam perundang-undangan lainnya. 49 Dengan persepsl demlkian, berarti 

kejahatan mendahului hukum. Jadi ada suatu perbuatan yang dianggap sangal 

merugikan masyarakat, kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan 

melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu ada pula suatu perbuatan tertentu 

dinyatakan sebagai kejahatan karena hukum yang menyatakan demikian. Di slni, 

hukum yang mendahului kejahat.an. Maksudnya. belum tentu hukum pidana 

melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena dapat saja hukum 

pidana hanya melindungi kepentingan sehagian kelompok masyarakat terteotu 

(sebagai kelompok yang kuat), di mana kelompok tersebut berusaha melindungi 

kepentingannya dengan menggunakan hukum pidana untuk menyatakan 

perbuatan tertcntu sebagai kejahatan.50 

Demikian pula halnya dengan pcngertian kejahatan di bidang pcrbankan. 

Secara yuridis perhuatan tersebut harus:lah diatur sebagai tindak pidana (dengan 

kualifikasi sebagai kejahatan) dalam undang-undang perbankan. Oleh karena itu 

apabila kita melihat ketentuan Undang~Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun J 992 tentang Perbankan, maka 

yang dlmaksud sebagai kejaha1an perbankan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 51 

ayat (1), yakni meliputi tujuh jenis tindak pidana sebagaimana terdapat daJam 

Pasal46, Pasal47, Pasai47A, Pasal48 ayat (1). Pasal49, Pasal50, dan Pasai50A 

Undang·Undang tentang Perbankan tersebut Lebih tanjut di dalam penjelasan 

~• Howard Abadinsky. Probation aud Parole, The01y and Practi:.e (New Jersey 
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1977), hal. 2. 

~~ Mardjono Reksodipulro, Bunga Rampal,.., Op. Cit . ., hal, l- 2. 
50 Ibid. 
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Pasal 51 ayat (I) pada pokoknya menyatakan a!asan pasal~pasal tersebut 

dikualifikasikan sebagai kejahatan (dengan ancaman pidana lebih berat) karcna 

bank merupakan Jembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat. 

sehingga perJu dihlndarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya 

kepercayaan kepada bank (yang akan merugikan bank maupun masyarnkat). 

Adapun perbuatan yang dJnyatakan sebagai kejahatan menurut Undang­

"C'ndang tentang Perbankan (UndaJig~Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992). ada!ah sebagai berikut : 

l. Kejahatan menyangkut izin usaha bank : 

Menurut ketentuan PasaJ 46 ayat (l), perbuatan menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal l6, merupakan kejahatan 

yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan 

pallng lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh 

miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah. 

Adapun ketentuan mengenai i:zin usaha bank diatur dalam Pasal 16, yung 

menyebutkan sebagai berikut : 

( l} Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghJmpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan wajib ter!ebih dahulu 
memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank 
Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, ke<::ua!i apabila 
kc:giatan menghimpun dana dart masyarakat dlmaksud dialul' 
dengan undang-undang tersendirt 

(2) Untuk rnemperoleb izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan 
Rakyat sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), wajih dipenuhi 
persyaratan sekurang~kurangnya tentang : 

a. susunan organisasi dan pengurusan; 
b. pennodalan; 
c. kepemiJikan; 
d. keahlian di hi dang perbankan; 
e. kelayakan rencana kerja. 

(3) Persyaratan dan tata cara pcrizinan bank sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Menurut penjelasan Pasal 16, bahwa kegiatan menghimpun dana dart 

masyarakat oleh siapapun, pada dasamya merupakan kegiatan yang perlu 

diawasi, mcngingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan 

masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana. 
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Namun demikian terdapat pengecualian terhadap jenis lembaga lainnya 

yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyaraka1 dalam 

bentuk simpanan atau sernacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh 

kantor pos, dana pensiun atau perusahaan asuransi. Kegiatan terse but tidak 

dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan karena telah diatur dengan 

undang-undang tersendiri sehingga rneropakan pengecualian, 

2. Kejahatan berkaitan dengan rahasia bank : 

Pada bagian tentang rahasia bank, bahwa baik bank (Pasal 40 ayat 1} 

maupun pihak terafiliasi (Pasal 40 ayat 2), wajib merahasiakan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (kecua!i daJam hal 

dimaksud Pasal-Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A). Selanjutnya 

penjeiasan Pasal 40 ayat (1} menegaskan dalam hal nasabah penyimpan 

sekaUgus juga sebaga.i nasabah debitur. maka bank wajib tctap 

merahasiakannya dalam kedudukan sebagal nasabah penytmpan, 

sedangkan keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah 

penyirnpan, bukan merupakan keterangan yang wajjb dirahasiakan, 

Menurut Pasal 47 ayat (1) merupakan suatu kejahatan apabila dcngan 

scngaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan 

yang wajib dirahasiakan itu, tanpa membawa perintah tcnulis atau izin 

dari Pimpinan Bank Indonesia (izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41, 41A dan 42), yang mana diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 

dna tahun dan paling lama cmpat tahun, serta denda sekurang-kurangnya 

sepuluh rnilyar rupiah dan paling banyak dua ratus miHar rupiah. 

Demikian pula menurot Pasal 47 ayat (2). terhadap pihak tcrafiliasi yang 

dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dh'ahasiakan tersehut. 

diancam dengan pldana penjara sekurang~kurangnya dua tahun dan paling 

lama empat tahun~ serta denda sekurang~kurangnya cmpat miliar rupiah 

dan paling banyak delapan miliar rupiah. 

Adapun yang dimaksud dengan pibak terafiliasi adalah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 yakni : 

a. Anggota dewan komisaris~ pengawas, direksi atau kuasanyn, 
pejabat, atau karyawan bank; 
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b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola ata.u kua.sanya, pejabat, 
atau ka.ryawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk badan 
hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang4 undangan 
yang berlaku; 

c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara ~ain akunlan 
publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan l.ainnya; 

d. Pihak yang menurut peniJaian Bank Indonesia tmut serta 
mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan 
keluarganya, keluarga komisaris. keiuarga pengawas, keluarga 
direksi, keluarga pengurus. 

3. Kejahatan yang berkaitan dengan kewajiban memberikan keterangan 

kepada pihak berwenang : 

Ketentuan Pasal 42A menyebutkan bahwa bank -wajib memberikan 

keterangan kepada pihak berwenang (sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

41, 41 A, dan 42). maupun kepada kuasa/ahli waris nasabah penyimpan 

(ketentuan Pasal 44A). Untuk iebH1 jelasnya ketentuan pasal-pasal terscbut 

adalah scbagai berikut : 

Pasal41 

(1) Untuk kcpentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas 
permintaan Menteri Keuangan benvcnang mengeluarkan perintah 
tertulis kcpada bank agar memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-sural mengcnai 
keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabaL 
pajak, 

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) harus 
menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak 
yang dikendaki keterangannya. 

Pasal41A 

(l) Untuk penyc1esaian piutang bank yang sudah dlserahkan kepuda 
Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara. Pimpinan Bank 
Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Pitttang 
dan Lelang NegaraJPanitia Utusan Piutang Xegara untuk 
memperoleh keterangan da.ri bank mengenai simpanan nasabab 
debitur. 

(2) [zin sebagairnana dimaksud dalarn ayat (I) diberikan sccaru 
tertulis atas pennintaan tertulis dari Kepala Bad an Urusan Piutang 
dan Lelang Negara!Ketua Panitia Urusan Piutang :-.Jegara. 

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ha.rus 
menyebutkan nama dan jabatan Kepala Badan Urusan Piutang dun 
Lelang Negara!Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, nama 
nasahah debitur yang bersangkulan, dan aJasan diperiukannya 
keterangan, 
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Pasal42 

(1) Untuk kepentingan peradilan daiam perkara pidana. pimpinan 
Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau 
Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengcnai 
simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. 

(2) Jzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diberikan secara 
tertulls atas permintaan tertutis dari Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. 

(3) Pennlntaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus 
menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama 
tersangka atau terdakwa. alasan diperlukannya keterangan dan 
hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keten:mgan 
yang diperlukan. 

Pasal44A 

(l) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan 
yang dibuat secara tertulis. bank wajib memberikan kete:rangan 
mengenai simpanan nasabah penylmpan pada bank yang 
bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oich nasabah 
penyimpan terse but. 

(2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris 
yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak 
memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan 
terse but. 

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja 

tidak memberikan kcterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana kelentmm 

dalam Pasai~PasaJ terSebut di atas, menurut ketentuan Pasal 4 7 A, diancam 

dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama 

tujuh talmo, serta denda sekurang:-kurangnya empat mjliar rupiah dan 

paling banyak Jim a belas mlliar rupiah. 

4. Kejahatan berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia : 

Dalam rangka pengawasan bank oleh Bank Indonesia terdapat kewajiban 

yang hams dipenuhi oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai 

bank, sebagairnana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta dalam 

Pasal 34 ayat { 1) dan (2). Adapun ketentuan Pasal 30 adalah sebagai 

berikut: 

(I) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala 
keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurul tata earn 
yang ditetapkan o!eh Bank Indonesia, 
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(2) Bank atas permintaan Bank Indonesla wajib memberikan 
kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang 
ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan 
dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala. ketcrangan, 
dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang 
bersangkutan. 

Penjelasan Pasal30 tersebut menyatakan : 

Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitun 
dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia 
diperlukan menglngat keterangan tersebut dibutuhkan unluk 
memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank 
pedu dilakukan dalam rangka meiindungi dana masyarakat dan 
rnenjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat 
lerhadap lembaga perbankan hanya dapat dltumbuhkan apabila 
lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya seJalu berada dalam 
keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperolch 
kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank 
Indonesia diberi wewenang untuk pemeriksa.an buku-buku dan 
berkas-berkas yang ada pada bank. 

Kemudian Pasal 34 menentukan sebagai berikut : 

(l) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan 
perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan 
berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh 
bank Indonesia. 

(2) Neraca serta perhitungan labalrugi tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oich 
akuntan publik. 

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawal bank yang dengan sengaja 

tidak memberikan keternngan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud 

dalam kcdua pasal tersebut dl atas, berdas:arkan Pasal 48 ayat (1) diancam 

dengan pidana pcnjara sekurang-kurangnya dua tabun dan paling lama 

sepuluh ta1mn serta denda sekurang-kurangnya lima miliar dan paling 

han yak s:eratus miliar rupiah. 

5. Kejahatan berkaitan dengan kegiatan menja1ankan usaha bank : 

Pasal 49 ayat (1) mengancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 

lima tahun dan paling lama lima beJas tahun serta denda sekurnng­

kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling hanyak dua ratus miliar rupiah, 
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bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan 

sengaja: 

a. Memhuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 
pembukuan atau dalam lapor<:~.n maupun dalam dokumen atau 
laporan kegiatan usaha, 1aporan transaksi atau rekening suatu bank. 

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan 
kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. 

c. Mengubah. mengaburkan, rnenyembunyikan. menghapus. atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalarn pembukuan atm1 
dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan 
usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank atau dengan 
sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan. 
menyembunyikan, .atau merusak catatan pembukuan terse but. 

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) mengancam pidana kepada anggota dewan 

komisaris, direksi, atau pegawai bank berupa pidana penjara sekurang­

kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang­

kurangnya lima miHar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah, 

yaitu apabila dengan sengaja: 

a. Mcminta atau menedma, mengizinkan atau menyetujui umuk 
menerima suatu imbalan, komisi, uang ta.mbahan, pelayanan~ uang 
atau barang berharga untuk kepentingan pribadinya atau untuk 
keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau bcrusaha 
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank 
garansi. atau fasiHtas kredit dari bank atau daJam rangka pembelian 
a tau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promcs, 
cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam 
rangka membedkan persetujuan bagi orang lain untuk 
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada 
bank. 

b. Tidak melaksanakan Jangkah-langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalarn undang­
und~mg lni dan ketentuan perundang-undangan laim1ya yang 
berlaku bagi bank. 

6. Kejahatan yang dil.akukan oleh pihak teraiiliasi bank : 

Pasal 50 mengancam pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahnn dan 

paling lama delapan tahun serta denda sekurang-knrangnya lima miliar 

rupiah, yaltu bagi pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak 

mclaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan 
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ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan 

peraturan perundangan-undangan lainnya yang: berlaku bagi bank. 

7, Kejahatan yang diJakukan oleh pemegang saham : 

Pasal 50A mcnentukan hahwa pemegang saham yang dengan sengaja 

menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melukukan 

atau ticlak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank untuk tldak 

me1aksanakan ]angkah~langkah yang diperlukan memastikan ketaatan 

bank terhadap ketentuan dalam undang-undang lni dan ketentuan 

peraturan perundang~undangan ]ainnya yang berlaku bagj bank, diancam 

dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tujuh tahWl dan paling lama 

lima bclas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miiiar rupiah 

dan paling banyak dua ratus miliar rupiah, 

Meskipun undang-undang tentang perbankan telah mengkualifikasikan 

ketujuh perbuatan di atas seba.gai kejahatan. namun harus diakui ruang lingkup 

kejahatan terse but masih mcngalarni keterbatasan, sebagairnana dikatakan Riyanto 

yang dikutip Mardjono Reksodiputro, terdapat berbagai penyirnpangan daiam 

praktek perbankan sehari~hari yang secara yuridis tidak dapat dinamakan tindak 

pidana (crime). tetapi secara kriminologis dapat dikategorikan dalam pengcrtian 

criminal behavior. 51 Kondisi yang demikian disebabkan karena dalam 

merumuskan aturan-aturan pidana {perbuatan yang diancam pidana) khususnya di 

bidang keuangan, hukum pidana mengalarni kesulitan mengenai yang masih dapat 

dianggap perbuatan yang sah (legal) rlengan yang seharusnya tidak sah (illegal). 52 

Terkait dengan pengaturan kejahatan daiam undang-undang perbankan, 

maka Anwar membedakan antara tJndak pidana perhankan dan tindak pidana di 

bidang perbankan, berdasarkan pada perbedaan per]akuan peraturan terhadap 

perbuatan-perbuatan yang te!ah melanggar hukum yang berhubungan dengan 

kegiatan rlalam rnenjalankan usaha bank .. n Tindak pidana perbankan, menurutnya. 

terdiri atas perbuatan yang meJanggar ketentuan dalam undang~undang tentang 

perbankan, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang 

51 Mardjono Reksod[putro, .Kemajuan Pembangunan ... , Op. CiL, haL &2- 83. 
3

! Mardjono Reksodiputto, Burtga Ram paL , Op. Cit., haL 152. 
:n H.A.K. Mcchammad Anwar, Tintiak Pidana di Bidang Perbtmkan (Bandung: Alumni. 

1986), hal. 44. 
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perbanka.n. Sedangk:an tindak pidana di bidang perbankan, terdirl atas perbuatan 

yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, di 

mana perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan~peraturan pidana di luar 

tmd.ang-undang tentang perbankan, s:eperti KUHP, undang-undang pemberantasan 

tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis. ·"" 

Jadi a{asan Anwar memilih penggunaan istilah tindak pidana di bldang 

perbankan adaJah untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum 

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bailie Olch 

karena itu, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secan1 

khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut, 

maka dapat diherlakukan peraturan yang mengatur kegiata.n perbankan yang 

memuat ketentuan pidana maupun peraturan hukum pi dana umurn/khusus.55 

Senada dengan pendapat Anwar, Djumhana juga mengemukakan bahwa 

istilah yang tepat dipakai adalah tindak pidana di bidang perbankan, karena 

pengertiannya lebih Iuas, sebab apapun perbuatannya apabila menyangkm 

perbankan, dan diancam pidana, dapat dikualiftkasikan sebagai tindak pidana di 

bidang perbankan meskipun diatumya dalam peratura:n lain. 56 Lebih lanjut 

menurutnya, karena di Indonesia perbuatan yang dila.rang dan diancam dcngan 

pidana di bidang perbankan tidakJah dirumuskan dengan lengkap dalam satu 

undang-undang, melainkan tersebar dalam berbagai pcrundang-undru1gan.57 

Tersebarnya ketentuan mengenai tindak pidana (kejahatan) di bidang 

perbankan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibenarkan pula oleh 

Mardjano Reksod1putro. Diakuinya ada perbuatan-perbuatan melawan hukum 

yang secara khusus mengganggu kelancaran pelaksanaan usaha-usaha perbankan 

yang melayani kegiatan bidang perekonomian dan keuangan. Oleh karena ilu 

kejahatan di bidang perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar 

peraturan perundang~undangan dalarn perekonomian dan bidang keuangan. 

menurutnya merupakan bagian dari kejahatan ekonomi (economic crime).58 

-------
5-.1 !hid. , haL 45. 
JJ: Ibid., hal. 44. 
56 Muhamad Djumhana, Hu/i.um Perhankan di Indonesia (Bandung: Citra Adlt)'a Bakti, 

2003), hal. 448. 
:;; !bid. 
S!l Mardjooo Reksodiputro, Kemajuan Pcmbangunan ... , Op. Cit., haL 51 -52, 
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Sehuhungan dengan kejahatan di bldang perbankan sebagai bagian dari 

kejahatan ekonomi (economic crime), pada dasarnya kejahatan ekonomi dapat 

dibagi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pengertian kejahatan 

ekonomi dapat disamakan dengan tindak pidana ekonorni yang hanya mencakup 

perhuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturnn~ 

peraturan yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 teniang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi atau yang 

dlkenal dengan UUTPE. 59 Pada konteks ini terdapat tiga kategori tindak pidana 

ekonomi, yakoi jenis pertama, berhubungan dengan peraturan-peraturan yang 

dlsebut tegas dalam Pasai 1 UUTPE, kemudian jenis kedua, berhubungan dengan 

Pasal-Pasal 26, 32 dan 33 UUTPE, dan jenis ketiga, yang memberi kewenangan 

kepada lembaga legislatif untuk menarnakan sesuatu perbuatan menjadi suatu 

tindak pidana ekonomL 

Terhadap tindak pJdana ekonomi ini (dalam .arti sempit), Andi Hamzah 

berpendapat dengan UUTPE telah dihimpun segala peraturan-peraturan yang ada 

dan memberi lowongan untuk peraturan yang akan datang sebagai hukum pidann 

ekonomi. 60 Dengan demikian di Juar batasan terse but, perbuatan apapun yang 

melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian 

Indonesia, secara yuridis tidak dapat dinamakan Hudak pidana ekonomi, apabiia 

perbuatan tersebut belum dinyatakan secara tegas oleh undang-undang 

bersangkutan sebagai tindak pidana ekoRomi (UUTPE). 

Adapun pengettian kcjahatan ekonorni dalarn arti luas, menurut penulis 

dapat merujuk pada laporan Kongres PBB Kesebelas tentang Prevention q{Crime 

ond the Treatment of the Offenders di Bangkok, tanggal 18-25 April 2005, yang 

mengemukakan bahwa "."" the term of economic crime refers broadly lo any non­

violent crime that generally results in a financial lossH. 61 De11nisl kejahatan 

ekonomi (dalam arti Juas) juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yakni 

mencakup semua tindak pldana di luar UUTPE yang bercorak atau bermotif 

ekonomi, atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan 

perekonomian dan keuangan negara yang sehat, termasuk di antaranya kejahatan 

s9 Ibid., haL 47. 
60 Andi Hamzah, Hulwm Pu.kma Eko;wmi (Jakarta: Erlangga, 1986), hn!. ! 7. 
61 :\1, Arief Amrullah, Op. CiJ. , haL 24, 
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rli bidang perbankan. 62 Sedangkan Muladi memberikan batasan kejahatan 

ekonomi melalui pendekatan tek.nis. di mana kejahatan ekonorni ini lebih 

menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis bilarnana 

pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. 

Atas dasar konstruksi demikian, kejahatan ekonomi menurutnya adalah63 
: 

" ... setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, tanpa 
menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang pada hakikatnya 
mengandung unsur-unsur penipuan. memberikan gambaran yang sulah, 
penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan, atau 
pengelakan peraturan''. 

Selanjutnya Muladi juga menglndentifikasikan beberapa tipe kejahatan 

ekonomi di bidang perbankan sebagai berikutM : 

1. Kejahatan yang dilakukan dalarn rangka kepentingan individual (crime by 

persons operating on an individual basis), contohnya kejahatan kartu 

kredit bank (credit card frauds); 

2. Kejahatan dalarn kerangka perdagangan, pemerintahan atau kelembagaan 

lain, ataupun dalam kerangka menjalankan pekerjaan, tetapi dengan cara 

melanggar kepercayaan (in breach of their duly of !rust wirh rheir 

employer), contohnya adalah banking viola/ions by bank officers and 

employee~· dengan tujuan embezzlement and misapplication o.fjimd'i~ 

3. Kejahatan yang berhubungan atau kelanjutan operasionalisasi perdagangan. 

tctapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut, contolrnya 

adalah s.uap menyuap dan memberikan informasi yang salah untuk 

memperoleh kredit bank; 

4. Kejahatan sosto ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktivit.as utaxm! 

(economic crimes as a business or as the central activity). contohnya 

adalah penyalahgunaan kredit bank. 

Menurut pendapat penulis, tipe-tipe kejahatan ekonomi di bidang perhankan 

sebagaimana yang diuraikan Muladi, merupakan kejahatan yang ditujukan 

terhadap bank (crimes againts banking), di mana da.lam hal ini ba.nk yang menjadi 

;;~ Muladi dan Burda Nuwawi Arief, Bmtga Rampai H1dwm Pidmut (13.andung : Alumni, 
2007), haL 164. 

"'Ibid. , ltaL 20. 
&.~ Ibid. , hal. 7. 
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korban kejahatan (menderita kerugian). 65 sehingga belum mencakup jcnis 

kejahatan yang dilakukan oleh bank (sebagai pelaku kejahatan). 

Pandangan lain dikemukakan oieh Djumhana yang membagi tipologi 

maupun dimensi kejahatan di bidang perbankan berdasarkan kasus yang sering 

rerjadi di bidang perbankan, diantaranya adalah66 
: 

1. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (credU fraud); 

2. Penggelapan dana~dana masyarakat (embczzelement of public funds); 

3. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana~dana masyarakat 

(mi'sappropation of public fonds); 

4. Pelanggaran terhadap pera.turanuperaturan keuangan (violation of currency 

regulation); 

5. Pencudan uang (money laundering). 

Sedangkan dimensi bentuk tindak pidana perbankan, dikatakannya, bisa berupa 

kejallatan seseorang terhadap bank, kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun 

kejahatan bank terhadap perorangan, sehingga dengan demikian bank dapat 

menjadi korban maupun sebagai pelaku kejahatan,67 

Bcrkaitan dengan eksistensi bank (baik sebagai korban maupun pelaku 

kejahatan), Arlcf Amrullah mernbagi ruang Hngkup kejahatan di bidang 

perbankan meliputi68 ; 

]_ Bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, contohnya adalah 

kejahatan pencucian uang (money laundering); 

2. Bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan, berarli bank dijadikan 

objek atau korban kejahatan (bank fraud), baik dengan cara konvensiona[ 

(misalnya perampakan bank) maupun cara non-konvcnsional (contohnya 

kejahatan pcmbobo1an bank menggunakan teknologi komputer ataupun 

penipuan!rekayasa dalam pengucuran kredit perbankan); 

3. Bank sebaga:i pelaku kejahatan, yakni bank sebagai korporasi melakukan 

ke.jahatan ekonomi di bidang perbankan. Lebih Janjut Arief Amrullah 

~' Pembahosan mengenai kejahatan yang ditujllkan terhadap bank, antara lain dapa! 
dibaca pada buku yang ditulls Leden Marpaung, Pemberanta.san dan Penccgahan Tindak Pidmw 
Terlwdap Perban~an (Jakarta: Ojambatun, 2005). 

66 Muhamad Djumhana, Op Cit , hal. 457-458. 
~.,!hid, hat 454. 
6~ M. Ariel' Amrullah, Op. Cil., bal. 47-48. 
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mengutip "Buku Putih" yang diterbitkan oleh Center for Banking Cris;s, 

di mana kejahatan ekonomi di bidang perbankan (yang dilakukan bank 

sebagai korporasi) antara lain berupa penyalahgunaan dana bantuan 

likuiditas Bank Indonesia (BLBI). pelanggaran batas maksimum 

pemberian kredit (B:MPK), dan manipulasj data laporan.69 

Mernfokuskan kajian pada bank sebagai pelaku kejahatan sejalan dengan 

pendapat Mardjono Reksodiputro, yang rnengatakan. biasanya yang didengar dan 

diberitakan dalam surat kabar adalah bank sebagai korban yang dirugikan oich 

sejumlah individu (ataupun perusahaan) pembobol bank tersebut, sedangkan bank 

sebagai pelaku jarang sekali ada pemberitaan terhadapnya, 70 Oleh karena itu. 

beliau mengemukakan beberapa jenis kejahatan yang dapat dilakukan bank 

(korporasi) sebagai pelaku, berupa71 
: 

1. Window dressing, yaitu usaha bank agar menjelang periode laporan 

(rnisalnya kepada Bank Indonesia) meningkatkan jumlah aset dan 

aktivanya, agar penampilan bank terlihat sehat dan bonafid (di mata 

masyarakat maupun pengawas perbankan); 

2. Menetapkan tingkat suku bunga berlebihan~ yang bertujuan menarik dana 

masyarakat sebanyak mungkin (merupakan indikasi "kurang sehat.nya" 

bank dan bermaksud melakukan ~'proses gali lubang tutup lubang"); 

3. Mernberikan kemudahan dalam pemberian kredit dengan tidak dlsertai 

pertimbangan atau penilaian yang wajar dalam dunla bisnis perbankun, 

khususnya apabila kredit itu disalurkan kepada pernsahaan-perusahaan 

di "lingkungan kelompoknya" dalam jumlah yang berlebihan; 

4. Criminuf banking, yang pada umumnya berkaitan dengan organized crime, 

dl mana kegiatan perbankan hanyalah kedok saja, karena seluruh kegiatan 

bank (korporasi) adalah memang merupakan perbuatan rnclawan hukum 

secara slstematJs untuk rnencari keuntWlgan. tennasuk diantaranya 

adalah " bank gelap atau bank dalam bank"; 

'"Ibid., haL 57. 
7t1 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan ... , Op. Cit., hal. &L 
'

1 {hid., hal. 92 94. 
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5. Loansharking operations, dengan variasi-variasinya scperti illegal 

acquisition of capital~ illegal loaning of that money, dan illegal collc:crivn 

and enforcement of repayment.fl·om debtors~ 

6. 1\tfoney laundering, yaitu suatu kegiatan perbankan untuk menyalurkan 

dana yang berasai dari kejahatan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. 

B. Eksistensi Bank Sebagai Pelaku Kejabatan Korpor;~si 

Definisi bank secara yuridis dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang diberi pengertian sebagai badan 

usaha yang roenghimpun dana darJ masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkannya kepada masyarakat da1am bentuk kredit danlatau bentuk-bentuk 

Jainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Scdangkan 

pengertian perbankan dijelaskan dalam Pasal I angka l undang-undang tersebut 

sebagai sega.Ja sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 

Berdasarkan kedua rumusan di atas dapat disimpulkan babwa bank 

merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dari pihak 

yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang 

kekurangan dana (lack of fund~), sebingga dapat dikatakan bank mempunyai 

peranan sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediwy). 11 

Penegasan fungsi bank sebagai lembaga intennediasi ini juga dijabarkan dalam 

Pasa1 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana 

ditegaskan fungsi utama pc:rbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat. 

Kegiatan usaha bank dalam prakteknya tidak hanya sebata.s scbagai 

lembaga intermedjasi~ tempi juga melayani berbagai macam jasa keuangan kepada 

masyarakat) scperti jasa pembayaran, pembiayaan, transaksi keuangan (lransjitr), 

scrta jasa keuangan lainnya. Dengan demikian secara garis besamya, fungsi bank 

dapat dibagi mcnjadi dua macam, yakni13
: 

--·--·----
71 Muhamad Djumhana, Op. CiJ., haL 17, 
73 !bid , hal. 82 83. 
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1. Bank sebagai pedagang dana (money lender). yaitu wahana yang 

menghimpun dan menyaJurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. 

Fungsi bank sebagai tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang 

{tabungan, deposito, giro). sedang dalarn fungsinya sebagai penyaJur dana. 

maka bank memberikan kredit, atau membelikannya dalam bentuk sural 

berharga (promes); 

2. Bank sebagai lembaga keuangan yang melancarkan transaksi perdagangan 

dan pembayaran uang, jadi bank bertindak sebagai penghubung antara 

nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan 

transaksi. Dalam hal in.i nasabah tidak secara langsung melakukan 

pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk 

menyelesaikannya. 

Selain kedua fungsi di atas, perbankan dl Indonesia juga memiliki fungsi 

sebagai agen pembangunan (agent of development)/4 sebagalmana penjaharan 

PasaJ 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu lcmbaga 

yang bertujuan mcndukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank juga berfungsi 

sebagai media dalarn mentransmisikan kebijakan moneter nasional. 75 Adapun 

kebijakan moneter menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 

1999 tentang Bank Indonesia, diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan Bank Indonesia untuk memelibara kestabHan nilai rupiah. 

Pelaksanaan kebijakan moneter tersebut antara lain rnelalui pengendalian jumlah 

uang yang beredar dan pengaturan suku bunga perbankan. 

Jelas dari apa yang telah diuraikan di atas bank memiliki peranan yang 

strategis sebagai penggerak roda perekonomian di suatu negara, baik dari seg:i 

pclaksanaan kebljakan moneter, sistem pembayaran, pengcrahan dann, maupun 

penyaluran kred1t kepada masyarakat, sehingga menjadikan lembaga perbankan 

sebagai posisi sentral dalarn pembangunan nasional, termasuk di Indonesia. 

Apalagi dengan kemajuan globalisasi, kegiatan bank tidak terbatas dalam suatu 

n Hermansyah, Op. C11., hilL 4L 
15 Suseno dan Piter Abdullah, Sisrim dun Kebijakan Perbankon di lndOJtesi(1 (lakarla ; 

Pusat Pendidikan dan Studi Kebunksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003), hal. 7- S. 
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lingkup wilayah negara tertentu) melainkan secara luas rneliputi perekonoruian 

dunia dan melayani kebutuhan pembiayaan serta melanearkan mekanisme sistem 

pembayaran bagi semua sektor perekonomian melewati batas antar negara. 

Mernperhatikan peran dan fungsi bank yang sangat strategis: sebagai urat 

nadi kehidupan perekonomian maka tidak mengherankan kejahatan di bidang 

perbankan sangat erat kaitannya dengan kemajuan pembangunan ekonomi di 

suatu negara. Dalam kr:iminologi terkenal dengan apa yang disebut hubungan 

posltif (direct refalionship), 16 di mana meningkatnya pembangunan ekonomi 

berakibat pula pada meningkatnya kejahatan ekonomi di bidang perbankan. 

Kondisi ini sudah diperingatkan dalam laporan Kongres PBB Ketujuh tcntang 

Prevention of Crime and the Treatment of the Qffenders di Milan pada tahun 1985, 

dikatakan kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor 

dan '1
••• economic factors played a mayor or even predominant role". 77 

Selanjutnya disinggung pula mengenai kejahatan ekonomi yang dilakukan olch 

korporasi, di mana " ... national development programmes were being seriously 

hindered by the proliferation of economic crimes, such as ..... abusas of economic 

power commited by certain national and transnational corporation" .n 

Kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuatan ekonomi (abuse of economic 

power) yang dilakukan oleh korporasi apabi!a dikaitkan dengan kejahatan di 

bidang perbankan, ternyata telah membuka dlmensi baru dalam wajah kejahatnn 

dan pelakunya di Indonesia, di mana menempatkan bank (maupun pengurusnya) 

sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan khususnya pada sejumlah kasus 

yang berkaitan dengan penyimpanga.n Bantuan Likuiditas Bank Indonesla 

(BLBI). 79 Terhadap hal ini sebenamya sudah dibahas jauh hari sebeltun 

terjadinya permasalahan rlalam penyimpangan da11a BLBl, yakni dalam Seminar 

Tntemasional tentang "Tren Kejahatan Internasional" cH Bali pada tahun 1990, 

sebagaimana dikatakan oleh Grat van den Heuvel : 

"· ... rhe deregulation in Indonesia were not set up maliciously, It was taken 
for !he besl interest qfihe economy and !he banking indusuy in patricu!trr. 

'l<> Mardjono Reksodipu!ro, Kemajuan Pembangunan .•. , Op. Cit., haL 85. 
77 Muladi dan Barda Nawawi Arief, .Bunga Rampai ... , Op. Cii. , bal. 161. 
HI Ibid. 
'? Mardjono Rel<sodiputro, "Kejahatan Korporasi ... ", Loc. Cit. 
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Bur afterwards if became clear it was the cause and the: core of severe 
corporate crime; ... ". 80 

Keberadaan bank sebagai pelak.u kejahatan korporasi (corporate crime) 

memang tidak dapat dHepaskan dari konsepsi kejahatan kerah putih (white collar 

crime), scbagaimana yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager, "C01porate 

crime is, of course while collar crime, but it is white collar crime of particular 

type". 81 Pendapat yang harnpir sama juga dikemukakan oleh Djumhana, yang 

mengatakan alasan dimasukkannya kejahatan di bidang perbankan sebagai 

kejahatan kerah putih, karena pola kejahatan di bidang perbankan seringkali rumiL 

disebabkan pelakunya rata-rata adalah orang yang a.hii di bidangnya, selain itu 

juga sangat rapi dan terselubung sebagai penyamaran tujuan kejahatan (disguise q{ 

pmpose or intenl),&l 

Konsepsi kejahatan kerah putih (white collar crime) sendiri pertama kali 

diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland sebagai " ... a crime commiled by a 

person ofre.!>pectabilify and high social slatus in the course of his occttpation".R3 

Pada mulanya konsepsi ini mengacu pada kejahatan oleh individu manusia yang 

berasal dari "kelas sosial ekonomi atas" (upper socio-economic class) dan 

dUakukan dalam "pelaksanaan kegiatan jabatannya", jadi ditujukan tcrhadap 

perilaku pemimpin pcrusahaan (direktur dan manajer). IN Akan tctapi dalam 

perkemhangannya yang dianggap perbuatan tercela dan karena itu harm> 

dimintakan pula pertanggungjawaban pidananya adalah perusahaan atau korporasi 

ternpat pelaku itu memegang jabatannya, Alasannya karena pada umumnyu 

pelanggaran hukum pidana itu dilak:ukan untuk dan atas nama perusahaan, serta 

manfaat dan hasil kejahatan itu dinikmati oleh korporasi yang bersangkutan. &5 

~0 Oral van den Heuvel, Corporate Crime fn Easi and West, makalah disampaikan da!am 
Seminar lnternasional temang tntcmational Trends in Crime : East Meets West, Nusa Dua, BaiJ, 
tangga! 10~13 Desembcr 1990, bat 10. 

81 Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, Corporate Crime (London : Collier 
Macmillan Publishers, t9SO, haL17. 

az Muhamud Djumhana, Op. Cit .. haL 452. 
~! Dilerjemahkan pcnulis sebagai "suatu kejahatan yang dl!akukan oleh seseorm;g yang 

lerhormat dan mempunyat sJ.atus sosial tlnggi, sena dalam melaksanakan pekerjaannya". Lihat 
dalam Edwin H. Sutherland, Loc. Cir 

g.; Banding:kan dengan Simon and Eitzen yang menycbur para pelaku kejabatan kerah 
putih ini sebaglli "elite deviance", Lihat dalam David R. Slmon and D. Stanley Eitzen. £/ire 
Deviance. Second Edition. Boston: Allyn and Bacon Inc., 1986, haL 5. 

55 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban ... , Op. Cir. , hal. 57. 
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Dengan demikian apabila menyangkut kejahatan kerah putih yang 

dilakukan oleh korporasj (corporate crime) maka unsur wh1te collar crime yang 

telah dikemukakan Sutherland perlu ditambah dengan unsur lainnya berkaitan 

dengan pertanggungjawaban perusahaan (korporasi) tersebut. Dalam hal inL 

menurut Mardjono Reksodiputro, suatu kejahatan yang dilakukan korporasi untuk 

dapat dikatakan sebagai cmporate crime harus memenuhi dua pcrsyaratan 

tambahan, syarat pertama yakni perbuatan korporasi dilakukan dalam rangka big 

business, sedangkan syarat yang kedua, perbuatan itu telah menyalahgunakan 

kcpercayaan masyarakat (in viola/ion of (public) trust).f-6 

Syarat kejahatan korporasi dilakukan oleh ~<big business" adalah untuk 

membcdakannya dengan kejahatan 11small business offences" (yang dilakukan 

oleh perusahaan atau usaha dagang yang berlingkup kegiatan usaha kecil atau 

terbatas), 87 Sedangkan syarat '1penyalahgunaan kepercayaan" (violation f!.(lrusl). 

maksudnya suatu perusahaan dianggap telah menerima kepercayaan masyarakflt 

(public) untuk melakukan kegiatannya secarajujur dan beritikad baik (etika bisnis 

yang baik atau good corporate governance), sehingga apabila ternyata kegiatan 

perusahaan itu merugikan masyarakat (misalnya penipuan atau kolusi), berarti 

dJanggap telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat terse but. 88 

Apabila dihubungkan dengan kepercayaan (/rust) yang dilanggar tersebut 

maka jelas bahwa kcjahatan di bidang perbank.an merupakan suatu kejahat.an 

korporasi, sebab pad a dasarnya bank merupakan lembaga kepercayaan. Kekayaan 

bank sebagian besar berasal darl dana masyarakat yang "dititipkan" kepada bank, 

sementara pemilik bank (pemegang saham.) penyertaan modalnya adalah tidak 

seberapa., dibandingkan dengan seluruh aset bank.89 Dengan demikian tumbuh 

dan berkembangnya bank sangat tergantung sampai sejauh mana masyarukat 

menaruh kepercayaannya (public trust) kepada bank yang akan mengclola 

dananya yang dipercayakan disimpan di bank terse but. 

86 Mardjono Reksodiputro, Bunga RampaL,, Op. Cit, hal. 139-140. 
111 Mardjono Reksodiputro, Kem:ijuan Pembangunan. .. , Op. Cit., hal. 105. 
n !bid. , haL I 04. 
s? Somber dana bank berasal dari bank sendiri (penyertaan modal pemcgang saham), dati 

masyarakat (simpanan), dari bank sentral (dana bantuan !ikuiditas seperti BLBI), dan dad lemhaga 
lainnya (pinjaman amar bank}. Lihal Hermansyah, Op. Cit. , hal. 44 ·55. 
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Kontruksi kejahatan korporasi (corporate cdme) harus dibedakan dengan 

kejahatan yang ditujukan terhadap korporasi (crime againts cmporation). 

Meskipun keduanya termasuk kejahatan kerah putih, namun menurut C1inard dan 

Yeager, perbedaannya a.pabila kejahatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

keuntungan prlbadi (dan merugikan perusahaan tempat ia bekerja), maka disebut 

sebagai occupational crime. Akan tetapi jika kejahatan tcrsebut adalah untuk 

kepentingan atau manfaat pcrusahaan (korporasi) di mana dia bekerja, maka ini 

adaiah corporate crime. 90 

Pengertian kejahatan korporasi (corporate crime) seJanjutnya dikatakan 

oleh Clinard dan Yeager, scbagai " ... any act committed by corporation thai is 

punished by stale, regardless of whether it is punished undrJr administnuive, civil 

or crimlnal law". 91 Penekanan t:erhadap perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan korporasi temyata tidak dibatasi hanya pada pelanggaran hukum pidanu, 

melainkan juga pelanggaran hukum lainnya (perdata maupun administrasi). 

Menurut pendapat penulis ha1 ini tidak lain karena upaya untuk memidanakan 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi itu sangat sulit, sebagaimana 

diungkapkan oleh Steven Box yang dikutip Muladi, sebagai berikut : 

"Corporate: crime is crime irrespective of whether it ;s only punishable by 
administrative body, or whether it merely violates individuals civil rights ... 
it might be wondered why much corporate crime is deall ·with by 
administrative agencies rather than criminal courts, but does not jusfijj: 
excluding corporate acts regulated by administrative agencies from the 
study qf c01porate crime".92 

Pengertian korporasi sendiri, scbagaim~ma dijelaskan oleh Rerni Sjahdeini, 

dapat diJihat dalam arti secara sempit dan arti secara luas. 93 Pengertian korporasi 

dalam arti sempit, yakni sebagai badan hukum. Pengertian ini digunakan dalam 

hukum perdata, di mana diakui eksistensi dan kewenangan korporasl sebagai 

subjek hukum (legal person) dalam melakukan perbuatan hukurn perdata, 

misalnya membuat perjanjian (kontrak). Sedangkan dalam hukwn pidana. 

korporasi diartikan secara luas, baik meliputi badan hukum perdata seperli 

'¥.1 Marshall B. Clinard and Peter C Yeager, Op. CiJ, , haL 1 S" 
' 11 !hid , hal. 16. 
92 Muladi, Huk Asasi Manusia, Politik Dan Sfstem Peradilan Ptlluna (Semarang : Bad;m 

Pencrbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 165. 
'1~ Suum Rcmy Sjuhde!oi, Perl.aoggungjawaban, .. , Op. Cit., hal. 43-45. 
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perseroan terbatas (P1)1 yayasan atau koperasi, atau badan hukum iainnya; dan 

juga meliputi perusahaan bukan badan hukum seperti firma, CV, persekutuan; 

rnaupun organisa:si (sekumpulan orang yang terorganisir) balk dalam rangka 

kegiatan usaha maupun keglatan sosiaL 

Keberadaan bank sebagai suatu korporasi dapat diJihat pada ketentuan 

undang-undang perbankan di mana mengharuskan syarat pendirian suatu bank 

adaiah berbentuk sebagai badan hukwn. Ketentuan Pasal 21 Undang~Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1992 tentang perbankan, menyatakan bentuk hukum suatu bank sebagai badan 

usaha, adalah perseroan terbatas (PT), atau koperas:i, atau perusahaan daerah. 

Dalam kcdudukan bank sebagai suatu badan usaha (korporasi) yang melayani jasa 

pcrbankan ini, dikenal dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan satuan (unit 

banking system) dan sistern perbankan cabang (branch banking .~ystem). Adapun 

yang dianut di Indonesia adalah sistem perbankan cabang, yaitu satu bank 

dimungkinkan mcmpunyai beberapa cabang tetapi semuanya masih daiam satu 

bentuk harlan hukum (tidak merupakan sebagai badan hukurn tersendiri yang 

mandiri). Dengan kata lain organisasi, pemilikan dan kepengurusan kantor cabang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusat bank tersebut.94 

Eksislcnsi atau keberadaan bank sebagai suatu korporasi yang berbentuk 

badan hukum mcmpunyai konsekuensi yuridis, di mana bank disamakan scbagai 

subjek hukum mandiri (legal person) yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, 

serta harta kekayaan sendiri (assets) terpisah darj individu yang memilikinya 

(pemegang saham) maupun yang mengelolanya (pengurus). Eksistensi ini nampak 

jelas datum jasa pelayanan perbankan, di mana bank sebagai pihak yang mandiri 

daJam melakukan pcrbuatan hukum (perdata) dengan para nasabahnya. 9~ 

Memang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, hank. scbagai 

korporasi tidak dapat melakukannya sendiri namun melalui perbualan 

pengurusnya. Mcskipun dernlkian perbuatan hukum itu tidak mengikat para 

.,.. Muhamad Djumhana, Op. Cif. , haL 85, 
9s Salah satu contoh eksistensi bank scbagai subjck hukum perdata udalab pada s:ml 

seseorang hendak membuka simpanan di bank, di mana calon nasabah lctlehih dahulu harus 
menandatangani S\larn kontrak baku (staudar contract} yang tclab dipcrsiapkan pihak bank, y;mg 
mana da!am kontrak tersebut se!anjutnya baik bank maupun nasabah sebagai subjck hukum akan 
teri!<al dengan kontrak yang dirandatanganL 
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pengurus ataupun pemi1ik bank secara pribadi, tetapi perbuatan hukum itu hanya 

mengikat terhadap bank, dengan kata lain bank terlkat atas perbuatan pengurusnya 

terhadap pihak ketiga (nasabah bank), termasuk dalam hal bertanggungjawab 

terhadap kerugian yang ditlmbulkan pengurusnya kepada pihak ketiga (sepanjang 

pcrbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama bank tersebut). Dengan demikian 

jelas bahwa bank mempunyai kemampuan bertlndak maupun kemampuan 

bertanggungjawab secara penuh (mandiri) sebagai subjek hukum perdata, 

sehingga karena itu pula bank dapat menggugat maupun digugat di depan 

pengadHan perdata atas namanya sendiri. 

Apabila da1am area hukum perdata perbuatan pengurus bank dapat 

diidentifikasikan sebagai perbuatan bank (korporasi) sehingga menimbutkan 

konsekuensi adanya pertanggungjawaban perdata terhadap pihak ketiga (nasabah), 

maka dewasa ini juga telah berkembang pemikiran untuk memberlakukan hal 

yang sarna terhadap pertanggungjawaban pldana. Dengan kata lain perbuatan para 

pengurus ataupun pemilik bank, yang dapat dikategorik.an sebagai suatu kejahatan, 

pertanggungjawaban pidananya dapat pula dibebankan kepada bank selaku 

korporasi, menginga1 perbuatan tersebut merupakan "corporate crime''. karcna 

dilakukan dengan maksud memberikan manfaat terutama keuntungan finansial 

bagi korporasi (bank) yang bersangkutan. 

Masalah perlu adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi Jni 

sudah lama dibicarakan daiam forum internasional. Hal ini dapat dilihat dart 

Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in The Cmucxl u.f 

Development and a New International Economic Order, yang diadopsi oleh 

kongres PBB Kctujuh tentang <;Prevention of Crime and the Treatment qfrhe 

Offenders" di Milan pada tahun 1985, yang antara lain menegaskan sebagai 

berikut : 

"Due consideration should he given by member stares to making 
criminally re,<,ponsible not only those persons who have acled on beha({ of 
an institusion, corporation or enterprise, or who are in policy-making or 
executive capacity, but also the inslilusiun, corpora/ion or ente1prise it 
self, by devising appropriate measures that would prevenl or sanction the 
furlherance of criminal activities". 96 

-----·-
% Muladi, Hak Asasi Mannsia .. , Op. Cit., hal. 168. 
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Sehubungan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap 

bank sebagai korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro~ terdapat tiga sistem 

tentang "kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana dari 

korporasi", yakni sebagai berikut97 : 

l. Pengurus korporasi sebagai pembual dan scbagai yang bertanggungjawab; 

2. Korporasi sebagai pembuat dan pcngurus yang bertanggungjawab; 

3. Korporasi seba.gai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. 

Sistem pembebanan tanggungjawab ini oJeh Rerny Sjahdeinl ditambahkan dengan 

yang keempat:, yakni pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan 

keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.98 

Remy Sjahdeini juga mengemukakan beberapa ajaran atau doktrin 

pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasL Apabila 

kita hubungkan dengan eksistensi bank sebagai pelaku kejahatan di bidang 

perbankan, maka berbagai doktrin ini dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana 

perbuatan para pcngurus bank ataupun pihak terafiHasi (pihak yang terkait dengan 

bank), dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan bank, atau dengan kata lain dalam 

kcadaan yang bagaimana suatu bank (korporasi) dapat dikatakan tetah melakukan 

tindak pidana. Adapun doktrin atau ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi 

terscbut, secara ringkasnya terdiri dati : 

l. Doktrin strict liability: 

Doktrin ini dilandasi pemikiran bahwa korporasi sebagai suatu fiksi 

hukum (legal entity) jelas tidak mungkin mempunyai kalbu/niat jabal 

(guilty mind), sebab perbuatan hukum korporasi dilakukan o!eh para 

pengurus korporasi tetsebut Oleh karena itu terhadap korporasi tidak perlu 

dibuktikan adanya "mens rea" atau unsur kesalahan (kesengajaan alau 

ke!nlaian), namun cukup dibuktikan "actus reus"~nya saja, 99 yaitu 

perbuatan yang dilarang oleh hukwn pldana (criminal acJ). Ajaran in:i 

disebut juga dengan "pertanggungjawaban mutlak". 

<n Mardjono Rcksodiputro, Kemajuan Pcmbangunan ... , Op Cit., hal. 72. 
1R Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban ... , Op. Cir., haL 59. 
9<) Ibid. , hat 78. 
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2. Doktrin vicarious liability: 

Ajaran ini diambil dari doktrin raspondeat superior tentang 

pertanggungjawaban majikan terhadap perbuatan melawan hukum perdata 

(orwechmalige daad) yang dilakukan bawahannya, dikarenakan hubungan 

subordinasi antara majikan (master) dengan pekerjanya (servant) atau 

pemberi kuasa (principal) dengan penerima kuasa (agent). 100 

Jadi korporasi dianggap bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan 

oleh pegawai atau kuasa ataupun mandatarisnya, sepanjang perbuatan itu 

dilakukan dalam Jingkup tugas berdasarkan hubungan subordinasi tersebut. 

3. Doktrin delegasi : 

Menurut doktrin delegasi, dasar pembenaran untuk dapat membebankan 

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah karena adanya 

pendelegasian wewenang dari k01porasi kepada pegawai (pengurusnya) 

untuk Inclaksanakan kewenangan yang dimiliki korporasi tersebut. 101 

4. Doktrin identifikasi : 

Dok:trin ini mengajarkan bahwa perilaku (conduct) dan mens rea duri 

seseomng yang terkait dengan perusahaan (korporasi) dianggap 

merupakan perilaku dan sikap kalbu dari korporasi. Untuk dapat 

menerapkan ajaran ini, perlu diidentifikasikan mengenai s.iapa yang 

rncnjadi '~directing mind" dari korporasi tersebut. Pada umumnya unt11k 

perusahaan badan hukum, directing mind~nya adalah mereka yang 

mempunyai kewenangan., yaknl para manajer atau pemegang saham 

pengendali, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan berdasarkan 

kebijakan "directing mind'', menjadi tanggungjawab korporasi. 102 

5. Doktrin agregasi: 

Menurut ajaran ini semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) 

dari berOOgai orang yang terkait dengan perusahaan (korporasi} dianggap 

seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja, yakni diatributkan sebagai 

perbuatan korporasi. 10J 

·-·--
100 Ibid., haL 84. 
\or !bid. , hal. 97 dan haL 99. 
r:u !bid, bal. 104-105. 
roJ Ibid. , haL 101- 108. Lihat pula Jan Remmelink, Op, Cit. , haL 108- 109. 
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6. Doktrin corporate culture model : 

Doktrin ini menggunakan pendekatan pada kebijakan korporasi yang 

tersurat dan tersirat, sehingga perbuatan seseorang yang melanggar hukum 

dapat dibebankan kepada korporasi, apabila ada dasar yang rasionai untuk 

meyakini bahwa pengurus korporasi yang memiliki kewenangan. telah 

mengizinkan (atau membjarkan) dilakukannya tindak pidana tersebut. 10 1 

1, Doktrin reaclive corporate fault : 

Doktrin ini disebut juga reactive reabilily model, karena menggunakan 

pendekatan reaktlf, di mana apabila actus reus suatu tindak pldana terbukli 

dilakukan untuk atau atas nama korporasi, maka segera dilakukun 

pemeriksaan internal ootuk menyeiidiki siapa yang bertanggungja\.,:ab 

dalam organisasi korporasi tersebut. Unsur mens rea baruiah tirnbui 

apabila korporasi tersebut gaga] melakukan tindakan penertiban ke dalam 

schingga untuk itulah korporasi harus bertanggungjawab. 105 

8. Doktrin gabungan ; 

Doktrin gabungan adalah ajaran yang "diciptakan" oleh Remy Sjabdcini. 

berdasarkan gabungan berba.gai doktrin pertanggungjawaban korporasi 

yang teta.h diuraikan sebelumnya. Menurutnya suatu korporasi untuk dapal 

dibebankan tanggungjawab pidana haruslah memenuhi unsur~unsm· 

sebagai berikut106 
: 

a. Tindak pidana itu dilalcukan atau diperintahkan oleh directing mind 

dari korporasi tersebut, 

b. Tindak pidana itu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan 

korporasi, 

c. Tindak pidana itu dilakuk.an dalam rangka tugasnya dalam 

korporasi, 

d. Pclaku maupun pemberi pcrintah tidak mempunyai alasan 

pembenar maupun pcmaaf, 

e. Unsur perbuatan (acJus reus) dan unsur kesalahan (mens rea) tidak 

pcrlu harus terdapat pada satu orang saja. 

100 ibid., Ita!. I I I~ 112. 
105 ibid. , haL 117. 
100 Ibid. ,hilL us~ I24. 
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Selain doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. diperlukan 

juga adanya pemahaman terhadap kemungkinan pelimpahan pertanggungjawaban, 

yakni upaya yang dilakukan oleh pelaku yang bermaksud menghindar dari 

pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini diungkapkan oleh 

Stone, yakni '' ... when a corporate act goes wrong. the natural inclination of each 

.fimclional group that had a hand in it is to put the blame in someone else ... ".w1 

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal demikian1 menurut Mardjono 

Reksodiputro, perlu dipergunakan konstruksi sebagai berikut 108
: 

L Selain petnahaman terhadap ''jysieke dade,~· (pelaku yang melaksanakan 

perbuatan terlarang itu secara nyata), terhadap korporasi harus 

dipergunakan pemahaman tentang "fimctionele dader11
• Dalam pengertian 

tcrakhir ini, perbuatan korporasi harus juga diartikan apabila terjadi 

pelimpahan pertanggungjawaban. Pelimpahan ini harus diterirna sebagai 

perbuatan korpornsi dalam kapasltasnya sebagai "functione!e d(Jder", 

apabila daJam lalu-lintas bisnis di masya:rakat pelimpahan itu berlaku 

sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. 

2. Di samping pertanggungjawaban pidana yang harus dibeban:kan kepada 

korporasi (dan pengurusnya), penting pula untuk membebankan 

pertanggungjawaban pidana ini kepada mereka yang secara nyata 

meruimpin atau memberi perintah untuk perbuatan terscbul (feitel[ike 

leidinggever en opdrachtgever). 109 Dalam banyak kejahatan korporasi. 

mungkin sekali perbuatan memberi perintah atau memimpin ini (actor 

inleiec.:tuafis) dilakukan melallli orang (atau badan hukum) yang secara 

organisatoris tidak mempunyai hubungan sama sekali denga:n korporasl 

yang bersa.ngkutan. 

wi Christoper D, Stone. "Soda! Control of Corporate Behavior". dalum M. David 
Ermann a11d Richart'! J. Lundman {Ed.), Corporate and Gavemmental Deviance .· Pmblems t!( 
Orgoni:rafionuiBeftaviour in Contempormy Sochuy (New York: Oxfurd University Press, 19'!8), 
haL 254. 

l& Mardjono ReksoUiputro, Kemajuan Pembangunan.", Op. Cit., but 69: dan Mardjonu 
Reksodipmro, Bunga Rampui ... , Op. Cit., haL 13£. 

JC'il Bandingkan dengan Jan Remmelink, Op. Cit., hal. I lO- 112. 
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C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Perbankan Dengan Hukum 

Pidana 

Kejahatan apapun bentuknya adaiah suatu perbuatan yang sangat 

membahayakan dan merugikan masyarakat sehingga untuk jtu djperlukan upaya 

melindungi masyarakat mclalui usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi 

kejahatan. Penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro, adalah 

usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toJeransi 

masyarakat 110 Usaha~usaha yang rasional untuk. mengcndatikan atau 

menanggulangi problema sosial yang dinamakan kejahatan ini disebut dengan 

politik atau kebijakan kriminaL 

Pengertian kebijakan kriminal (criminal policy) menurut Marc Ancel. 

adalah pengaturan secara rasional usaha-usaha pengcndalian kejahatan olch 

masyarakat (the rational organization of the control of crime by society). 11 1 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oieh Peter G. Hoefnageis, di mana 

kebijakan kriminal adalah " ... the rational organization of the social reaction to 

crime". Hl Pada kesempatan lain Hoefnagels juga mendefioisikan kcbijakan 

kriminal sebagai kebijakan mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak 

pidana (criminal policy is a policy of designation human behavior as a crimc). 111 

Definisi scropa juga dikemukakan oleh Sudarto, di mana kcbijakan 

kriminal dapat rliartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan. 114 Kebijakan krlminal ini mencakup kegiatan 

pcmbentukan undang-undang pidana, a.ktivitas dari kepolisian, kejaksaan. 

pengadilan dan aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunaknn 

(hukum) pidana. 115 Lebih lanjut Sudarto mengartikan lingkup kebijakan kriminat 

ini dalarn arti scmpit, arti lebih luas, dan arti paling luas, J 
16 yaitu : 

1. Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan mctode, yang menjadi 

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 

110 Mardjono Rcksodiputro, H(lk Asasi Man usia dalam Sis rem Peradilmt f'ida11a (Jak<Jrla · 
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007}, lm!. 84. 

It! Murc Ancel, Op. Cit., hat 209. 
uz Peter G. Hoefnage!s, Op. Cit, bal. 57. 
1 
IJ !bid . . haL 99. 

1
:,; Sudano, Hukum dan ... , Op. Cit,, haL 30. 

1 
Ji Sudarto, Kapita Sclekm ... , Op. Cir , hal. 73. 

:u'lbid .. hal. 1!3 ·- !14. 
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2. Dalam arti yang Jebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur 

penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan 

polisi; 

3. Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan. yang 

dilakukan melalui pcrundang-undangan dan badan-badan resmi, yang 

bertujuan mehegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 

Penegakan norma-norma sentral dari masyarakat ini dapat diartikan 

sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Dengan demikian meiaksanakan 

kebijakan krlminal, berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, 

mana yang pating efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan tersebut. 111 

Upaya pemilihan ini perJu dilakukan karena kebijakan kriminal dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, tidak hanya dengan sarana penal (hukum pidana) semata, 

tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penaL 

Politik atau kebijakan kriminal sebagai usaha untuk menanggulangi 

kejahatan, menurut Hoefuagels. dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. 

Adapun bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang mcnggunakan sarana 

hokum pidana, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal 

justice system). Secara luas. kebijakan menggunakan sarana hukum pidana ini 

mencakup pula proses kriminalisasi. Sedangkan yang kedua berupa usaha-usaha 

prevention without punishment (upaya pencegahan tanpa mcnggunakan sanma 

penal), dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini 

masyarakat tentang kejahatan (influencing views of society on crime and 

punishment) dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. 1111 

Kebijakao atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defen.w:) 

dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itll, 

dika.takan oleh Barda Nawawi Arief, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik 

atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat 119 Perumusan lujuan yang demikian pernah 

dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan internasional (international 

I 11 !bid. 
ug Peter G. Hoefuagels, Op. Cit. , hal, 56. 
119 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kcbijakun ... , Op. Cil. , hal. 2. 
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Training Course) ke-34 yang diselenggarakan UNAFEI di Tokyo pada tahun 

1973 sebagai berikut 120 
: 

''Most of group members agreed some discussion that protection of society 
could be accepted as the final goal of criminal policy, although nor the 
ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like 
"happines of the citizens", ''a wholesome and culttwa!living'', "social 
we{fare" or ·•equality". 

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas dapat dikatakan bahwa politik atan 

kcbijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik 

atau kebljakan sosial. Kebijakan sosial (social policy) diartikan sebagai usaha­

usaha yang rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam 

pengertian kebijakan sosial, di dalamnya harus tercakup pula social welfare policy 

dan social defonse policy. 121 Untuk itulah dalam upaya penanggulangan 

kejahatan melalui pendekatan kebijakan, harus ada keterpaduan (lntegralitas) 

antara politik kriminal dengan politik sosial, serta harus ada keterpaduan antara 

upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (hukum pidana) dengan 

sarana non penal. 122 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu bagian dari kebijakan 

kriminal adalah menggunakan sarana penal (hukum pidana), atau disebut juga 

dengan kebijakan hukum pidana (penal policy). Sebagai suatu kebijak.an (polit·y). 

maka orang mengadakan penilaian dan melakukan pemihhan dari sektan banyak 

alternatif yang dihadapi. 123 Oleh karena mak:na lain dari kebijakan adalah politik 

yang merupakan sinonim dati policy, maka mernbicarakan masalah kebijakan 

berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan 

negara. 12
..: Dengan demikian kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari 

kebijakan kriminal, sangat erat kaitannya dengan po!itik hukum suatu negara. 

Menurut Sudarto politik hukum mcrupakan kebijakan dari negara meJalui badan­

badan yang bc:rwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki 

l~O Ibid 
121 Ibid., hal. 25. 
1 ~2 Ibid .• hal, 3 ~4. 
m Sudarto, Hukum dnn ... , Op, Cit., haL 153, 
12

; Sudarto, Hukum Pi dana dan ... , Op. Cit. , haL I 6. 
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yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung 

dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 125 

Apabila dihubungkan dengan pengertian politik hukum, maka kebijakan 

hukum pidana (penal policy) dapat diartikan sebagai usaha me"vujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa~masa yang akan datang. 126 Sehingga menjalankan politik 

hukum pidana merupakan upaya mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan dayaguna.127 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel, yang mengatakan 

penal policy merupakan ilmu sekaligus seni yang pada ak.hirnya mempunyai 

tujuan pl'aktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif (the positive rules) 

dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepadn 

pembuat undang-undang.,. tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan 

undang-undang, scrta kepada para penyelenggara atau pclaksana putusan 

pengadilan. 12
" Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa peraturan hukum positif 

(the positive rules) yang dimaksud oleh ~larc Ancel ierscbut adalah peraluran 

perundang-undangan hukum pidana. Hal ini didasarkan karena setiap masyantkat 

yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan­

peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana, dan 

suatu mekanismc peJaksanaan pidana. 129 

Memperhatikan tujuan yang demikian maka apabila hukum pidana akan 

dilibatkan dalam upaya penanggulangan kejahatan, hendaknya dilihat dalum 

hubungan keseluruhan politik kriminal atau ~]>Ianning for social defence", yang 

merupakan bagian yang integral dari rencana pembangonan nasionaL uo Hal ini 

dikatakan Sahetapy. bahwa politik kriminal sebagai suatu bagian duri politik 

sosial hendaknya bukan semata-mata untuk rnencegah terjadinya kejahatan. 

melainkan merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan agar tercipta 

r:~ Ibid. , haL 20. 
126 lb1d. , haL 93-94. 
m Sudano, Hukum dan ... , Loc. Cir. 
128 Marc Ancel, Op. Cit"' haL 4- 5. 
lz<l Barda Nawawi A.r(ef, Bunga Rampai Kebijakan . .,, Op. Cit. , haL 23 ~ 24. 
110 Sudarto, Hukum dan ... , Op. Cit. , hal 96. 
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kedamaian dalam kesejahteraan. 131 Oleh sebab itu apabila kebijakan kriminal 

hendak diwujudkan melalui kebijakan hukurn pidana maka harus merupakan 

langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar, atau dengan kata lain 

memilih dan rnenetapkan hukwn pidana sebagai sarana untuk menanggulangi 

kejahatan harus benar~benar memperhitungkan semua faktor yang dapat 

mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataaunya. 02 

Kebijakan kriminal yang menyangkut tindak pidana perbankan memiliki 

karakteristik yang khusus, mengingat karakteristik yang khusus yang melekat 

pada tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana perekonornian. m Dengan 

demikian upaya kriminalisasi terhadap perbuatan yang digolongkan sebagal 

tindak pidana atau kejahatan dj bidang perbankan tidak dapat dipisahkan dari 

konteks hukum perekonomian. 

Hukum perekonomian dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan. 

khususnya yang dibuat oleh pemerintah, yang secara Jangsung atau tidak langsung 

berlujuan untuk mempengaruhi ekonomi pasar. Pasar dalarn arti pertemuan antara 

penawaran dan pcnnintaan. Jadi hukum perekonomian terwujud dalam 

perundangan-undangan di bidang perekonomhm yang mengatur kehidupnn 

ekonomi dari negara termasuk rakyatnya. 134 

Pengaturan kchidupan perekonomian oleh ncgara mernberi petunjuk 

bahwa negara tidak tinggal diam, dalam arti bahwa negara tidak hanya mcqjaga 

keamanan belaka dan menyerahkan usaba perekonomian dari rakyat kepada 

rakyat sendiri (sistem ekonomi pasar atau market economy), meiainkan secara 

aktif rnempengaruhi perkembangan perckonomian (sistem planned economy atau 

mixed economy). Pemikiran yang menghendaki agar negara perlu terHbat daiam 

urusan ekonomi rakyat, merupakan implementasi dari konsep negam 

kesejahteraan (welfare es!ate), di mana negara wajib melakukan campur tangan 

dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyatnya. 135 Konsep negara kesejahtcraan 

ini tcrdapat dalam konstitusi negara kita sehingga membawa konsekuensl kcpada 

penguasa untuk harus secara sadar berusaha mernbawa rakyat dan negara ke arah 

UJ J£. Sahetapy, Op. Cit, haL 70. 
u~ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai .Kebijakan ... , Op, Cit., hal. 31. 
m Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga RampaL, Op. Cit. , haL 1. 
lH Sudarto, Hukum dan ... , Op. Cit., haL 73. 
llS M, Arie( Amrullah, Op. Cit., hal. 120- 12!. 
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yang dicita-citakan, yakni memajukan kesejahteraan umum (seluruh rakyat) 

sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 aHnea ke~4. 

Pembangunan di bidang ekonomi pada dasarnya merupakan subsistern dari 

sistem yang lebih tuas, yaitu pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh 

karena itulah faktor pengatunm melalui sarana berupa hukurn tidak dapat 

ditinggalkan, seh.ingga dikenal konsep hukurn sebagai sarana mcmelihara 

ketertiban masyarakat (law as tool as soda! control) maupun hukum sebagal 

sarana pemhaharuan rnasyarakat (law as tool of social enginering). Mcnurut 

Mochtar Kusumaatmadja, kedua konsepsi tersebut dapat dipergunakan sebagai 

sara.na dalam mclakukan proses pembangunan (as tool of social deve!opme111) 

melalui pembcntukan peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi 

kehldupan masyarakat~ termasuk dalam bidang ekonomL 136 

Demikian pu]a ha.lnya dengan undang~undang perbankan sebagai hagian 

dari kehidupan perekonomjan, Fungsi dan peranan yang strategis dart bank 

sebagai penggerak roda perekonomlan rnaupun sebagai instrumen kebijakan 

monerer, menjadikan sektor perbankan sebagai salah satu area hukum yang per!u 

diatur secara administratif melalui pembinaan dan pengawasan bank oleh negarn, 

Sebagai bagian dari hukum_ administratif maka sistem penegakan dari 

hukwn perbankan teruta.ma dilakukan dengan sistem s.anksi hukum administrasi. 

akan tetapi pada perkembangannya dalam bidang ini juga digunakan sistim sanksi 

hukum pidana. Dipergunakannya sanksi pidana unnlk rnendukung norma hukum 

administratifini sehingga dinamakan sebagai adminislrafive penal hnvY11 

Alasan dipergunak:annya sanksi pidana dalam hukum administrasi tru 

dijelaskan oleh Sudarto, yang mengatakan bahwa peraturan-peraturan dalam 

bidang perekonomian seperti halnya bidang hukum pada urnumnya perlu 

ditegakkan, karena adanya hukum pasti ada yang melawannya atau ada 

peianggarnya. 138 Apalagi scperti yang ditulis Anwar, peraturan-peratunm dl 

bidang ekonomi itu hanya memuat hak maupun kewajiban (keharusan) dan 

nr. H.R. Otjc Salman S. dan Eddy Damian {Ed.), Konsep·Kon.'YIP HuJwm dalam 
Pembangunan (Bandung: Alumni, 2006), hal. 19 20. 

1J? Muladi dan Dwidja Prlyatno, Perlanggungjawaban Korporasi dalam Hu!arm Pidana. 
(Bandun~: Sckolah Tinggi Hokum Bandung, 1991), haL 179. 

lR Sudano, Hukum Pidana dan ... , Op. Cit., hal. &3. 
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terhadap pelanggamya tidak diancam dengan hukuman. 01 Lebih \anjut 

dikemukakan Anwar, dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang semakin 

kompleks, negara kadang-kadang: tidak marnpu mernaksa \varga negaranya wuuk 

mentaati segala peraturan di bidang ekonomi tanpa adanya sarana saksi terhadap 

pelanggamya, baik sanksi administratifmaupun sanksi pidana. 140 

Meskipun demikian, hukum administratif. apabila ada segi hukum 

pldananya, dikatakan Sudarto bersifat khas, karena bersifat administratif. Oleh 

karenanya, delik~deliknya disebut dengan delik administratif, artinya delik-dellk 

yang rnerupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mcndatangkan 

kesejahteraan atau ketertiban masyarakat. Delik administratif yang juga 

dinarnakan "regulatOJy offences" atau "ordmmgsdelikte .. ini, dapat dibenarkan 

unruk diatur dalam undang-undang tersendiri, dengan kemungkinan adanya 

penyimpangan dari asas~asas umum hukurn pidana dan hukum acara pidana. 1 ~ 1 

GejaJa adanya delik-delik khusus seperti tindak pidana perbankan maupun 

tindak pidana di bidang perekonomian lainnya menunjukkan adanya diferensiasi 

daJam hukum pidana~ yaitu suatu kecenderungan yang bertentangan dengan 

adanya unifikasi dari ketent.uan-ketentuan umurn dari hukum pidana dan hukum 

acara pidana. Diferensiasi inil menurut Pompe sebagairnana yang dikutip Sudarto, 

sangat beralasan, dikarenakan hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan 

fungsi sendiri. 142 

Kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam bidang perckonomian 

ditanggapi oleh Muiad.i yang mengemukakan kini teJah terjadi pergeseran fungsi 

pemidanaan dalam tindak pidana di bidang perekonomian, yakni dari semula 

pendekatan tradisional (/tmdamental approach) ke arah pendekatan kemanJaatan 

(ulilftarian approach). Fungsi hukum pidana sekarang ini tidak hanya dlarahkan 

pada kesalahan individual dalam rangka menjaga perasaan moral masyarakat, 

tetapi juga diarahkan kepada perlindungan public order yang direkayasa dengan 

kebutuhan pembangunan saat tertentu. 143 Terhadap hal Jni \tiuladi sepcndapat 

deogan Friedmann, yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana ekonomi, " ... the 

tw H.A.K. Mochammad Anwar, Op. Cit. , hal. 5. 
140 Ibid. , haL 9. 
l·l! Sudan:o, Kapita Selekta .. , Op. Or. , hal. 6&. 
1

"
12 Ibid. , hnL 6:?. 

t·H Muladi dun Barda Nnwawi Arief, Buoga RampaL, Op. Cit., hal. 15. 
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funcJion of criminal law no/ only to protect private property againls unlawful 

inletference, but also to protect the basic economic order oft he nation". 144 

Pandangan lain mengenai kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam 

bldang perbankan dikemukakan Rornli Atmasasmita yang meiihatnya dari sudut 

pandang kegiatan bisnis (busines • ., activities). Menurutnya, kejahatan di bidang 

keuangan dan perbankan rnerupakan suatu kejahatan bisnis (business crime), di 

mana pengertlan lni mengandung makna telah terjadi perubahan nHai~nilai (values) 

dalam masyarakat ketika suatu aktifitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa 

sehingga sangat merugikan masyarakat Juas. 145 Perubahan nilai yang dimaksud 

yaitu kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kcjujura11 

(honesty) da)am kegiatan bisnis de:rni untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya, 

sehingga sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan 

karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang 

beritikad baik. Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tadi rnaka 

diperlukan perangkat hukum lainnya, yaitu hukum pidana untuk membantu 

menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta untok menemukan keadilan 

bagi para pelaku yang beritikad baik dan lclah dirugikan. 146 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana scbagai sarana untuk 

menangguiangi kejahatan di bidang ekonomi (termasuk perbankan) ta1npaknyn 

tidak menjadi persoalan. Keadaan ini dapat dilihat dari kccenderungan yang 

selama ini mcnunjukkan penggunaan sanksi pjdana merupakan bagjan dari 

kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. 147 Dengan kala lain 

penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan nonnal, seolah~ 

olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. 148 

:
44 Ibid. , hal. 19. 
w Romli Atrnasasmita, PengaJUar Hukum Kejahattm BistJis (Jakarta : Kencarm, Edi&i 

Kedua, 2003 ), hal. 23 - 24. 
1-16 JbJti. 
141 Dewasa ini perundang-undangan di bidang pcrekonomian selalu mencamumkau 

ketemuan mongenai sanksi pida:na mlsalnya pada Lndang-undang Perbankan, Undang-Und<~,ng 
Pasar Modal, Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Kepabeanan, se;ta undang-undang di 
bidang ckonomi lainnya. 

14s Muladl dan Borda Nawawi Atief, Teori-teorL, Op. Cit. , !taL I $6- 157. 
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Keberadaan sanks! pidana ini dikemukakan oleh Packer dalam buku 

berjudul "the limits of criminal sane/ion''· yang pada bagian akhir tuiisannya 

menylmpulkan antara lain sebagai berikut149 : 

1. Sanksi pidana sangatlah diperJukan, kita tidak dapat hidup. sekarang 

sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (the criminal 

sane! ion is indispensable, we could not, nOll' or in the foreseeable future, 

get along without il); 

2. Sanksi pidana merupakan sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita 

miliki untuk menghadapi kejahatan dan untuk menghadapi ancaman­

ancaman dart bahaya atau kejahatan tersebut (the criminal sanction is the 

best available device we have for dealing with gross and immediate harms 

and threats of harms); 

3. Sanksi pidana dapat menjadi penjamin utama!terbaik apabila digunakan 

secara hemat cermat dan secara manusiawi, namun dapat menjadi 

ancaman dari kebebasa:n manusia apablla digunakan secara sembarangan 

dan secara paksa (the criminal sanction is at once prime guarantor and 

prime threatener of human freedom. Used pmvidently and humanely, it is 

guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener). 

Eksistensi hukum pidana sebagai hukum sanksi menjadikannya scbagai 

sarana yang dianggap efektif untuk mengusahakan agar orang melakukan 

perbuatan yang sesuai (conform) dengan apa yang dikehendaki penguasa. 150 

Yang membedakan hukum pid.ana dad bidang hukum lain ialab sanksi yang 

berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran nonnanya, schingga 

dikatakan, hukum pi dana merupakan suatu sistim sanksi yang negatif: Di sam ping 

hu mengingat sifat dnri pida.na, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana 

(upaya) lain sudah lidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana 

mempunyai fungsi yang subsidiair. 151 

Pandangan terhadap hukum pidana sebagai hukum yang mempunyai 

fungsi subsidier, mengandung pengertian bahwa dalam usaha melindungi 

masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya Jain lebih 

I·N Herbert L. Packer, Op, Cit , hal. 364- 366. 
l3ll Sudarto, Kapita Selekta ... , Op. Cit., haL 66. 
m Sudarto, Hukum dan ... , Op. C1i., haL 22. 

Universitas Indonesia 

Kebijakan Hukum..., Kresno Anto Wibowo, FH UI, 2009



53 

dahulu dan apabila upaya-upaya ini kurang memadai atau diperkirakan kurang 

memberi basil yang memuaskan, maka barulah hukum pidana digunakan. 152 

Pemahaman terhadap: asas subsidaritas ini sangat penting, ttdak hanyn 

diperhatikan pada waktu melakukan kriminalisasi, tetapi juga pada saat 

menerapkan hukum pidana, sepanjang hukum pidana digunakan sebagai penguat 

sanksi lain (sanksi perdata atau sanksi administrasi). tsJ 

Undang-undang perbankan yang dapat digolongkan sebagai hukum 

administratif yang mencantumkan sanksi pidana, mernbawa konsekuensi kepada 

penegakan sanksi pidana yang baru didayagunakan apabila sanksi administratif 

sudah tidak mempan. Pendapat ini dikatakan Muladi, yang mengungkapkan sifat 

subsidiar (ultima ratio principle) dari hukum pidana administratif (administrative 

penal law), di mana peranan sanksi pidana pada dasamya merupakan mercenary~ 

sanclion. 154 Namun demikian, rnenurut Muladi, langk:ah-langkah yang bersifat 

shock terapy kadang~kadang perlu diJakukan~ khususnya yang bcrkaitan dengan 

pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluan dan menimbuikan kerugian yang 

besar. Hanya saja, lanjutnya, penggunaan pendckatan moral tetap harus diJakukan, 

menyusuJ langkah hukum administratif. Apabila belum mempan, dapat digunakan 

langkah hukwn perdata (sepanjang mcmungkinkan), dan barul.ah penggunaan 

hukum pidana dipertimbangkan sebagai upaya terakhir (the lasf e.ffor/). 155 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana scrmg 

diidentikkan dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pjdana, 

dikarenakan pcngertian penal policy yang mencakup pula proses krimina\isasL 

Namun apabila ditelaah lebih lanjut maka. kebijakan hukum pidana tidak sama 

dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana~ bahkan sebenamya 

pengertian kebijakan hukum pidana lebih luas. Sebab apabila dilihat sebagai suatu 

proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan 

penegakan kebijakan yang melalui beberapa tahap 156 
: 

i!-2 ibid. , hal. 96 dan haL i 52. 
1:53 Muladl, Kapita Selelrta Sis.rem Peradilan Pidana (Semarang : Badan Penerbit 

llnlversltas Diponegoro, 2004), haL 24. 
!SA }bid., haL 39. 
J:H ibid. , hal. 42. 
1s6 Jbid., hal. iJ. 
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1. Tahap fonnulasi, yaitu penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat 

undangMundang, Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif; 

2. Tahap apHkasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparal-aparat 

penegak bukum mulai dari kepolisian sampai pengadi1an. Tahap kedua ini 

dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif; 

3. Tahap eksekusl, yaitu tahap pelaksanaan hukum pi dana secara konkrit olch 

aparat·aparat pelaksana pidana. Tahap inl dapat pula disebut tn.hap 

kebijakan eksekutif atau administratif 

Ketiga tahap tersebut, menurut MuJadi, harus dilihat sebagai usaha atatt 

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk rnencapai tujuan tcrtentu, 

sehingga merupakan suatu ja!inan mata rantai akti:fitas yang merupakan 

perwujudan dari kebijakan (pembangunan) nasionaL Jadi tegasnya, kebijakan 

pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan 

hukum pldana itu. Dengan demikian makna dan konsekucnsl pernyataan babwa 

penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosiai, 

tersimpul di dalamnya pengertian social engineering by criminal law. 157 

Jelaslah bahwa kebijakan hukurn pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem 

hukum pidana, di muna kes.cluruhan sistim hukum pidana itu merupakan bagiun 

dari politik krlminal yang dijalankan oleh negara kita. 158 Terhadap hal demikian. 

A. Mulder sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa159
: 

",. kebjjakan hukum pidana (slrafi"echtpolitiek) ialah garis kebijakan yang 
menentukan : 
(l) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah 
atau diperbaharui; 
(2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 
(3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pdaksanaan 
pidana harus dilaksanakan." 

Dengan demikian kebijakan hukurn pidana berkaitan dengan proses 

penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Oleh sebab itu kcbijakan hukum 

pidana (penal policy) sebagai salah satu upaya mcngatasi problem sosial 

(kejahatan), merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal poli<-y), yang 

111 Ibid., hal. 14, 
~~g Sudarto, Hukum dan ... , Op. Cit., haL 30, 
159 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampaf Kebijakan ... , Op. Cit. , lmL23. 
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juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukwn (law enforceme/11 

policy). Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahternan 

masyarakat pada umumnya~ maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk 

dalam bidang kebjjakan sosial (social policy). Keterkaitan tersebut dijelaskan 

oleh Hoefnagels sebagai berikut, "Criminal policy as a science of policy is a part 

of larger policy : the Jaw enforcement policy ... The legislative and enforcement 

policy is in turn part of social policy."160 

Kalau dilihat secara fungsionil, maka slstern penegakan hukum itu 

merupakan suatu sistem aksL Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh 

alat pedengkapan negara dalam penegakan hukum. 161 Dikatakan Sudarto bahwa 

sejarah menunjukkan apa yang dinamakan kejahatan itu berubah, demikian pula 

apa yang dinamakan pidana. sehingga hal ini, menurutnya, merupakan masoJah 

penegakan hukum. Adapun cara bagaimana hukum itu ditegakkan, lanjutnya. 

merupakan masaiah pemilihan sarana yang dipandang paling efektif dan 

bermanfaat untuk mencapai tuj uan. 162 

Kebijakan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum, menurut Sudarto, dapat berwujud kepada tindakan yang bcrsifat preventif 

rcpresii: maupun kuratif. 163 Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan 

terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejabatan. Sedangkan Lindabn 

represif ialah tindakan yang diiakukan sesudah terjadi kejahatan (tindak pJdana), 

meliputi tindakan penyidikan, penuntutan dan se\erusnya sampai dilaksanakannya 

pidana. Termasuk pula dalam hal tidak melakukan kegiatan, dalam arti tirlak 

melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap perkara tertentu, ataupun tidak 

menjatuhkan pidana, Sementara tinda.kan kuratif, menurut hernat Sudarlo, 

mcn1pakan scgi lain dari tindakan represif, dan lebih dititikberatkan kepada 

tindakan terhadap orang yang rnelakukan kejahatan. Baik tindakan repre:sif 

maupun kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha prcventif da!am arti 

seluas-luasnya. yaknj dalarn usaha penanggulangan kejahatan. Melaksanakan 

100 Peter G. Hoefnage!s, Op. Cit., haL 56- '57. 
".6! Sudano, Kapita Se!Qkta ... , Op. Cit., hal. 112. 
16

:! ibid. , haL 106. 
t6..i Ibid., haL I !8 ~ 121. 
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kebijakan ini berarti memutuskan altematif mana yang paling baik dalam 

mengadakan reaksl terhadap kejahatan yang terjadi. u:4 

Adanya kebjjakan yang dUakukan aparat penegak hukum dalam 

penegakan hukum pidana, dijeJaskan oleh Muladi yang rnengutip pendapat John 

Goldstein, di mana penegakan hukum pidana harus diartikan dalam kerangka tiga 

konsep penegakan hukum. Pertama adalah penegakan hukum yang bersifat tollll 

(total enforcement), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma 

hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (substantive law of 

crimes) ditegakkan tanpa kecuali. Namun ini tidak mungkin dilakukan sebab 

dibatasi secara ketat oleh hukum acara demi perlindungan hak asasi manusia 

{area of no enforcement), sehingga rnuncul bentuk penegakao hukum yang 

bersifat penuh (full enforcement), di mana para penegak hukurn diharapkan 

mampu menegakkan hukum secara maksimaL Tetapi harapan ini dianggap no! a 

realistic expectation sebab adanya keterbatasan~keterbatasan, balk yang berkairan 

dengan sarana-prasarana) kualitas sumber daya manusia maupW1 kualitas 

perundang-undangan, sehlngga mengakibatk:an keharusan dHakukannya diskresi 

dalam penegakan hukum. Inilah yang dinarnakan penegakan hukum secara aktua! 

(actual eriforcemrmt).165 

D. Kebijakan Pcnyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan 

Penegakan hukum pada intinya adalah penggunaan upaya hukum, baik itu 

mencakup hukum pidana, hukum perdata, bukum adminstrasj dan Jain-\ainnya. 

dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Demikian halnya terhadap 

kejahatan sebagai suatu gejala sosial, di mana salah satu upaya mengatasinya 

adaiah dengan cara penegakan peraturan perundang~undangan pidana melalui 

sistem perddilan pidana yang dibentuk negara. 

Sistern pcradilan pidana (criminal jus/ice system) rnerupakan suatu s1stem 

dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi 

berarli di sinj usaha untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam 

IM /hid. 
165 Muludi, Kapita Selekta ... , Op. Cir, haL 15 16. 
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batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat 166 Sistem peradiJan pidana 

dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan masyarakat yang rnenjadi 

korban kejahatan dapat '"diselesaikan", dengan diajukann.ya pelaku kejahatan ke 

sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Oleh karena ilu, 

tujuan sistem peradi!an pidana dapa.t dirurnuskan sebagai167 
: 

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan 

3. Mengusahakan agar mereka yang pemah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatannya. 

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses 

penegakan hukum pidana. Jadi apabHa sistem peradHan pidana diartikan sebagai 

suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka di dalamnya terkandung 

aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan pcrundang­

undangan (pidana) dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan 

mencapai kepastian hukum (certainty). Di lain pihak apablla. sistem peradilan 

pidana dipandang sebagai bagian dari social defense yang terkait kepada tujuan 

mev.-ujudkan kesejahteraan masyarakat, maka da.lam sistem peradilan pidana 

terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kepada kegunaan (exprsdiency), 16.~: 

Ada pemahaman yang menganggap bahwa sistem peradi1an pidana 

merupakan senjata yang paling ampuh untuk men.ghadapi tindak pidana. Scbab 

rlengan tujuan jangka pendek untuk resosialisasi, tujuan jangka menengah tmtuk 

pemberantasan kejahatan dan tujuan jangka panjang untuk kcscjahtetan 

rnasyarakat, seringkali sistem peradHan pidana selaJu menjadi tumpuan harapan 

dalam pengendalian kejahatan. 169 Pemahaman yang demikian dikarenakan 

pemikiran yang sempit tentang kebijakan kriminal, yang seringkali melihat 

kaitannya dengan pcnegakan hukum pidana semata. Padahal sebagai bagian dari 

kebjjakan sosial, penegakan hokum pidana merupakan subsistern dari kebijakan 

penegakan hukum (law enforcement policy), sama halnya dengan penegakmt 

!tie Mardjano Reksodiputro, Huk Asasi Manusia ... , Loc. Cit. 
161 Ibid. 
lt.s Romli Atmusasmi10, Sistem Peradilan Pidana : Pcr~pektif Ek.sistensfa!ismc Dcm 

Abolisimrisme (Bantlung: Binacipta, 1996), hal. 16. 
IM Muladl, Hak Asasi Manusia ... , Op. Ctt., haL 97. 
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hukum perdata maupun penegakan hukum administrasi, 170 Selain itu, sebagai 

bagian dari kebijakan krlminal (criminal policy), sistem peradilan pidana 

bukanlah merupakan satu~satunya tumpuan harapan untuk dapat menanggulangi 

kejahatan secara tuntas, karena sebenarnya negara (masyarakat) dapat pula 

berusaha melalui upaya-upaya sosial lainnya ynng dlharapkan berfungsi dengan 

baik, yaitu sarana non penal yang sering kali disebut sebagai pencegahan tanpa 

menggunakan pidana (prevention without punishment). 111 

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi 

kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun 

keberhasHarmya sangat dibarapkan, karena pada bidang penegakan hukum inilah 

dipertaruhkan makna arti negara berdasarkan atas hukum. 172 Sehingga wajar 

apabila hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama 

agar angka kriminalitas berada dalam batas·batas toleransi masyarakat. 

Pada praktiknya, upaya penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana 

dalam rangka menanggulangi kejahatan, seringkali mengalami keterbatasan, 

terutama terhadap kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan (corporate 

crime atau 1vhite collar crime), di mana sistem ini sangat jarang menghadapkan 

para pelaku kejahatan tersebut 113 Akibatnya para pelaku kejahatan terscbut 

seolah-olah berada "di luar jangkauan hukum", Pengertian "di luar jangkauan 

hukum" ini, menurut Mardjono Reksodiputro, harus diartikan sebag:ai 174
: 

l. Perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar 

undang~undang, namun sangat merugikan masyarakat~ dan 

2. Perbuatan yang telah terjangkau oleh undang-undang, akan tetapi tidak 

terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukumnya ynng 

selektif dan beragam. 

Demikian pula halnya dalam Kongres PBB Keenam tentang Prevention of Crime 

and the Treatmen! of the Offenders di Caracas pada tahun 1980, tclah 

110 ibid , haL 96. 
m Mulndi, Kapita Selckta.,., Op. Cit. , hal. 6. 
111 Ibid., haL?. 
rn Romli Atmasasmita, Sisrem Peraditan Pidana .. , , Op. Cit., haL 40. 
174 Mardjono Reksodiputro. Krimlnologi Dan Sistem Perodilan Pifiana. Jakarta : Jlusm 

Pe!ayamm Kcadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hat 8&. 
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membicarakan mengenai "Crime mtd the Abuse of Power : Offences aud 

Offenders Beyond the Reach of Law'', yang dikatakan sebagai175
; 

"There were those legally defined as crimes but wit/J respect to which the 
law enforcement agencies were relatively powerless because of the high 
economic and political status of their perpetrators". 

Keadaan tersebut ditanggapi oleh Mardjono Reksodiputro yang 

menyarankan agar slstem peradilan pidana yang baik harus menyadari 

keterbatasannya dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas rnercka 

memang hanya menjaga ketertiban umum (public order maintenance), termasuk 

melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang secara nyata telah merugikan dan 

meresahkan masyarakat. Jadi di sini, crime control tennasuk dalam maintenance 

of public order. Lebih !anjut dikatakan, bahwa bukan tugas sistem peradilan 

pidana memantau perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, tetapi 

tidak termasuk daJam ketentuan perondang-undangan pidana.176 

T erhadap kondisi yang demikian maka sistem peradilan pi dana harus 

bersikap lebih tolcran kepada pelalru kejahatan yang masuk dan diproses oleh 

sistem ini. Sikap toleran ini menurut Mardjono Reksodiputro didasarkan pada 

kenyataan serta pemahaman bah~va kejahatan yang lebih serius, yang lebth besar 

merugikan masyarakat seperti .. illegal corporate bcllavio?' maupun "wltiJe collar 

criminality", tidak dapat tetjaring oieh sistem ini. 117 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan nampak jelas bahwa seLenamya 

sarana pidana mengandung keterbatasan. Karena itulah untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan, hukum pidana tidak bisa beketja sendirian, tetapi perlu 

me1ibatkan sarana-samna lain yang bukan pidana (non penal), termasuk 

diantaranya me1a1ui penyelesaian di luar peradilan (out of court settlement). 

Pentingnya altematif penyelesaian perkara di luar peradilan (pidana) ini 

juga dis\nggung dalarn Kongres PBB Kesembilan tentang Prevelltiou of Crime 

and tire Treatmeltt of fhe Offender$ dl Cairo pada tahun 1995, di mana untuk 

perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud dan whirc collar crime atau 

m M. Arief Amru!lah, Op. Cit . • hal. l Ol:l 
rre Mard;nnn Reksodiputro, Bung<t R3.mpaL , Dp. Cit., hal. 6-7. 
m Ibid. 
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apabila terdakwanya korporasi (corporate crime), maka pengadilan seharusnya 

tidak menjatuhkan pidana; tetapi mencapai suatu hasH yang bennanfaat bagi 

kepentingan masyarakat sccara menyeluruh dan mengurangi kemungkimm 

terjadinya pengulangan. 178 

Kebijakan untuk menggunakan sarana altematif dalam menanggulangi 

kejahatan sebenarnya lebih merupakan masalah kebijakan (problem of policy). 

sebab sebagaimana dikatakan Sudarto, da\am melaksanakan penegakan hukum 

atau khususnya dalam melaksanakan politik kriminil, tidak ada tindakan yang 

dapat dikatakan "dengan sendirinya harus demikian". 179 Hal ini disebabkan 

karena poUtik kr!minal sesuatu negara itu harus sesuai dengan nilai~nilai yang 

berlaku da1am masyarakat, sementara nilai-nilai ini suatu waktu bisa bcrubah, 

sehingga wajar apabila reaksi terhadap kejahatan dapat berubah pula. T edebih 

sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan 

(hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan, karena tidak ada 

absolutisme dalam bidang kebijakan, sebab pada hak:ikatnya dalam masa!ah 

kehijakan, orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai 

macam alternatit: 180 

PenyeJesaian suatu perkara di luar pengadilan (out of court senlement), 

dikatakan Romli Atmasasmita, bukanJah sesuatu yang baru dalam sistem dan 

praktik hukum di Indonesia, karena sejak lama dalam perkara. perdata, para pihak 

yang bersengketa dapat melakukan perdamaian, baik di dalaru pengadilan 

berdasarkan Pasal 131 ayat (1) HIR (dading), maupun perdamaian di luar 

pengadilan menggunakan sarana ADR ataupun arbitrase (perwasitan). HH Sclain 

ltu, penjatuhan sanksi administratif, misalnya ketentuan Pasal 52 Undang-Undang 

Perbankan yang memberi kewenangan kepada Bank IndoncsJa untuk rnenjatuhkan 

sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya, 

menurutnya, juga merupakan penyelesaian di luar pengadilan karena diputuskan 

oleh pejabat publik terse but tanpa melalui (putusan) pengadilan. 181 

m M. Arief Amrullah, Op. Ci!. , haL 239. 
rn Sudarto, Kapila Selekta ... , Op. Cit, hat 125. 
'
80 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-TeorL,, Op. Cit., hal. 149. 

1111 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum. .. , Op. Cit., haL 38. 
:s~ Ibid. . haL 39. 
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Sebagaimana halnya hukwn perdata maupun hukum adminlstrasi. 

penyelesaian perkara di Iuar pengadilanjuga dikenal dalam konteks hukum pidana 

yang dikenal dengan istilah "transaksi", atau disebut Remmelink sebagai 

penyelesaian di luar proses (afdoening buiten proces). lSJ Pada transaksi ini, 

sebagaimana dijelaskan Remmelink, jaksalpenuntut umum scbelum dimulainya 

tahap persidangan dapat menetapkan satu atau lebih persyaratan (terutama dalam 

bentuk pembayaran sejumlah uang tertentu) untuk mencegah atau mcngakhiri 

diteruskannya penuntutan pidana.184 Per:syaratan tersebut, lanjutnya, dapat berupa 

pembayaran denda maksimum~ maupun persyaratan tambahan lain sepcrti 

penggantian kerugian dan perarnpasan benda-benda serta keuntungan yang 

diperoleh dari tindak pidana. 185 

Berdasarkan sejarahnya. Remmelink membedakan transaksi ini dalam dua 

bentuk, yakni submis.rie dan compositie. r:s6 Pada submissie, terdakwa dan 

penuntut umum terlebih dahulu mcmaparkan persoalan di badapan bakim, 

kemudian hakim berdo:sarkan surat permohonan terdakwa dan teiah disepakati 

penuntut umum, khususnya karena alasan sulitnya pembuktian, selanjutnya akan 

mengambil keputusan tanpa pemeriksaan lebih lanjut dan menjatuhkan pidana 

yang umumnya berupa denda. Sedangkan pada compositie, terdakwa dapat 

mengtlcntikan proses penuntutan dengan cara rnembayar sejurnlah uang tertcntu 

{yang telah ditetapkan sebelumnya) kepada penuntut urnum. Jadi pada compos/tie. 

keberadaan hakim tidak diperlukan karena penyelesaian perkara sepenulmya 

berada pada kewenangan badan penuntut wnurn. 

Hukum pidana kita (KUHP) juga mengenal lembaga "transaksi", namun 

dalam praktiknya jarang sekali dllakukan sebab hanya dapat diternpkan pada 

tindak pidana pclanggaran yang diancam dengan pidana denda saja. Ketcntuan 

tersebut diatur dala.m Pasal82 ayat (1) KUHP yang menyebutkan187
: 

( 1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan dcnda saja. 
mertiadi hapus kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan 
maks.imum biaya-biaya yang le!ah dikeluarkan kalau penuntulan 

Ia; Jan Remmclink, Op. Cir , huL 442. 
18~ ibid. 
IIH Jbid., hal. 443 ···444. 
IM Ibid. 
191 Moelyatno, KUHP : Kirab Undang·Undang Hukum Piduna (Ja.l.;,arta : Bumi Aksara, 

2003), haL 34, 
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teiah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan~ 
aturan umum. dan dalam waktu yang telah ditetapkan olehnya. 

Kondisi demikian berbeda halnya dengan di negara Beianda: di mana sejak 

diundangkannya Financial Penal!ies Acl pada tahun 1983, kewem:mgan transaksi 

diperluas hingga dapat diber!akukan terhadap kejahatan yang ancaman pidananya 

di bawah enam tahun. Dalam undang-undang tersebut, sebagaimana ditulis oleh 

P.J.P. Tak dalam bukunya "The Dutch Criminal Jusace System" yang dikutip 

Romli Atmasasmita. penuntut umum diberi wewenang untuk menunda penuntutan 

hingga dipcnuhinya pembayaran sejumlah uang kepada negara, apabila hingga 

batas waktu yang telah dltentukan terdakwa tidak membayamya maka pcnuntutan 

dilanjutkan kembali 138 

Demikian pula dalam undang-undang tindak pidana ekonomi dl belanda 

(wet op de economische delicten), dikcna} pula penyeiesaian di luar acara 

(schikking) terhadap delik-delik ekonomi, baik itu berupa kejahatan maupun 

pelanggaran. Dikatakan Andi Hamzah, penyelesaian di luar acara (.schfkking) 

daiam tindak pidana ekonomi merupakan upaya penyelesaian perkara tanpa 

memajukannya ke muka persidangan pengadilan, dengan pembayaran denda 

damai yang discpakali antara Kejaksaan (Agung) dengan tersangka. lstilah denda 

damai, maksudnya, berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara, sebagai 

pengganti kerugian yang timbu1 akibat perbuatan tersangka. 189 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun 

penyelesaian perkara di luar pengadilan juga dikenal dalam konteks hukum pidana. 

akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dengan penyele.saian di luar pengarlilan 

da.lam hukum pcrdata. Penyelesaian di luar persidangan dalam kerangka hukum 

pidana tetap melibatkan aparat penegak hukum (jaksalpenuntut umum) sebagai 

pihak "tldak sederajat" dengan terdakwa. Hai ini dlkemukakan oleh Remmelink 

sebagai berikue90 : 

"' ... transaksi merupakan suatu pranata hukum di tataran hukum publik 
yang sifatnya sui generis. Berbeda dengan apa yang kita temukan dalam 
kontrak di tataran hukum sipil (keperdataan), konsep-konsep seperti itikad 
baik (goede frouw), kepantasan (bilf./kheid), dan scterusnya tidak 

Iss Romli Atmusasmita, Pengantar Hukum ... , Op. Cit., hal. 43. 
Is-> Andi Hamzah, Op. Cit. , haL 40 4 L 
I'Xl Jan Remmelink. Op. Cit. , haL 448. 
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memainkan peran terlalu penting, setidaknya tidak dalam kontcks 
kesederajatan antara para pi hale .. " 

Ketidaksederajatan para pihak tersebut dapat dipahami mengingat aspek 

hukum pidana sebagai hukurn publik yang lebih mementingkan perlindungan 

kepentingan umum atau masyarakat atau negara, sehingga sifat memaksa lebih 

mengemuka. Hal ini diungkapkan Romli Atmasasmita berkaitan dengan kejahatan 

di bidang keuangan dan perbankan ini sebagai bagian dari kejahatan bisnis, di 

mana telah memasukkan konsep hukum pidana dengan sifat memaksa kc dalam 

lingkup hukum perdata, sehingga dapat diartikan sebagai suatu penerimaan 

(acknowledgement) "sifat memaksa" ke dalam konteks hubungan keperdataan. 191 

!'It Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum ... , Op. Cit.. hal. 25. 
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BAB3 

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BA:-IK 
SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN D1 BIDANG PERBANKAN 

(KAJIAN PADA KASUS PENYALAHGUNAAN 
BAc'iTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA) 

64 

A. K~btjakan Hukum Pidaua Terhadap Bank Sebagai Pelaku Kejahatan Di 

Bidang Perbankan Dalam Perundaug~Undangan Nasional 

Sebagaimana uraian pada bab sebelumnya. kebijakan hukum pidana 

{pe11al policy) tidak lain mempakan garis kebijakan yang menentukan a.rah 

penegakan hukum pir.Uma yang akan dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum 

(tahap aplikasi) rnelalui sistem peradilan pidana.192 Oleh sebab itu garis kebijakan 

hukurn pidana ini secara fonnal yuridis baruslah terdapat pada ketentuan 

perundang-undangan pidana ataupun ketentuan perundang~undangan administrasi 

bersank:si pidana (administrative peual law) yang mengatur mengenai bidang 

pennasalahan tersebut 191 

Konstruksi demikian juga berlaku terbadap penyalahgunaao dana Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan oleh sejumlah bank194 sebagai 

suatu kejahatan di bidang perbank:an. Arah kebijak:an hukum pidana dalam 

penanggulangan kejahatan ini seyogyanya bcrwujud pada pencgakan hukum 

terhadap sanksi pidana yang dilanggar, 195 baik itu pada ketentuan Undang-Undang 

tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah 

dengan Undang~Undang Nomor 10 Tahun 1998). maupun pada ketentuan 

perundang-undangan pidana Jainnya. 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan pemerintah 

kepada sejumlah bank memang tidak dapat dilepa.skan dari situasi krisis moneter 

yang terjadi pada tahun 1997 yang ditandai dengan dilikuidasinya sejumlah bank 

1 ~1 Rumtmn ini disimpulkan penu!is hcrdasarkan pcndap<~.l Muladi rncngcna1 pcncgakao 
hukum pidana scbagai sualu proses kebijakan yang dircncanakan. dalam KaJ)ita Sc!cktL. , Op, 
Cil., haL 6. Jugada!am Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori~TeorL., Op. CJ! .• hal. 91. 

1
"
1 Kairkan dengan pcndapat Barda Nawawi Am:f, Bunga Rampal KcbijakatL , Op. Cil. , 

hal. 24. 
wt BPK~RI, Loc. Cit. 
195 Lihat pendapat Peter G. Hocfuagels mengcnai bentuk~hcntuk pcrwujudan dl!n politik 

kriminal, Loc. Cfr. 
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swasta na.sional akibat buruknya praktik pcrbankan yang telah berJangsung cukup 

lama di masa Orde Barn. 196 Keadaan ini yang dikatakan oleh Mardjono 

Reksodiputro sebagai dimensi baru dalam kejahatan dan wajab pelakunya di 

Indonesia, dl mana pelaku kejahatan tersebut adalah korporasi, suatu kcsatuan 

yang disamakan dengan manusia. 197 Mcnurut pendapat penulis, yang dimaksud 

korporasi oleh Mardjono Reksodiputro tidak lain adalah bank sebagai pelaku 

kejahatan di bidang perbankan. 

Ekslstensi (keberadaan) bank sebagai peJaku kejahatan apabiJa dikajl lebih 

lanjut mengarah kepada sebuah pertanyaan, yakni apakah secara formal yuridis 

kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam perundang-undangan nasional 

(hukum positif) telah mengatur mengcnai hal tersebut? Sehelum rnembahas lebih 

lanjut mengenai dapat atau tidaknya bank (korporasi) dipertanggungjawabkan 

sebagai subjek (pelaku) kejahatan di hldang perbankan dalam hukum positif yang 

berlaku di fndonesia, terlebih dahuJu perlu dikaji mengenai lrejahatan 

penyaJahgunaan BLBl karena pembahasan mengenai (kebijakan) hukum pidana 

memang tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar pokok hul-um pidana, yaltu tindak 

pidana (kejahatan), pertanggungja.waban pidana dan pemidanaan. 198 

Pengertian atau makna kejahatan dapat ditinjau dari -perspektif 

kriminologis maupun dari perspektif yuridis. 199 Apabila kejahatan 

penyalabgunaan BLBI ini hendak dilihat dari sudut sosiologis {krimlnologis), 

maka mungkin saja jawabannya dapat be:rbeda-beda sebab sebagaimana yang 

dikatakan Sudarto200 
; 

" ... terdapat pemahaman yang berbcda dalam memaknakan apa yang 
disebut dengan kejahatan itu, karena sifatnya relatif dan subjektif 
bcrgantung pada sejauh mana masyarakat memandang sesuatu itu sebagai 
suatu kejahatan atau bukan-'' 

Pendapat Sudarto ini ada benarnya sebab menurut para polaku kojahatan 

{konglomerat pemilik hank), penyalahgunaan dana BLBI mungkin saja dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar akibat cost yang harus dibayac kacena tetjadinya krisis 

19
!> M. Arief Amru!lah, Op. Cit, , hal. 58. Lihat jllga kesimpulan BPK peri hal keletnahan 

pada ststem pcmbinaan dan pcngawasan bank, dalam BPK·RI, Loc. Cit. 
l!n Mardjono Rekwdiputro, "Kejalmtan Korporasl../', Loc. Cit. 
lml Herbert L, Pucker, Op. Cit,, haL 54. 
199 Lihat pendapat lE. Sahetapy, Op. Cit., haL 67. 
200 Sudarto, Hukum Pidana dan ... , Op. Cit., lmL 16!. 
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moneter.10J Sebaliknya bagi para pemerhati, penyalahguna.an dana BLBI dianggap 

kejahatan yang cukup serius karena merupakan penjarahan uang rakyat yang 

dilakukan para kongJomerat sehingga :rnkyat harus menanggung be ban utang.202 

Pcnulis sendiri menilai penyalahgunaan BLBI oleh bank-bank pcnerima 

tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan atau bukan, sebaiknya dikembalikan 

pada tujuan penyaluran BL13l (yang seharnsnya hanya untuk pembayaran dana 

nasabah karena teljadinya ruslt sehingga bank mengalami kesulitan 

lilruiditaslbersaldo debet), kemudian diliubungkan dengan Hasil Audit Investigasi 

BPK Nomor 06/0J/Auditama lliAIMJi2000 tanggal 31 JuH 2000, di mana 

menyebutkan203 
: 

"Dari total penerimaan BLBI pada 48 bank yang diinvestigasi, yaitu 
sebesar Rp.l44.536.086 juta, te1ah ditemukan berbagai pelanggaran dati 
ketentuan yang berlaku dalam penggunaan BLBL Penyimpangan yang 
ditemukan tersebut dapat dildasifikasikan ke da1am pelbagal jenis 
penyimpa~anjika ditinjau dari tujuan penggunaannya." 

Lebih lanjut basil audit tersebut juga mengungkapkan penyimpangan yang 

dilalrukan olell bank-bank penerima BLBI berpotensi merugikan keuangan 

negara sebesar Rp. 84,842 triliun arau sebesar 58,7% dari total dana BLBI yang 

dikucurkan. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka dapat dimaknai bahwa 

secant sosiologis (kriminologis) penyalahgunaan dana BLBI adalah suatu 

kejahatan, karena kejahatan pada hakekatnya merupakan perilaku yang 

menyimpang di masyarakat.104 

Sementara it.u dalam konteks yuridis, penyalahgunaan dana BLB1 barulah 

dapat dipandang sebagai suatu kejahatan apabila terdapat pelanggaran terhadap 

ketentuan hukum pidana yang berlalru yang menyatakan perbuatan demikian 

--------
1

"
1 Marwan Batultaro, "lnkQr!Sistensi Penegakan Hukum dalam Kasus BLBl~, dalam 

Marwan Batubara" Op. Cit. , hal. Sl -52. Bandingkan 4engan pendapat Mardjnnn Reksodiputro 
yang mcnggunakan istilab "pcrbua!an terp:aksa" yang harus dijalankan mengikut[ "aturan mam" 
da!am bisnis, dalam "Kejahatan Korpora:sL, ", Op. Cit. , hal 694. 

:o~ Banyak tu!isan pcngamat hukum yang menyoroti masatab penyalallgunaan dana BLBI 
fni sebagat suatu kcjaha1an, salah sa[unya ;ang ditulis oleh Danang Widoyoko, M. Affan R. 
Tojeng dan Syo~rifuddin, Hukum Berlumti di Kasus BLBI (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 
2006), hal. I - 3. 

1\:
3 BPK~RJ, L¢C. Cit. 

20 ~ Pendapa! Barda Nawawi Anef bahwa kejahatao adalah pcrilaku yang mcnyimpang 
dapaf dllihat dalam Muladi dan Bania Nawawl Arief, TcoriwTeori..., Op. Cit., hal. J48. 
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sebagal (tindak p1dana) kejahatan.205 Jika demikian hainya, tentu barns melihat 

pada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Undang-Undang 

tentang Perhankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199&}. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Pcrbankan, telah 

ditentukan tujuh jenis tindak pidana yang dilrualifikaslkan sebagai kejahatan, 

yakni sebagaimana terdapat dalam Pasal46, Pasat 47, Pasal47A, Pasal 48 ayat (1), 

Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A. Apabila melihat pada pasal-pasal tersebut 

memang secara eksplisit tidak terdapat ketentuan menge:nrti tindak pidana 

(kejabatan) penyalahgunaan dana BLB[ 206 Olch karenanya k:ita perlu merujuk 

kemba1i pada audit investigasi BPK tahun 2000 tadi, di mana dalam basil audit 

dinyatakan bahwa terd.apat indika.si dana BLBI digunakan bank untuk pemberian 

kredit kepada kelompok usaha sendiri yang melanggar ketentuan tentang Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).207 

Adapun ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredil (Bl\1PK) 

atau Legal Lending Limit diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1992 tentang Perbankan,:ws sebagai berikut: 

(I) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 
pemberian !credit, pembcrian jamlnan, penempatan investasi surat 
berllarga, atau hal lain yang serupa, yang dapa.t djlakukan oleh bank 
kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkaii, tennasuk 
kepada perusahaan-pernsahaan dalam keJompok yang sama dengan 
bank yang bersangkutan, 

~~~~ Lihat pendapa! Roeslan Saleh mengenai pengertian kej:aha!an dalam arti yuridis, Op. 
Cit., hal. 17. 

~ 06 Lihat Bab VHI mcngenai Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratifdalam Undang­
Undang Nc,mor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nom or I 0 Tahun 1998 
tentang Perbankan. Ketujuhjenis tindak pidana {kejah1nan) yang diatur dalam Bub VIII Urtd:mg­
lindang tcntang Perhankan meliputi : 

a. Kejahalan menyang.lrut izin usaba bank (Pasal46 ayat I}; 
b. Kcjahatan berkailan dengan rahasia bank (Pasal 47 ayat 1 dan 2); 
c. Kejahatan yang berkaitan dengan kewajiban memberlkan keterangan kepada pihak bcrwcrmng 

{Pasa! 47 A), 
d. Kejahatan bcrkailan denga.n pengaw:asan bank olcb Bank lnrlonesia (P;~.sa\48 ayat I); 
e. Kejahatan bcrkailan dcngan kcgialan mcnjalankan usaha bank {Pasal 49 ayat I dun 2); 
f. Kejahatan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank (Pasal 50); 
g... Kejaharan yang dilakukan oleh pcmcgang sa ham {Pasal 50A). 

~ 01 BPK-RI, Loc. Cir. 
20 ~ Dalam Undang"Undang Nomor 10 Tnhun 1998 tentang perubahan alas Undung­

Undang Nomor 7 tahun 1992 tcn!ang Pcrbankan, kctentuan pasal II ini ditumboh dengan 
pembatasao pembiayaan {.kn:dit bank} berdll.Sarkan prinsip Symiah. 
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(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) tidak boleh 
melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank yang sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas rnaksimun 
pemberian kredit1 pemberian jaminan, penempatan investasi surat 
berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dllakukan oleh bank 
kepada: 

a. pemegang saham yang memiliki 100.4 (sepuluh per seratus) 
a tau lebih modal disetor bank; 

b. anggota dewan k:omisaris; 
c. anggota direksi; 
d. keJuarga dari plhak sebagairnana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b dan huruf c; 
e. pejabat bank Jainnya; serta 
f. perusahaan-perusahaan yang di daJamnya terdapat 

kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud daJam 
huruf a, hurufb, huruf c) huruf d, dan huruf e. 

(4) Batas maksimum sebagaimana dirnaksud dalam ayat (3) tidak boleh 
melebihi 10 % (sepuluh per seratus) dari modal bank yang sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(.5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia. 

Bank Indonesia dapat mene:tapkan ketentuan yang mengatur RMPK 

kepada pemlnjam pada kelompok (group) yang sama, lebih rendah dari 30% 

modal bank (penjelasan Pasal 11 ayal (2)). Demikian pula Bank Indonesia dapat 

menctapkan pengaturan BMPK yang diberikan kepada pihak-pihak yang 

dimaksud dalam ayat (3), dapat lebih rendah dari 10% modal bank (penjelasan 

Pasal 11 ayat (4)). Sementara itu yang dimaksud dengan kelompok (group) adalah 

kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunya.i kaitan dalam hal 

kepemllikan. kepengurusan. ataupun hubungan keuangan (penjelasan Pasal 11 

ayat (1). Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga. meliputi hubungan keluarga 

sampai dengan derajat kedua menurut garis Jurus rnaupun ke samping tennasuk 

mertua (penjelasan Pasal 11 ayat (3) huruf d). 

Salah satu peraturan penjabaran BMPK ini terdapat dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 2613/BPPP tanggal 29 Mel 1993,209 yang mengatur Batas 

lW Peujabaran mengenai ketentm<n BMPK ini juga diatur dalam Surnr Keputusnn Dircksi 
Bunk Indonesia Nu. 26!2l!KEPl01R tanggal 29 Mci 1993, yang kcmudian dicabut oleh Surn1 
Kcputusan Dircksi Bunk lndoncsia No. 3l/J77/KEP!DlR mnggal 31 Dcscmbcr !9?8, dao 
kcmudian dirubah lagi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2116JPBI/2000, 
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Maksimum J>emberian Kredit untuk perusahaan dalam kelompok yang sama 

dengan bank, sebagai berikut : 

l. Untuk perusahaan yang hak kepemilikannya 25% (dua puiuh lima per 
seratus) atau lebih dimiliki bank, berlaku ketentuan BMPK sebesar 
10% (sepulub per seratus) dari penyert.aan bank pada perusahaan 
terse but 

2. Untuk perusahaan yang hak kepemilikannya kurang dari 25% (dua 
puluh lima per seratus) dimiliki bank, ketentuan BMPK sebesar 20% 
(dua puluh per seratus) dari modal bank. 

3, Untuk seluruh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, 
bcrlaku ketentuan BMPK sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari 
modal bank. 

Dengan demikian pengertian BMPK atau Legal Leuding Limit sebenarnya adalah 

persentase perbandlngan batas maksimum penyedi.aan dana yang diperkenankan 

terbadap modal bank. zw 

Adanya pengaturan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

dimaksudkan untuk menghindari reslko kegagalan {krcdit macet) yang dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan bank. Resiko kredit macet dapat dibatasi antara 

lain hila suatu bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada nasabah 

tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dcngan bank 

tersebut 211 Ketaaum bank dalam melaksanakan ketentuan BMPK sebenamya 

menlpakan wujud kebendak untuk :rnemelihara kesehatan bank sekaligus wujud 

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah 

penyimpan dana pada bank yang bersangk:utan.212 

Sehubungan dengan ketaatan bank terhadap ketentnan BMPK ini, Sutan 

Remy Sjahdeini sempat menulis bahwa banyak bank tidak banya melanggar 

aturan itu, bahkan ada bank yang memonopoli penyaluran kredit hanya untuk 

kelompok usahanya. m Selanjut disebutkrmnya bank-bank dimaksud antara lain 

sebagai berikur L~ : 

uo Hermansyah, Op. Cir . ., haL 139. 
211 Sutan Remy Sjuhdcini, Ketefltucm-Kclr:ntunn Pokok Perbankan Jndom:sia (Jakarta 

ndak diterbitkan, 2007), hal. 69. 
m !hid, 
!tJ Sutan Remy Sjahdeini, "Jadi Bankir, Ya. Bankir Saja'' dalarn War<o Ekonomi (Nomor 

15 Tahun X, 31 Agustus 1998), hal. Lil. 
214 Ibid. 
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'\ .. rnisal Bank Dagang Nasional 1ndonesla te1ah menyalurkan Rp. 24, 4 
tri liun, jauh di atas patokan BMPK. Apabila dlhitung dari total kredlt yang 
disaJurkan, angka itu mencapai 90,7% ..... kemudian Bank Danamon telah 
menya1urkan Rp. 12,9 triliun atau 43,8 % dari total kreditnya untuk 
kepentingan kelompok usahanya .... demikian pula Bank Modern yang 
telah menyalurkan kredit ke kelompok sendiri sebesar Rp. 1,2 trlliun atau 
63,2% dari total kreditnya.'' 

Apabila kita cermati mengenai pclanggaran terhadap ketentuan BMPK ini 

dalam Undang-Undang tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 

sebagaimana diubah dengan Undang~Undang Nomor 10 Tahun 1998), temyata 

dari ketujuh jenis tindak pidana yang terdapat pada ketentuan Bab VTJI, tidak ada 

satu pasal pun yang menyebut secara tegas pelanggarnn BMPK sebagai tindak 

pidana. 115 Sekedar perbandingan, ketentuan lni sangatlah berbeda dengan 

pengaturan terhadap pelanggaran rahasia bank yang secara tegns diatur dalam 

suatu pasal tersendiri sebagai tindak pidana (kejahatan) perbankan dalam Pasal47. 

Oleh karenanya ada yang berpendapat Undang-Undang Perbankan ccnderung 

menganak-emaskan bank, yang mana tercermin dari perlindungan yang kurang 

terhadap nasabah serta pengaturan kejahatan bank yang ragu-ragu.216 

Meskipun pelanggaran BMPK tidak secara tegas dinyatakan sebagai 

tindak pidana (kejahatan) dalam Undang-Undang tentang Perbankan (baik dalam 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 maupun perubahannya pada Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 1998), namun jika kita mengkaji masing-masing 

ketentuan dari berbagai tindak pidana (kejahatan) yang terdapat pada ketentuan 

Bah VIII) sebenamya pelanggaran BMPK juga tidak luput dari sanksi pemfdanaan. 

Hal ini nampak dari ketentuan Pasa149 ayat (2) hurufb Undang-Undang tentang 

Perbankan217
, yang menyatakan ; 

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan 
sengaJa: 

a. . ... 

m Lihat catatan kakl Nomor 206. 
2

:
6 Munir Fuady, Hukum Perba11kan Modern, Berdasarkan Undcmg~UJ!dcmg Talum 1998, 

Buku Kesaru (Bandung: Citra Adityn Bakti, !999), hal. 4. 
117 Semula ancaman pidana pasal ini dalam Undang-Undang Nnmor 7 m.lmn 1992 adalah 

palmg lama 6 (enam} tahun serta denda sei.."Urang-kurn.ngnya Rp. 6.000.000.000,- (eoam miliar 
rupiah}, namun sctclah diltb<Jh dcngan Undang-Undllllg Nomor 10 Tahun 199S, ancaman 
pidananya ditioggikan dan dimasukkan pula ketcnt"uan pi dana minimal khusus. 
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b. Tida.k melaksanakan langkah-Jangkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang­
undang perbankan maupun ketentuan perundang-undangan lainnya 
yang berlaku bagi bank. dipidana penjara sekurang-kurangnya 3 
(liga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda 
sekurang-kurangnya Rp, 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). 

Apabila kita perhatikan secara seksarna, maka pasal di atas mernbawa 

konsekuensi yuridis terhadap sernua peraturan perondang-undangan (jadi tidak 

saja undang~undang, tetapi juga ketentuan deregulasi peibankan seperti Peraturan 

Bank Indonesia ataupun Surat Edaran Bank Indonesia) yang berlaku bagi bank. 

baik yang sudah maupun yang akan ada di kemudian hari, apabila dilanggar dapat 

diancam pidana menggunakan pasal tersebut Oleh karena itu penulis sependapat 

dengan Remy Sjahdeini yang menamakannya sebagai "pasal sapujagat"_:m 

Menurut penulis keberadaan "pasal sapu jagat" ini merupakan perwujudan 

dari garis kebijakan hukum pidana di bidang pcrbankan yang mempertegas 

kedudukan Undang-Undang Perbankan sebagai administrative penal law, di mana 

setiap pelanggaran ketentuan (administrasi) di bidang perbankan mempunyai 

sank:si pidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Remy Sjahdeini sebagai herikuf19
: 

" ... temyata Undang-Undang ?erbankan menentukan bahwa setiap 
pelanggaran apapun juga terhadap Undang-Undang Perbankan, bahkan 
juga terhadap setiap peJanggaran peraturan perundang-undangan lainnya 
di luar Undang-Undang Perbankan yang ber!aku bagi bank yang tidak 
ditentukan secara spesifik atau secara khusus ancaman pldananya, juga 
diancam pidana." 

Ketentuan Undang~Undang Perbankan yang scrupa dengan Pasal 49 ayal 

(2) hun1f b ini juga terdapat dalam Pasa( 50 dan Pasal 50A. Hal ini dikarenakan 

perbuatan yang dilarang (actus reus) pada dasamya sama, yakni " ... tidak 

melaksanakan langkah·langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 

terhadap ketentuan ... yang berlaku bagi bank". 220 Perbedaannya hanyalah 

digantungkan kepada slapa subjek pelakunya, sehingga tentu saja berbeda pula 

ancaman pidananya. Jadi jika Pasai 49 ayat {2) huruf b tadi ditujukan kepada 

pengurus bank (dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank), maka P.nsal 50 

m Sutan Remy Sjahdeini, Ketenruan-Kclentuan . .,, Op. Cir. , hal. 13. 
m Ibid., haL 12. 
11n Lihat Pasal SO dan Pasal50A Undang-Undang f'erbank11n. 
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subjek pelakunya ditujukan kepada pihak terafillasi. 221 Sedangkan untuk Pasal 

SOA ditujukan kepada pemegang sah.am yang "dengan sengaja menyuruh" 

pengurus bank sehingga ''mengakibatkan bank" melakukan perbuatan dimaksud. 

Jadi di sini unsur criminal act-nya terwujud pada perbuatan bank yang melakukan 

kejahatan dimaksud sebagai akibat pengurusnya "disuruh" o1eh pemegang saham. 

Penyalahgunaan BLBI yang dilakukan oleh bank selain mehmggar 

ketentuan mengenai BMPK dalam Undang·Undang Perbankan, juga merupakan 

tindak pidana korupsi (di bldang perbankan). Korupsi pada dasarnya rnerupakan 

perbuatan " ... secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merogikan keuangan 

negara atau perekonomian negara ... ".m Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa 

penerapan Undang~Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 113 terhadap 

kejahatan di bidang perbankan ini haruslah selektif, dalam artj diliha.t secara 

kasuistis karena tidak semua kejahatan di bidang perbankan dapat dikategorikan 

sebagai tindak pidana korupsi. Dalam hal Jni penulis sependapat dcngan yang 

dikemukakan M. Nur Harun sebagai berikul?z4 
: 

"Khmms untuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 
(pasall ayat (1) a dan b), perlu dilihat apakah tindak pidana yang te!jadi 
di bank meroglkan keuangan negara atau tirlak. Seperti diketahui bahwa 
modal bank pemerintah tersebut berasal dari kekayaan ncgara yang 
dipisahkan. sedangkan modal hank swasta bukan berasal dari kckayaan 
negarn. Kalau tindak pidana korupsi terjadi pada bank swasta, hams dilihat 
terlebih dahulu apakah ada unsur keuangan negara, misa1nya unsur kredit 
likuiditas atau kredit program yang dananya berasal dari pernerintah yang 
disalahgunakan ... ". 

Berdasarkan uraian di atas maka penyalahgunaan dana BLBI yang "berpotenst 

merugikan keuangan negara" dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, 

m Peng.ertian pihak tcrafiliasi dapat dilihal pada ketenman Pasal 1 angb 22 U11da11g­
Undang Pcrbankan. 

m Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl (Undang~Undang 
No.3! Tah1.1n 1999 scbagaimana diu bah dcngan Undo.ng-Undang: No.20 Tahun 2001). Bandingkan 
rlengan perumusan pasal 1 ayat (I) huruf a Undang•Undang Nomor 3 tllhun 1971 yang telah 
dicabut 

m Pcnyalahgunaan BLBI tcrjadi pada tahun 1997-1998 schingga bcrdasarkan waktu 
kcjadian (fempus dellclie) yang berlaku ndalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. 

2
'

4 M. Nur Harun, "Peratoran Perundang-undangan yang Berkailan dcngan Tindak Pidana 
K~;:rah Putih di Bid;mg perbankan", dalam Pcriemuan ffmiah renlaug Kejahatan Kerah Putih dan 
Perkemhangan !PTEK (Jakarta : &dan Pembina-an Hulrum Nasinnal Departemen Kchakiman, 
1995}, hal. 39, 
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mengingat dana BLBI seluruhnya berasal dari keuangan negara, dalam hal ini 

Bank Indonesia yang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nornor 13 tahun 

1968 tentang Bank Sentral,zzs ditetapkan sebagai "Pemegang Kas Pemerintah".1J.6 

Kebijak:an hukum pidana dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang 

Perbankun (sebagat tindak pidana perbankan) ataupun dengan ketentuan Undang· 

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kornpsi (sebagai tindak pidana korupsi di 

bidang perbankan) terhadap penyalahgunaan dana BLBI ini sepenuhnya 

tergantung kepada aparat penegak hukum sebagai pihak yang bertugas 

mengaplikasikan garis kebijakan hokum pidana yang terdapat pada ketentuan 

perundang~undangan pidana tersebut.217 Pada kenyataannya sebagian besar kasus 

kejahatan penyalahgunaan dana BLBI ini diperiksa dan dituntut dengan dakwaan 

korupsi.228 sehingga ada yang berpendapat bahwa korupsi merupaka:n dakwaan 

yang paling umum yang dipcrgunakan untuk menjaring kejahatan white collar 
. 229 en me. 

Sebenamya penyalahgunaan BLBI sebagai suatu kejahatan di bidang 

pe.rbankan ini tidak saja termasuk dalam Iingkup kejahatan kerah putih {white 

collar crime), namun lebih dari itu dapat disebut sebagai kejahatan korporasi 

(corporate cn'me). Hal ini dikarenak:an tindakan penyalahgunaan BLBI yang 

dilukukan oJeh bank (melalui perbuatan pengurus maupun pemiliknyalpemcgang 

sabam mayoritas) telah menyalahgunakan kepercayaan yang dlberikan publik dan 

akibat dari perbuala:n terscbut telah menimbulkan dampak yang cukup negatif 

m Undang~Undang Nomor 13 tahun 1968- lentang Bank Sc11tral saat ini telah diga111i 
d~ngan Undang·Undang Nomor 23 Tahun !999 !entang Bank indonesia scb.agaim;ma diubah 
dc-ngan Undomg~Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan kemudian diubuh lagi (pcrubahan kedua) 
dengan Perpu Nomor2 Tahun 2008. 

116 Sochundjono, Bank Indonesia da!am Kasus BLBI {Jakarta: Sachundjono & Associates, 
2002), haL 19. 

~~ 1 Perundang·undang pidana itu pada dasarnya mempakan pen~gakun hukum ill 
absrraclc yang akun diwujudkan dalam pen.egakan hukum ill concrero. Lihat Muladi dan Bard<! 
Nawawi Arief, Tcori-Tcori..., Op, Crt., hal l97. 

m Hampir sebagian besar kasus penyalahgunaan dana BLBT ditangani oJeh Kejaksaan 
Agung schingga ditumut dengan dakwaan korupsi, misa!nya terhadap Sarnadikun Hurttmo 
(pemilik sekaligus Komisaris Utama Bank Modem) yang dn!am putusan k~tSasi MA dinyatakan 
bersalah melakukan korupsi yang merugikan keuan_gan negara dan dihukum empal tahun pcnjara. 
Penggunaan dakwaan korupsi !ebih durebabkan .karena Kejaksaan tidak mempun;'lli kcwcnangan 
pc-nyidikan lerhadap tlndak pidana perbankan sehingga policy yang diamhil adalah deng:m 
mengkonstruksikaonya sebagai tindak pldnna kompsi di bidang perbankan. 

~9 Mardjono Raksodiputro, "Kejaluuo Korporasi ... ", Loc. Cit. 
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terha.dap perekonomia.n negara.uo Dengan demikian penuHs sependapat dcngan 

LS. Susanto yang menyatakan bahwa kejabatan di bidang perbankan meogarah 

pada tindak pidana yang dilakukan oleh bank untuk rnencapai tujuannya (crimes 

for corporation), dan tcnnasuk dalam lingkup korporasi jahat (criminal 

corporalion),131 sehingga sudah sepatutnya terhadap bank sebagai korporasi harus 

pula dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Kejahatan korporasi sebagaimana yang dikemukakan di atas memang 

masih mcrupakan konsepsi yang bersifat kriminologis, karena dalam perspektlf 

yuridis untuk dapat mengkonstruksikan perbuatan yang dllakukan pengurus 

maupun pemilik bank (pemegang saham mayoritas) sebagai kejahatan (tindak 

pidana) yang dilakukan o1eh korporasi tentunya harus melihat pada ketentuan 

hukurn positif yang mengatur mengenai hal tersebut. Dengan perkata.an lain 

kebijakan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana (criminal liability) 

serta sanksi pemidanaan (pmrishment) terhadap bank sebagai pelaku kejahatan 

penyalahgunaan BLBI ini harus tercantum dalarn perundang-undangan nasional, 

khususnya Undang~Undang tentang Perbankan. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebeJumnya, penya1ahgunaan BLBI ini 

merupakan kejahatan di bidang perbankan berupa pelanggaran ketentuan 

mengenai BMPK yang terdapat pada Pasal 11 Undang-Undang Perbankan 

maupun peraturan pelaksanaannya. Jika. kita perhatikan Undang-Undang 

Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998), temyata tidak ada satu pasal pun 

yang menyatakan "bank sebagai subjek hukum yang dapat 

dlpertanggungjawabkan" berdasarkan hukum pidana. Memang dalam beberapa 

pasal Undang-Undang Perbankan rnenyebut larangan bank untuk melakukan 

tindakan tertentu, misalnya "Bank diJarang memberikan ketcrangan 

no Kcjahatau korporasi {c:orparalc crime) selain memenuhi unsur "a crime t.'Ommited by a 
person ofrespeciubi.lliy and high social storus iJttlre c<Jurse qfhis occJrptrliau" (yang dikemukakan 
Sutherland), maka perb\lalat> tersebm harus dilakukan dalam rangka big b1tsimws, dnn td11h 
menyalahgun11kan kepercayaan masyarakat (in violotian of (public) trusr). Lihar Mardjono 
Rcksodiputro, Bunga Rampai ... , Op. Cit., hal. 139-· 140. 

m Badan Pcmbinnan Hukum Nasional, Laporou Akliir Penetltian Masaiah-Moso/ah 
Hukum KejaltatatJ Perbtmka11 (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Dcpartemen 
Kehakiman, 1992), haL 19. 
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mengenai .... ", H2. atau menyebutkan kcwajiban yang harus dilaklJkan bank, 

misalnya "'Bank wajib menjamin dana masyarakat yang dlslmpan ... ".:m Akan 

tetapi jika perbuatan itu dilanggar bank maka pertanggungjawaban pldana hanya 

dltujukan kepada pengurus bank (anggota dewan komisaris, direksi, ntau pegawai 

bank),214 pihak terafiliaslns: ataupun pemegang saham.236 Dengan demikian jika 

dihubungkan dcngan sistem tentang "kedudukan sebagai pembuat dan sifat 

pertanggungiawaban pidana dari ko:rp<)rasi",237 maka Undang-Undang Perbankan 

secara implisit telah rnengakui eksistensi bank sebagai subjek tindak pidana, 

hanya saja pertanggungjawaban pidana rnasih ditujukan kepa.da pengurusnya.:m 

Adapun pengertian pengurus ini dalam Undang-Undang Perbankan telah 

mengalami perluasan dengan adanya ketentuan rnengenai pihak terafiliasi. 

Pengertian pihak terafiliasJ adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan 

kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. 

h- 1. .:n9 se mgga me 1puti ; 

a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, 
atau karyawan bank~ 

b. Anggota pengurus, pengawas, pengeJola atau kuasanya, pejabal, atau 

karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk badan hukum 
koperasi scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalru; 

c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan 
publik. pcnilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; 

d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta 
mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan 
keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, 
keluarga pen&rurus. 

Kebijakan hul-..11m pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan 

yang membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus bank 

(korporasi) temya.ta tidak jauh berbeda dengan apa yang dianut KUH11• Hal ini 

dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 59 KUHP, yang datam perkembangannya 

~1~ Lihut Pasu! 40 uyat (l) Uoda.ng-Undang Pcrbankan. 
m Liha1 Pasa! 37B aya! (1} Undang-Undang Perbankan. 
J!

4 Pasal47 ayat (2), 47A, 48 a ;rat (1), 49 ayat{l) dan (2) Undang~Undang Perbankan, 
m Pasal47 ayat (2), 50 Undang.Undang.Perbankan. 
no Pasal 50A Undang-Undang Perbankaa. 
:m Mardjnno Reksndiputro, Kemajuan Pembangunan ... , Op. Cit., hal. 72. 
1
ls Dwidja Prlyatno, Kebijrtklm l.egfslasi teutaug Sis/em PertaiJggtmgjmvubun Pidunu 

Korporasi di ludonesi(l (Ba:ndung: Utomo, 2004), hal. 165. 
119 Pasal l angka 22 Undang·Undang Nomor 10 tahun 1998. Semula dalam Undang· 

Undang Nom or 7 tahtm l W2, pcngcrtian pihak tcrafiliasi tcrdapat pad a pasal I ungku 15. 
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harus ditafsirkan ha.hwa korporasi dapat menjadi pelaku (dader) namun 

pertanggungjawaban tetap berada pada pengurusnya.240 

Akihat dari sistem ·•pert.anggungjawaban pidana" yang dianut Undang­

Undang Petbankan (maupun KUHP) ini membawa konsekuensi yuridis terhadap 

kasus penyalahgunaan BLBI, di mana bank {kor:porasi) sebagai pelaku kejahatan 

di bidang perbankan tidak dapat dijatuhi pidana dengan Undang~Undang 

Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana tclah diubah 

dcngan Undang-Undang Nomor l 0 tahun 1998). Demikian pula halnya dengan 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 

3 tahun 1971) yangbelum mengena! korporasi sebagai pelaku tindak pidana.241 

Sebenarnya eksistensi korporasi sebagai peJaku yang dapat dibebankan 

pertanggungjawaban pidana telah dikenal dalam perundang~undangun kita sejak 

talmn 1955. Ketentuan ini dapat dilihat melalui pasaJ IS ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Drt. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak 

Pidana Ekonomi ( dikenal dengan UUTPE), yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh a tau atas nama 
suatu badan hukum, suatu perseroan, suatl.l perserikatan yang Jalnnya 
atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilal"Ukan dan hukuman 
pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik tcrhadap hadan 
hukum, perseroan, perserikatan yang lainnya atau suatu yayasan itu, 
bajk terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak 
pidana ekonomi iru atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam 
pcrbuatan atau kelalaian itu, maupun kedua-duanya. 

Penyalahgunaan BLBI sebagai kejahatan di bidang perbankan, sehingga 

pada dasamya merupakan bagian dari 1ingkup kejahatan ekonomi (economic 

crimes). Akan tetapi untuk mernidanakan bank (sebagai korporasi) dengan 

menggunakan UUTPE ini juga terganjal oleh ham.balan yuridis yakni kelentuan 

pasal 1 huruf c UUTPE yang terlebih dahulu mengharuskan kepada lembaga 

legislatif (pembuat undang-undang) menjadikan scsuatu perbuatan menjadi tindak 

pidana ekonomi, sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan tidak tcrdapat satu 

:o.m Mardjono Reksodiputro, Kcmajuan Pembangumm ... , Op. Cit . • llaL 94 dnn hal. 99 . . ,. 
~ · Lihat c:ttafakan kaki Nomnr 223. 
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pasal pun yang menyatakan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana 

ckonomi yang masuk dalam lingkup UUTPE.142 

Sehubungan dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya bank {sebagai 

korporasi) terhadap kejahatan penyalahgunaan BLBI maka secara otomatis 

terhadap bank juga tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Meskipun bank tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana, namun dalam Undang-Undang Perbankan 

masih dimungkinkan terhadap bank tersebut dikenai sanksi administratif, 

sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 

sebagai berikut : 

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47, Pasal 48 ayat (l), dan Pasal 49 Bank Indonesia dapat 
menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak mernenuhi 
kewajibarmya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau 
menyampaikan pertimbanfjan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha 
bank yang bersangkutan. 24 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum 

pidana terhadap bank sebagai peJaku kejahatan di bidang perbankan sebagaimana 

yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perbankan Jebih dirujukan kepada 

pengurus bank (yang diperluas hingga mencakup pihak terafiliasi), sedangkan 

terhadap banknya (korporasi) adalah berwujud pada kebijakan yang sifatnya non 

penal (sanksi administratif), 

B. Kebijakan Hokum Pidana Berkaitan Dengan Pemberian Release And 

Discharge 

Pembahasan pada bab sebelumnya telah menguraikan mengcna1 

penyalahgunaan dana BLBI o~eh bank penerimanya sebagai suatu kejahatan di 

bidang perbankan {baik ditinjau darj perspektif kriminologis maupun yuridis), 

Kebijakan hukum pidana yang terdapat pada hukum positif yang berlaku (pada 

241 Jauh sebelum terjadlnya kasus penyalabgunaan BLBl, pcrnah ada wucana untuk 
memasukk;m !indak pidana di bidang perbankan sebagai Tindak Pidana Ekonorni (UUTPE) 
dengan salah satu pcrtimbangan m:lalah untuk memidanakan bank scbagai korporasi. Llhal 
Mardjono Reksodipulro, KemajtJall Pembangunan.-., Op. Cit., hal. 62 dan haL 71. 

~J Undang~Undang Nomor 10 talmo 199& mengubab ketcmuan Pasal 52 menjadi tiga 
ayat, di mana pad a ayat (2) merinci jenls s11nksi administratif yang melipu!i antara lain denda uang. 
teguran !erruiis, pcnurunan tingkat kesehatan bank, iarangan turut scrta dulam kegiatan kliring. 
maupun pembekuan kegiatan usaha bank, 
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saat itu) terhadap pelaku kejahatan tersebut telah mengkualifikasikannya sebagai 

tindak pidana perbankan (maupun korupsi). hanya saja pertangggungjawaban 

pidana tidak da:pat dibebankan kepada bank sebagai korporasi namun masih 

ditujukan kepnda pengurusnya. 

Pengertian pengurus tersebut kemudian diperluas (terlebih dengan adanya 

ketentuan mengenai pihak terafiliasi bank) sehingga tidak saja mencakup para 

corporate executive (direksi dan komisaris bank), tetapi juga meliputi para 

pemilik bank (pemegang saharn mayoritas) sebagai directing mind yang secara 

faktual merupakan pengendali kebijakan bank sebagai korporasi. 244 Menurut 

penulis hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran BMPK (Pasal I 1 jo 

Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pcrbankan) terhadap krcdit yang 

diberikan kepada perusahaan-pcrusahaan yang tennasuk dalam grup usaha duti 

pemegang saham yang bersangkutan.245 

Apabila dihubungkan dengan corporate crime, keberadaan para pcmegang 

saham sebagai peran kunci dalam operasional bank telah mempertegas kedudukan 

korporasi sebagai «.,. a sociological organization and a political instrumenl, an 

economft.: fora and a judicial person.'' 246 Dalam hai ini penulis sependapal 

dengan Remy Sjahdeini yang mengatakan teijadinya pelanggaran BMPK lcbih 

discbabkan kurena tckanan pemegang saham pengendali tcrhadap direk.!>i bank.2
.
17 

Oleh sebab itu sccara formal yuridis penuntutan pidana juga harus di!akukan 

kepada mereka sebagai actor fntalectualis yang memimpin atau member! perintah 

untuk perbuatan korporasi tersebut. 248 

Penuntutan pidana terhadap para pemHik bank (pemegang sa.ham) sebagai 

pihak yang paling bertanggungjawab dalarn kejahatan penyalahgunaan BLBl 

apabila dilihat dari konteks kebijakan hukum pidana (policy), sesungguhnya 

24~ Uhat ajaran teori identlfikasi, dalam Sutan Remy Sjahdcini, Pen:anggungjnwaban ... , 
Op. Cit., hal. 104 105. 

!J~ BPK~RI, Loc. Cit. Lihat juga dalam Su!an Rerny SjahdeinJ, "Jadi Buuklr. ya Baokir 
Saja". /om:. Cit. 

:Nr. Marshall B. Clinilrd and Peter C. Ye<~ger, Op. Ci( , hal. 24. 
1

'
17 Sutan Remy Sjahdclni, Pertanggun&jawaban ... , Lor:. Cir. 

240 Lihat ajaran mengenai pertanggungjawaba.n pidana terhadap mercka yang memimpin 
atau membcri perintah (fei'telijlw leitlinggever en opdrt:tclllgel'er) dalam Mvrdjono ReksotlipHir0. 
Bunga Rampai ... Op. Ci1., hal. 138. Juga dalam Jan Remmelink, Op. Cit. , haL 110- 112. 
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merupakan bagian dati kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).'2:9 

Akan tetapi harus dipahami penegakan hukum pidana sebenamya hanya sebagi.an 

(sub sistem) dari keseluruhan kebijakan penegakan hukum, karena masih terdapat 

upaya penegakan hukum perdata dan upaya penegakan hukum administrasi, 250 

terlebih terhadap kasus BLBI yang mempunyai ketiga aspek hukum tersebut 

Aspek hukum perdata BLBI dapat dilihat dad penyaluran Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada sejumlah bank yang pada awalnya 

dimaksudkan sebagai bantuan pemberian jaminan pembayaran atas kew{\jiban 

bank-bank umum kepada deposan dan kreditor, akibat terjadinya rush. 25
t Dengan 

demikian secara yuridis-nmmatif (dalam konteks hukum perdata) BLBl 

merupakan kredit atau pinjaman (utang) yang barns dikembalikan atau dilunasi 

bank kepada pemerintah. Sementara aspek hukum administrasi BLBI tercermin 

dari kebijakan pemerintah (legal policy) dalam menerapkan berbagai tindakan 

administratif terhadap bank penerima BLBI tersebut.252 Ada pun kemudian dalam 

praktiknya BLBI ternyata telah dlsalahgunakan oieh bank penerima "bamuan". 

yang dalam hat ini melalui perbuatan para pemegang sal\am (pemilik bank) untuk 

kepentingan pribadi dengan melanggar BMPK, :m maka aspek pidana BLm 

adalah sebagai pelanggaran hukum pidana (again!s the crimina/law) yang sudah 

barang tenlu harus diikuti proses penegakan hukum pidana (law eJ?forcemem) 

sebagai konsekuensi logisnya.254 

Lmv enforcement policy terhadap ketiga aspek hukum tersebut pada 

dasamya harus dijalankan (sesuai dengan tujuannya masing-masing) dengan 

konsekuensi tidak boleh bertentangan bahkan sebaJiknya harus saling mendukutlg 

1
'
9 Barda Nawawi Arlef, Bunga Ramp!li Kebijnkan ... , Loc. Cit. Lihat juga Peter G. 

Hoefitagels, Op. Cir .• hal, 56-51 . 
.1so Muladi, Hal< As:asi Manusia ... , Loc. Cil. 
251 Andl M. Asrun dan A. Ahsin Thohati, HUH : Parspektif Hukmn , Politd' Dau 

Ekonomi {Jakarta : Judicial Watch Indonesia (JWI), Januari 2003), hal. 4. 
m Berhagai tindakan administratif yang diarnbil pemerintuh {Bank Indonesia) terhadap 

bank pcnerima BLBI ant;JTa lain mcngambil alih saham bank (lake Ol'er) sebagal penycrtaan modal 
pemerintah, membckukan izin kegiatan usahalopetasional bank, maupun mclikuidasi bank, 
Menurut pcnulis tindakan administratif pada konteks ini hams dibedakan dengan sanksl 
administratif (Pasul 52 Undang-Undang Perbankan), katena tindakan ini dilakukan dalarn rangku 
penyehatan ban!< (Pasal 37 Undang~Undang Perbankan) dan bukan karena bank dianggap tc!ah 
melakukan pc-langgunm ketcntuan admimstratif di bidang perbankan. 

m Andi M Asrun dan A. Ahsin Thohari, Op. Cit. , haL 31. 
m !bid., haL 4. 
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satu sama lain. 255 Akan tetapi pada kenyataannya kebijakan yang diambil 

pemerintah justru menimbulkan friksi atau benturan antara ketiga aspek hukum 

tersebut. di mana terlihat pada penyelesai.an di luar persidangan (out of court 

se!llement} yang diikuti dengan pemberian Release and Discharge kepada mantan 

pemilik atau pemegang saham pengendali bank penerima BLBL Mereka ini pada 

saru sisi mempunyai tanggungjawa.b utang BLBI kepada negara, sedangkan pada 

sisi lainnya adalah sebagai pelaku kejahatan di bidang pcrbankan 

(bertanggungjawab dafam kapasitasnya sebagai directing mind dari korporasi 

bank). Kebijakan pemberian Release and Discharge ini selanjutnya akan 

membawa konsekuensi yuridis pada kebijakan (penegakan) hukum pidana 

terhadap para pelaku kejahatan di bidang perbankan tersebut. 

Istilah Release and Discharge merupakan .salah satu klausula yang termuat 

da1am perjanjian Penye!esaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang 

berbentuk MSAA {~o/faster of Settlement and Acquisilion Agreement) dan MRNIA 

(/...!aster of Refinancing and Note Issuance Agreemenl). Peljanjian tersebut 

ditandatangani antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (yang mewakili 

pemerintah) dengan pemegang saham pengendali bank penerima BLBI di mana 

pada perjanjian itu secara yurldis telah mengalihkan tanggungjawab utang bank 

manjadi utang pribadi pemegang saham (perubahan status debitur/obligor).256 Jadi 

konteks release and discharge sesungguhnya adalah berkaitan dengan aspck 

perdata BLBI yakni upaya penyelesaian utang bank kepada pcmerintah Cq. Bank 

Indonesia yang telah mengucurkan BLBL 

Pranata Relea.'!e and Discharge sendiri tidak dikenal dalam sistem hukum 

Indonesia yang merupakan sistem hukum civil law, tetapi merupakan pranata 

yang terdapat pada sistem hukum common law.257 Adapun release and discharge 

yang termuat pada dokumen perjanjian MSAA (maupun MRNIA) pada intinya 

m Muladi, Kapita Se!ekla ... , Op. Cir. , hal. 4l. 
m Komisl Hukum Nasional, Kabijalwn Reformasi Hukum (S1mtu Rekomenda.~i) (Jakana · 

Komisi Hukum NasJonal Republik Indonesia, 2003}, hal. 46. 
:m Sebenarnya dalam sistem hukum common law, pranata release and discharge jt1ga 

dipergunakan dalam konteks hubungan perdala. Lihat defiflisi release dan definisi dischurge 
dalam Bryan A. Garner {Ed,), Black's Lall' Diction(lry, Sevemh Edition {Dallas, Texas : Wes! 
Group, 1999). Semeotara dalam konteks hukum pidana yang dik:enal pada bebcrapa ncgara bagirm 
di Arnerika Serlkm adalah Release Di,Ymissal Agreement (pcrjanjian pelepasan penghapusan) 
antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa. Lihat Andrea Wyall, "Release Dismissal 
Agreement Validity" dalam Villanova Law Review (Villanova University, 1994}, hal. Ill. 
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menetapkan bahwa BPPN, Menteri Keuangan, dan pernerintah tidak akan 

menuntut secara pidana kepada pemegang saham pengendaH (PSP) bank dan 

pengurus serta karyawan bank apabila telah diterima pembayaran atau pelunasan 

utang dari PSP bank, yang berbunyi sebagai berikut258 
: 

" ... BPPN and the Minister of Finance of the Government of the Republic 
of indonesia, representing the Government of rhe Republic Indonesia, 
hereby acknowledge and agree that they will not commence or prosecute 
any legal action or enforce any legal right that the lvfinister of Finance, 
BPPN or the Government of the Republic of Indonesia may have 
against ... . in respect of any mailers related to any sta/utory and regula/my 
{ega/lending limit violations related to the Shareholder Loans (as defined 
in the Master Agreement) or any matter related to the Liquidity Suppan 
(as defined in the ;Waster Agreement)." 

Jadi pada intinya pengertian "release and discharge" diartikan sebagai 

suatu pernyataan (dari pemerintah) bahwa tagihan BLBI menjadi lunas clali 

selanjutnya pemerintah tidak akan melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran 

yang dilakukan o1eh bank serta me-release semua jaminan yang sebclumnyti 

dlikat untuk BLBL Dengan perkataan lain maksud dan tujuan pencantuman 

kJausula release and discharge yang terkandung dalam MSAAIMRNlA ada!ah 

rangka penyelesaian utang BLBI dengan pembebasan dari semua tumutan hukum, 

termasuk aspck pidananya. Kesepakatan ini dapat dianggap sebagai rnaksud baik 

pemerintah (yang dalam hal ini diwaki1i BPPN) dalam mencari sotusl 

penyelesaian utang BLBI dengan cara mengesampingkan aspek pldana dengan 

harapan bahwa PSP bank penerima BLBI (selaku obligor) mau mernbayar utang 

BLBl tersebut kepada pemerintah. 

Apabila kita kaitkan dengan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dar! 

kebljakan integra), maka klausula yang tertuang dalam perjanjian lerscbut 

menurut penulis belumlah dapat dikatakan sebagaL suatu poJitik hukum (legal 

policy) yang dapat mempengaruhi arah kebijakan hukum pidana, khususnya pnda 

tahap aplikasi (pcnegakan hukum). Hal ini selain dikarenakan bertentangan 

dengan kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam perundang-undangan 

15
, Dokumen MSAA antara BPPN dengan Sjamsul Nursalirn (BDNI}. Adapun perjanjiun 

MSAA atau MRNIA antara BPPN dengan pemegang sabam pengcndali bank lainnya, meski 
subslansinya herbeda namun khusus mengenai pasal "release and discharge" lni pada pokokny<J 
sam a 
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(hukum positif) yang berlaku,259 Juga karena tidak ada dasar hukum yang dapat 

rnelegitimasi petjanjian tersebut,260 mengingat da.lam sistem hukum kita masalah 

pldana tidak dapat diperjanjikan (meskipun dalam hal ini BPPN mewakili 

pemerintah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut). Apalagi dalam perjanjian 

MSAAIMR.'NIA juga terdapat klausula yang menyatakan bahwa sebagai syarnt 

sahnya perjanjian tcrsebut antara lain harus ditandatangani oleh Jaksa Agung. 

" ... to the ex/en! that the Allomey General acknwoledges or rat{fies this 

Agreement in writing by sign;ng I he signaTUre page here of or otherwise", akan 

tetapi kenyataannya Jaksa Agung (pada waktu itu dijabat oleh Andi M, Galib) 

tidak pernah rnenandatangani dokumen MSA.Afi..1RNIA.261 

Dengan demikian apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum 

pidana maka segaia tindakan administrasi maupun perdata tidak mengurangi 

kemungkinan pelaku kejahatan tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan 

dalam hukum pidana. 2~ Penulis sependapat dengan Romli Atmasasmita yang 

meng:atakan bahwa aspek hukum pidana sepanjang dimuat dalam ketentunn 

perundang-undangan dl bidang keuangan dan perbankan membuatnya semakln 

dominan dibandingkan dengan aspek hukum administrasl dan hukum pcrdaln 

yang diatur di dalam undang-undang tersebut.263 

Pada pcrkembangan seJanjutnya pranata release and discharge yang 

semula hanya tercantum dalam klausula perjanjian MSAA/Mll.NJA akhirnya 

mendapatkan legitimasi dengan diterbitkannya sejumlah peraturan perundang-

2
;

9 Hokum pidana kita juga mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, 
misalnya lembaga "tram:aksf' {KUHP), atnu "Ychiking' {IJUTPE). Namon penyelesaiun ini hanya 
dapat dlcerapkan pada tlndak pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana denda dan tidak 
terhadap tindak pi~aoa kcjahatan. Lihai Jan Remmelink, Op. Cit. , hal. 442. dan Andi Hamzah. 
Op. Cit. , bal. 40 ~ 41. Sedangkan pada Undang-Undang Perbankan maupun Undang-t:ndang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentoan yang demikian lidak ada sehingga tidak 
dimungkin!um upaya semacam itu. 

160 Pada saal ditandatangaoi dokumen MSAAJMRNIA tersebut belum ada das<~r hukum 
{pera!llran perundang-undang) yang dapat melegltlmasi sahnya klausula release and disc/l,trxe. 
Tcrlebih BPPN jogu bukan!ah insransi penegak hukum yang dapat mengadakan perdamaian dalam 
kasus pldana. Jadi perjanjlan tersebut semata·mata dalam skerna bisnls (perdata). Lihnt Munann:m. 
''Korupsi BLBJ" dalam Scputar Indonesia (6 Maret 2008). 

::<.! Kwik Kian Gie, "R&D, Apa Artinya Pe!unasan dan Pembebasan" dalam Kompas ( 10 
Desembcr 2002). 

::c:. Da!am Buku HI KUH Perdata (BW} dalam Pasal 1381 dikarakan hahwa perikatan 
hapus karena pcmbayaran, te!api pembayaran tidak menghilangkun tanggung jawab d.ahnn 
lapangan hukum pldana. Kemudian, dalam Pasal 1853 menentukan bahwa perdamaian tidak dapat 
menghalangi kejaksaan untuk menuntut pcrkara p!dananya. Lihat R. Subekti dan R. 1Jitrosudibio. 
Kitah Uudang-Undfmg Hukwn Perduta, Burgerlijk Werboek (Jakarta: Pradnya Parumlta, 1984). 

UJ Romli Atmasasmila, Pcngantar H\lkUm ... , Op. Cit., hat 43. 
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undangan yang secara formal yuridis mempertegas eksistensi release and 

discharge inL Namun apabila ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana 

maka yang paJing signifikan pengaruhnya terhadap penegakan hukum pidana 

adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 T a hun 2002 

tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah 

Menyelesaikan Kcwajibannya atau Tlndakan Hokum Kepada Debitur Yang Tiduk 

Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang 

Saham pada tanggal 30 Desember 2002. 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 dapal dikatakan merupakan 

pcrwujudan dari poiitik hukum (legal policy) yang dijalankan pemerintah dengan 

maksud untuk melaksanakan: 

I. TAP MPR RI Nomor VI!MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laponm 

Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia oleh Preslden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat RepubHk Indonesia Tahun 2002, 

2. TAP MPR RI Nomor X!MPR12001 tentang Laporan PeJaksanaan Putusan 

Majelis Pcrrnusyawaratan Rakyat RepubJik lndonesia olch Lernbaga 

Tinggi :\egara pada Sidang Tahunan Majelis: Permusyawaratan Rakyal 

Republik Indonesia Tahun 2001, yang memerintahkan agar pemerintuh 

konsisl.cn lerhadap kesepakatan penyeJesaian utang para konglomcrat 

melalui mekanisme MSAA (perjanjian penyelesaian BLBI dengan 

jaminan aset). 

3. UndangAJndang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional. yang menuntut pemerintah memberjkan intensif kepada pa!'a 

obligor yang kooperatif. 

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (penal policy) terhatlap 

kejahatan penyalahgunaan BLB1 maka. ketentuan yang terdapat pada lt1Stwksi 

Presidcn Nomor 8 Tahun 2002 ini secara jelas membcrikan arah garis kebijakan 

penegakan hukurn pidana (karena Inpres ini ditujukan juga antara Jain kepada 

Jaksa Agung dan Kapolri), yang pada pokoknya menegaskan bahwa: 

L Debil.ur yang telah melakukan pcnyeiesaian akan dibe1·ikan bukti 

penyelesaian berupa pelepasan dan pem bebasan (release and discharge) 
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dalam r<~.ngka jarninan kepastian hukum scbagaimana diatur dalam 

perjanjian. 

2, Debitur yang sedang melakukan penyelesaian diberi kesempatan untuk 

secepatnya menyelesaikan utangnya. Adapun debitur yang tidak atau tidak 

bcrsedia mcnyelesaikan :sampai dengan berakhirnya batas waktu yang 

telah ditentukan akan diambil tindakan hukum yang tegas dan konkret. 

3. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dad aspek pidana, maka pad a 

kasus yang masih dalarn tahap penyeHdikan, penyidikan, dan atau 

penuntutan olch instansi penegak hukurn, sekaligus juga dilakukan proses 

penghentian aspek pidananya. Bukti penyelesaian berupa pelepasan dan 

pernbebasan (release and discharge) akan dilakukan oleh BPPN setelah 

mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) 

dan Menneg BVMN. 

Konsekuensi yuridis dari diberlakukannya lnstruksi Preslden Nomor & 

Tahun 2002 tersebut membawa perubahan arab kebijakan penegakan hukum 

terhadap para pelaku kejahatan di bidang: perbankan (pemegang saham bank yung 

kini menjadi obligor). Kebijakan hukum pidana yang semula terkandung datum 

I.;ndang-Undang Perbankan (Undang-lJndang Nomor 7 tahun 1992) maupun 

Undang~tmdang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang nomm 

3 tahun 1971) :;ama sekaii tidak mengatur adanya upaya "perdamaian" schingga 

proses pidana (penuntutan) harus tetap dilaksanakan, namun kini dcngan adanya 

lnpres tersebut dapat dikesampingkan atau "ditunda'' dcngan memberikan 

kesempatan kepada para pelaku kejahatan di bidang perbankan tersebut 

menyeiesaikan kewajiban aspek perdata terleblh dahu)u. 

Dengan demikian apabila dilihat dari perspektif hukum pidana 

sebagaimana dijabarkan oleh Packer. maka dalam hal ini bukan tindak pidananya 

(crime) yang dihilangkan, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya (criminal 

liability) yang dihapus:kan sehingga sanksi pidana (punishment) tidak dapat 

dijatuhkan. Jadi merupakan dasar penghapus tuntutan pidana di Juar KOHP.264 

J.M Dasar peoghapus tuntutan pidaoa dalam KUHP melipuli nc bfs in idem {Jlasal 76), 
terdakwa me:niogga! duoia (Pasal 77), da~uarsa (Pasal 78), dan tra11saksi atau pembay<mm denda 
terhadap tindak pidana pelanggaran yang diancam dcnguu denda saja (Pasal 82}. 
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Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang po[itik kriminal (criminal 

policy) maka Inpres Nomor 8 tahun 2002 ini merupakan upaya mendayagunakan 

sarana non penal dalam hal penanggulangan kejahatan (di bidang perbankan). 

Sebagaimana dikatakan Sudarto bahwa hukum pidana apabila hendak dilibatkan 

dalam penanggulangan kejahatan maka harus dilihat dalam hubungan keseluruhan 

politik kriminal (social defence planning) dan ini pun harus merupakan bagian 

integral dari rencana pembangunan nasional. 265 Perwujudan rencana 

pembangunan nasional pada saat dikeluarkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2002 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas), yang mana pada bagian Program 

Penyelesaian dan Pemantauan Utang Perusahaan, dinyatakan bahwal66: 

•• ... debitur~debitur yang meJanggar hukum hams diproses secara hukurn 
dan proses penyelesaian utangnya tetap dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan hukurn yang berJaku. Debitur yang kooperatif dapat diberikan 
insentif, sedangkan debitur yang tidak kooperatif dltetapkan penalti atau 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku." 

Dengan demikian substansi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tersebut 

adalah penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pernbangunan Nasional (Propenas), sehingga merupakan suatu kebijakan 

pemerintah atau seperti yang dikatakan Sudarto sebagai bagian dari kebijakan 

integral pembangunan nasionaL 267 

Secara yuridis adanya kebijakan "release and discharge" yang tertuang 

dalam Jnstruksi Presiden Nornor 8 Tahun 2002 tersebut telah rnereduksi peran 

hukum pidana sebagai sara.na dalam menang&TUlangi kejahatan sehingga ada 

pendapat yang mengatakan bah\va kebijakan tersebut merupakan impiementasi 

dari kebijakan s:esaat dalam rangka memfasiJitasi kepentingan pdaku 

JM Sudarto, Hukum dan ... , Loc. Cir. 
166 Lampiran 3.4.2 Undang-Undang Nomor 25 Tatmn 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional {Propeilas}. 
247 Putusan Mabkamab Agung Nomor 06GIHUM/2003 tanggal 30 Desember 2003 

memutuskan menolak gugaUm uji materi! (judicial review) yang diajukan oleh Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum indonesia (YLBHI.) dan Indonesia Corruption Watcb (!CW) terhadap lnprc.'> 
Komor 8 tahun 2002, dengan pertimbangan purusan yang pada pukoknya menyatakan bahwa 
Tnpres Nomor 8 tahun 2{)02 merupakan kebijakan presiden (beleid regels) yang tidal<: tetmasuk hak 
uji matcril sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketajudicia! review. 
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(konglomerat). 268 Pandangan sebaliknya justru melihat tidak merupakan 

penyimpangan dari asas-asas hukum yang berlaku, bahkan merupakan cara 

penerapan hukum yang terbaik bagi yang bersangkutan.269 Menurut penulis kedua 

pendapat tersebut ada benamya~ tergantung dad sudut mana kita memandang hal 

tersebut, apakah dari substansi yang dirasakan "tidak adil" ataukah dari formal 

yuridis yang meiihatnya sebagai kebijakan integral negara. Alasan penulis im 

didasari pandangan yang melibat hukum sebagai produk kebijakan (policy), 

karena jika dHihat dari konteks kebijakan (policy) hukum sesungguhnya 

merupakan produk politik, di mana hukum sebagai dependent V(lriable (variabcl 

terpengaruh) tidak dapat dipandang hanya sebagai pasal~pasal yang bcrsifat 

impcratif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagal 

subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin dipengaruhi olch poHtik 

sebagai independent variable (variabel berpengaruh), baik dalam perurnusan 

materi maupun dalam implementasi dan penegakannya.270 

Pelaksanaan dari kebijakan hukwn pidana dikaitkan dcngan adanya 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 mengenai kebijakan ''relea.,-e and 

discharge" tcrsebut adalah dengan cara mengesampingkan perkara tindak pidantt 

(deponir) yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan BLB1 manakala obligor 

BLJ:3I bcrsikap koperatif daJarn pengembaJian utangnya. Artinya, pam pelaku 

kejahatan penyalahgunaan dana BLBI yang secara faktual meskipun telah 

memenuhi rumusan hukum pidana akan dibebaskan dari pertanggungjawaban 

(tuntutan) pidana atas kejahatan (tindak pidana) yang telah dilakukannyajika yang 

bersangkutan melunasi utangnya. Sebaliknya apahila penerima BLBI bersikap 

non~kopcratif atau tidak mau melunasi utangnya maka kepada yang bersangkutan 

tctap dllakukan pem.mlutan pidana sebagai ~ud pertanggungjawabannya. 

Konkretisasi dari wujud pelaksanaan '"release and discharge" adalah 

diterbitkannya Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN apabila telah membayar 

utangnya secara tunai sebesar minimum 30% dan bersedia membayar sisany~:1 

dengan sertifikat bukti kepada BPPN. Dengan SKL tersebut mereka yang telah 

diperiksa dalam proses penyidikan akan diberikan Surat Penghentian Penyidikan 

::zt.S M. Arief Amrullah, Op. Cit, hal. 10-11 . 
.!® Romli Atmasas.mita, Pengantar Hukum ... , Op. Cit .. haL 48. 
lJO Moh. MahftJd M.D., Polilik Hnkum Di Indonesia. {Jakarta: LP3ES, 199&). hal. }w2. 
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Perkara (SP3), 271 dan mereka yang tengah diproses di pengadilan dapat 

menjadikan SKL sebagai "novum" atau bukti baru yang dapat membebaskannya 

dari penuntutan maupun sanksi pemidanaan. 272 

Berdasarkan apa yang telah dibahas temyata menunjukkan bahwa 

kebijakan hukum pidana terhadap bank scbagal pelaku kcjahatan di bidang 

perbankan pada tahap legisiasi maupun tahap aplikasi masih Jemah dan cenderung 

berpihak kepada kepentingan korporasi. Adanya ketidakberdayaan hukum pjdana 

terhadap pelaku kejahatan korporasi (di bidang perbankan ini) menunjukkan 

bahwa banyak kejahatan tersebut yang belum terjaring oleh sistem pcradHan 

pidana, baik karena celah-celah daiam hukum pidana kita maupun karena hukum 

secara sadar dan tidak adil telah memibak kepada kelompok~kelompok da!am 

masyarak:at yang punya iobi kuat (politic and economic power).213 Dalam ha! ini 

penulis juga scpendapat dengan Sahetapy yang mengatakan sebagai bedkut274 
; 

"Hukum dalarn kediriannya secant inheren tidak ada sangkut pautnya 
dengan persoalan keadilan dan kebenaran. Hokum tidak lain dan tidak 
bukan hanya merupakan suatu sarana saja pada pemerintah atau dalam 
tangan-tangan yang berkuasa untuk mengarahkan cara berpikir dan 
bcrtindak untuk tiba di tujuan yang hcndak dicapai. Dengan demikian 
maka hukum menjadi suatu sarana yang ampuh dalam rangka kebijakan 
(policy) untuk mencapai pelbagai tujuan penguasa, kelompok minoritas 
atau mayoritas yang berkuasa, da1am rangka mewujudkan cita-cita yang 
hendak dicapaL Dalam rangka konseptualisasl yang demikian maka 
hukum selalu berpihak, selalu berwarna dan oleh karena itu tidal< akan ada 
kata "keadilan" ataupun "kebenaran'' dalam makna dan hakikat yang 
sebenarnya, se1ain kata "kepastian" yang memang rcrpanc<IJ1g 
dalam "kamus hukum". 

m Lihal Pasul !09 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya mcnyatakan peny1dik dapa1 
menghentikan penyidikan apabila tiduk terdapat cukup bukti, Dtau peristiwa 1crsebut bukan 
merupakan tlndak. pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukunt. Alasan penyidikan dihenliknn 
demi hukum inilah yang me1tjarli dasar pert(mbangan penyidik Kejaks<ian Agung dafam 
menerhltkan Surat Penghentian Penyidlkan Perkara (SPJ) terhadap kasus-kasus {pida:na) tersangka 
obligor BLBI yang te!a:h memperoleh SKL (release and discharge). 

112 Pada umumnya obligor yang mempcro!eh SKL (releus;:: ami discharge) kasus 
pidananya masih berada pada tingkat penyidikan (Kcjaksaan Agung) sehingga be!um dillmpahkan 
ke pengadilan. 

m Mardjono Rcksodipmro, ''Kejaha!an Korporasi ... ", Op. Cit., hal. 696. 
m J. E. Saltetapy dan Mardjono Rcksodlputro, Parodos do/am Kriminologi (Jakarta, 

Rajawa!i Pers, 19.89), hal. 17 ~ i8. 
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C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Bank Sebagai Pelaku Kejahatan Di 

Bidang Perbankan Pada Masa Yang Akan Datang 

Kejahatan di bidang perbankan sobagai bagian dari kejahatan ekonomi 

(economic crimes) rn.erupakan salah satu bentuk kejahatan yang erat hubungannya 

dengan sistem at.au struktur ekonomi nasionaL Peran sektor perbankan yang 

sangat strategis dalam kegiatan perekonomian menyebabkan peratunm 

perundang-undangan yang ada di bidang perbankan memerlukan pembaharuan 

agar dapat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. 

Salah satu usuha untuk menjaminnya kegiatan perekonomian dan 

perbankan dapat berjalan sebagaimana tujuan pembangunan adalah me!alui 

pendayagunaan ketentuan pidana dalam rangka pcncegahan maupun 

penanggu1angan berbagai perbuatan yang disebut dengan kejahatan ekonomi 

tersebut. Fungsionalisasi hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan ini 

selain harus memperhatikan kebijak:an perlindungan sosial (social defense policy), 

juga harus memperhatikan sasaran pembangunan ekonomi yang hendak dlcapai. 

Saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistcm 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan penjabarannya dalam Peraturan Presidcn 

Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

tahun 2004 - 2009 yang merupakan landasan bagi arah kebijakan pembangunan 

nasionaL Apabila kita cermati pada suhstansi pembangunan di bidang hukum, 

temyata kedua peraturan perundang~undangan tersebut lebih menekankan kepada 

masalah penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi_ 

serlangkan rnasalah tindak pidana dl bidang perbankan belum mendapatkan 

perhatian. 

Dengan pcrkataan lain arab kebijakan h.ukum pidana terhudap 

penanggulangan kejahatan di bidang perbankan inl sebenarnya masih bdum jclas. 

Padahal apabila kita lihat ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang 

perbankan saat tni, yakni Undang-undang tentang Perbankan (Undang~Undang 

Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nornor 10 

Tahun 1998) menunjukkan substanslnya masih terdapat banyak kelemahan. 

Salah satu kelemahan sebagaimana yang telah diuraikan adalah beium 

diaturnya eksistensi bank sebagai pelaku tindak pidana yang harus 
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dipertanggungjawabkan secara hukurn bersama-sama dengan pengurus atau 

directing mind bank tersebut. Apalagi jika kita kaitkan dengan kebijakan 

pemberian release and discharge sebagai suatu pranata "baru" yang sebe1umnya 

tidak dikenal dalam shotem hukum kita. Sebagaimana dikatakan Muladi bahwa: 

keluaran (output) sistem hukum harus dikaji dengan baik, karena tidak mustahil 

diskresi yang ada selanjutnya dapat dievaluasi dan dijadikan rnasukan bagi 

pembaharuan hukum. ~75 

Pembaharuan hukum dilihat dari pendekatan kebijakan pada hakekatnya 

merupakan bagian dari upaya penanggulanga.n kejahatan sekaligus up,lya 

memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka mengcfektifkan 

penegakan hukum. 176 Pembaharuan hukum dalam konteks yang demikian tidak 

lain merupakan bagian dari kebijakan hokum pidana (penal policy), yang dapat 

diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang~undangan pidana yang 

sesuai dengan kcadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk rnasa~masa yang 

akan datang, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.277 

Pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana ini tidak dapat dipisahkan 

dengan konsep dasar yang dlatur dalam hukum pidana, yaitu meliputi tindak 

pidana. pertanggungjawaban pidana; scrta sanksi pidana (pemidanaan). Dengan 

demikian kebijakan legislatif alau kebijakan perundang-undangan sebagai bagian 

dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan ini meliputi:m : 

1. Kebijakan tentang perbuatan~perbuatan teriarang apa yang akun 

ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan; 

2. Kebijakan tenang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan 

terlarang itu dan sistem penerapannya; 

3. Kebijakan tentang prosedur atau mekanismc sistem peradiian pidana 

dalam rangka penegakan hukum pidana. 

Pembahasan pertama yang berkaitan dengan kcbijakan hukum pidana 

terhadap bank scbagai pelaku kejahatan di bidang pcrbankan ini adalah mengcnai 

perbuatan pidana (criminal ac1), yang belurn diatur dalam Undang-Undang 

m Muladi, Hak Asasi Manusiu ... , Op. Cit., MI. 86. 
:?..; Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan.", Op. Cil . • hal. 26. 
:m Lihat Sudarto, Hukum Pidalla dan . ., , Op. Cil. , haL 9) 94. Jvga dalam Sudarto. 

Hukum dan ... , Op. Cit. , haL l53. 
"''" Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-TeorL, Op. Cir. , haL 198. 
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Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Unda.ng-Undang Nomor 

10 tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini berka1tan dengan proses kriminalisasi, 

yang dikatakan Sudarto sebagal proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai 

perbuatan yang d.apat dipidana.:m Menurut penulis makna "orang" sebagaimana 

dikatakan Sudarto tersebut hams diperluas dengan "korporasi" sebagai suatu 

jurisllic person. 

Untuk itu ada baiknya jika dikemukakan kembali mengenai tindak pidana 

yang diatur da!am Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagalmana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbank:an, yaitu 

terdiri atas tujuh jenis tindak pidana yang diatur pada Bab Vlll mengenai 

Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif Ketujuh jenis tindak pidana (yang 

dik:ualifikasikan sebagai kejahatan) tersebut meliputi : 

1. Kejahatan menyangkut izin usaha bank (Pasal46 ayat 1); 

2. Kejahatan bcrkaitan dengan rahasia bank (Pasal47 ayat 1 dan 2); 

3. Kejahatan yang bcrkaitan dengan kewajiban memberikan keterangan 

kepada pihak herwerumg (Pasal47A); 

4. Kejahatan berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia {Pasal 

48 ayat I); 

5. Kejahatan berkaitan dengnn kegiatan menjalankan usaha bank (Pasal 49 

ayat I dan 2); 

6. Kejahatan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank (Pasal50); 

7. Kejabatlln yang dilakukan oleh pemegang saham (Pasal 50A). 

Apabila dihubungkan dengan penyalahgunaan BLBI yang dilakukan bank~ 

bank penerlmanya (sebagai suatu kejahatan), mak:a apa yang terdapat dalarn 

ketcntuan Bab VIII Undang-Undang Perbankan temyata belurn cukup memadai 

karena rnasih terdapat beberapa kejahatan lainnya yang belum diatur. 

Kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi 

(corporate crime), jadi dalam konteks bank sebagai pelaku kejahatan. Adapun 

yang pertama ada1ah kejahatan yang menyangkutpemberian informasi tidak henar 

kepada masyarakat atau eaton nasabah yang berkaitan dengan window dressing, 

dan yang kedua adalah kejahatlln yang rnenyangkut praktik bank dalarn bank yang 

119 Sudarto, Hukum Pidana dan.,, Op, Cil., haL 39 ~ 40. 
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menyangkut ketcntuan mengenai pelanggaran batas maksimum pemberian kredit 

(BMPK) yang maslh belum tegas. 

Untuk yang pertama, yaitu kejahatan yang menyangkut pernbcrian 

informasi yang tidak benar kepada masyarakat atau calon nasabah yang dalam 

bahasan Inggris disebut dengan istilah Fraudulent Misrepresenlion, Praktik 

pemberian keterangan yang tidak benar untuk tujuan jahat itu dllakukan dengan 

maksud untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk pribadi rnaupun kelompok, 

dengan cara melanggar hukuro dan secara tangsung ataupun tidak !angsung 

merugikan pibak lain.280 Menurut penulis perbuatan tersebut tidak saja melanggar 

etika bisnis yang baik (good corporate governance) namun juga melanggar 

kepercayaan masyarakat (vioh1lion of public lrusl). 

Kejahatan Fraudulan! MtsJ·epresention dalam kegiatan perbankan ini 

sangat terkait dengan window dressing, yaitu tindakan mengelabul masyarakat. 

yang pada urnumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata 

masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar. 2111 Meskipun 

kejahatan window dressing ini secara materiil belum terlihar merugikan pihak 

manapun pada saat kejahatan itu dilakukan~ 282 namun akibat yang ditirnbulkau 

justru sangat negatif bahkan membawa dampak yang cukup besar terhadap 

perekonomian nasional. Salah satu contoh dampak yang ditimbulkan adalah 

runtuhnya sektor perbankan pada saat krisis moneter yang diakibatkan praktik 

window dressing yang dilakukan bank, sebagaimana Kesimpulan Hasil AudiL 

lnvestigasi BPK Nomor 06/0l/Auditama !VAI/V!I/2000 tanggal 31 Juli 2000, 

yang menyebutkan sebagai bcrikut 283 
: 

<'Dugaan bahwa laporan berkala dari bank-bank tidak dapal dipercaya. 
terbukti pada saat ddakukan pemeriksaan oleh Bl dan due diligence olch 
BPPN dalam rangka program penyehatan bank. Laporan due diligence 
tersebut banyak mengungkapkan berbagai pelangganm dan rekayasa 
t.ransaksi yang dilakukan oleh bank dalam kurun waktu Iama1 namun tidak 
tc;rdeleksi oleh sistem pengawasan bank yang dherapkan oleh BI." 

180 Gandhi, "Praktik Fraudulent Misrcprcsention" dalam Kiki Pranasari dan Adrhll'IUS 
Meliala (Ed.), Praktd Pemherian Kelerangan yang Tidak Benar (Frmldufent Misrepresenfarirm). 
Suaru Modus Penyimpangrm Ekonnmi (Jakarta : tli-Press, 1991 ), hal 4 - S-

::11: H. Setiyono, Kejaharan Korpm"Osi . Ana/isis Viktimologis dan Perfanggungjtrwalwn 
Kmporasi dalam/111kum Pfdana ludom:sia (Malang; Bayumedia Publishing, 2005), haL 66. 

"~~ Rjjanto Sastrowardoyo, "Praktik Penyirnpangan dan Kejaharun Perbankan'' dalam 
Kiki Pnmasari dan Adrianus Meliala (Ed.), Op. Cit., hal. 72. 

m BPK~RL Loc. Cit. 
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Mengingat kejahatan window dress;ng ini pada ha.kekatnya merupakan 

praktik curang (fraud) akan selalu ada dalam praktik perbankan dan merupakan 

karakter dari kejahatan ekonomi yang dilakukan tanpa kekerasan, o1ch karena itu 

sudah saatnya kejahatan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan yang 

akan datang, Demikian pula terhadap subjek pelakunya juga harus diperluas 

sehingga tidak saja mencakup bank sebagai korporasi namun meliputi pula 

korporasi perusahaan akuntan publik selaku pihak terafiliasJ bank. karena tidak 

jarang window dressing ini justru dilakukan oleh perusahaan akuntan publik yang 

berkolusi dengan bank seperti yang terjadi pada kasus Enron Corp. di Amerika 

Serikat. 284 

Kejahatan seianjutnya adalah kejahatan yang menyangkut "praktik bank 

dalam bank" yang terkait dengan pelanggaran batas maksimum pemberian kredh 

(BMPK) atau legal lending limit. Mcnurut Rijanto Sastrowardoyo, konstruksi 

"praktik bank dalam bank" adalah sebagai berikut285 
: 

"Apabi!a terdapat unsur-unsur dalam bank yang melakukan kegiatan 
tertentu seperti memberikan kredit atau menerima simpanan ataupun 
kegiatan perbankan lainnya di luar operasi formal yang lazim dilakukan 
oleh bank, maka operasi bank di dalam bank dapat melibatkan kegjatan 
para oknum pemegang saham, pengurus, pejabat, para pegawai .... 
Kegiatan ini akan semakin luas apabila ada unsur keiuarga, kerabat atau 
bandai taulan yang ikut memanfaatkan fasilitas bank untuk keuntungan 
diri pribadi atau kelompoknya." 

Apabila mellhat dari konstruksi yang digambarkan tersebut, maka pada 

dasamya ''praktik bank dalam bank" tersebut sudah mengarah kepada tindak 

pidana bcrupa penggelapan dana masyarakat (nasabah) ataupun negara (dalam hal 

terdapat penyertaan modal pemerintah a tau bantuan dana likuiditas pad a bank). 

Dengan demikian juga mengandung unsur~unsur tindak pidana korupsi. Praktik 

bank dalam bank semacam ini sulit dideteksi, dan pennasalahan bam muncul 

apabila pirtiaman itu mulai macet dan tidak kern bali (non performing loan). 

Bebernpa modus operandi "praktik bank dalam bank" yang terkait dengan 

pelanggaran BMPK ini adalah rekayasa transaksi dengan berbagai cara, misalnya 

mem.buat pcrusahaan-perusahaan flktif yang seolah-olah perusahaan bukan 

~81 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban ... , Op. Cir., hal. l! 12. 
:Rs Rijanto Sustrowardoyo, Luc. Cit., hal. 66 ~ 6S, 
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grupnya, untuk dikucurkan kredit. Dalam ""Buku Putih" terbitan Cen1er for 

Banking Crisis sebagaimana dikutip Arief Amrullah, disebutkan bahwa 

perusabaan dimaksud hanya paper company, bahkan alamatnya pun palsu.2l!6 

Modus operandi lainnya {sebagaimana gambar skema di bawah ini) adalah 

dengan menyalurkan kredit melalui bantuan pihak ketiga (chanelling), nlisalnya 

perusahaan pembiayaan (multi finance). Pada tahap selanjutnya perusahaan multi 

finance itu akan memberikan kredit lagi kepada perusahaan grup pemilik bank, 

yang kemudian dilkuti dengan "pemyataann pengambilalihan utang (cessie).231 

Modus Operandi Pengbindaran BMPK 
MI1IAWl t.£MMO" l"ll.Mlit.\YAAN 

STATEMENT AMB!LAUHKUTANG 

Ketentuan mengenai B:MPK lni telah diatur dalam pasal 11 Undang­

Undang tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor l 0 Tahun I 998), namun terhadap 

pelanggarannya "terpaksa" mempergunakan ketentuan pidana pasal 49 ayat (2) 

huruf b Undang-Undang Perbankan yang oleh Remi Sjahdeini disebut dengan 

"pasal sapu jagat" 288 karena memang tidak diatur dengan ketentuan pidana 

tersendirL Sebaiknya ke depan kejahatan terhadap pelanggaran BMPK ini 

dinyatakan dalam suatu pasal tersendiri dan dengan menambah bank {korporasj) 

sebagai subjek pelaku tindak pidananya. 

lSS M. Arief Amrullab, Op. Cit., hat 58. 
2l:ll Bareskrim Mabes POLRI, Anatomi Kcjalwtali Perbankan, modul presentas! 

disampaikan pada Pendldikun dan Pelatihan FORSAT (Forensic Aecounting and Assets Tracing) 
di Cinere, tanggal29 November~ 22 Desember 2004, haL 17. 

185 Smao Remy Sjahdeini, Ketentuan-Ketenluan ... , Op. Cit .• hal. 13. 
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Berkaitan dengan penyaiahgunaan BLBI yang dilakukan oleh hank, 

sebelumnya telah dibahas bahwa kejahatan tersebut pada hakekatnya juga 

rnerupakan tindak pidana korupsi (di bidang perbankan). Korupsl pada dasarnya 

merupakan perbuatan " ... secara melawan hukum melakukan perbualan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

me!Ugikan keuangan negara atau perekonomian negara ... ". 289 Menurut penulis 

unsur adanya kcrugian keuangan negara merupakan salah satu pcrtimbangan yang 

cukup penting untuk memasukkan kejahatan di bidang perbankan sebagai tindak 

pidana korupsi.2~0 

Mesklpun saat ini program bantuan Hkuiditas Bank Indonesia (BLB!) 

sudah tidak ada Jagi namun program serupa masih dipertahankan karena berkaitan 

dengan fungsi Bank Indonesia sebagai the lender of the last resort (penyedia 

pinjaman dana daJam rangka memberikan bantuan kepada bank pada situasi 

darurat). Hal ini bisa kita lihat pada ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang 

Bank lndonesia (Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004), di mana terdapat fasi!itas 

bantuan dana likuiditas kepada bank yang sedang mengalami krisis keuangan 

yang discbut dengan Fasi!itas Pembiayaan Darurat (FDP)) sebagai berikut : 

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuanl::,ran yang 
berdampak sistemik dan becpotensi mengakibatkan krisis yang 
membahayakan sistem keuangan, BI dapat memberikan fasilitas 
pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi be ban Pcmerintah. 

Jadi pada prinsipnya FDP mirip dengan BLBI. Belajar dari pengalaman 

kasus pemberian dana BLBI yang dikatakan oleh Sukowaluyo Mintorahardjo 

bagalkan buah simalakama, karena penyaluran BLBI menimbulkan resiko moral 

hazard,291 maka pemberlan FDP ini juga beresiko yang sama.292 Terfebih lagi di 

-------·-
2
"" Pasal 2 UndangwUndang Pemberaotasan Tindak Pidana Korupsi (Undang~Undang 

No31 Talnm 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001), 
:'10 Kebljakan penegakan hukum untuk mengkonstruksikan kejahatati di bidang perbankan 

sebagai tindak (lid;ma korupsi ini nampak pada arahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Klmsus 
Kejaksaan Agung dalam Rapat Kerja Teknis tahun 20\H di Jakarta yang diikuti Kepala Kejaksuun 
Tin,ggi dan Asisten Pidana Khusu~ seluruh Indonesia. 

:!'.ll Sukowa!uyo Mlntorahardjo, BLBl : Simalakama Pertamhon Kektt(Jsaun Prei>idcn 
SocharUJ (Jakarta; RES!, 2001), hal. 4 dan hal6. 

19~ S. Batunanggar, "Fasilitas Pembiayaan Darurnt Vs BLBI" dalam investor Daily (2 
Februari 2006). 
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Indonesia, adanya penyertaan modal pemerintah ke dalam lingkup aktivitas bank 

sebagai kegiatan bisnis, merupakan tempat potensial untuk terjadi korupsi di 

lingkungan swasta atau kerja sama korupsi oleh sektor swa!."ta dan sektor publik 

(collective coruption). 293 Inilah yang dikatakan oleh UNDP (United Nation 

!Jevelopment Program) sebagai state capture type of corruption (SCTC), yaitu 

« ... the collusion among public and privale agents for private benefit".29'1 

Hanya saja penerapan kejabatan di bidang perbankan sebagai tindak 

pldana korupsi pada saat ini terganjal oleh ketentuan pasal 14 Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak: Pidana Korupsi (Undang~Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nom.or 20 Tahun 2001) yang 

menentukan295 
: 

"Setiap orang yang melanggar ketentuan undangRundang yang secara. tegas 
menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 
tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur 
dalam undang-undang (korupsi, pen.) ini." 

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa jika dalam ketentuan undang~ 

undang lain itu (dalam hal ini Undang-undang Perbankan) tidak ditegaskan 

sebagai tindak pidana korupsi maka Undang-Undang Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tidak dapat 

diberlakukan karena terdapat "lex specialis systematic". 196 Ketentuao yang 

demikian tidak ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang lama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), sehingga menurut penuHs 

undang-undang yang lama lebih luas jangkauannya (khusus dalam hal ruang 

lingkup tindak pidana korupsi karena dapat mencakup tindak pidana korupsi di 

bidang perbankan). 

'
9
l Romli /Hmasasmita, Pengantar Hukum ... , Op. Cir., haL 29. 

2
"

4 
Jenis korupsi !ainnya adalah pelly admhJistratiw: corruption (PAC), yaknl korupsi 

yang di1akukau oleh pejabat publik (birokrasi atau polltik) dengan menyalahgunakan kewenungan 
dan pada umumnya berupa penyuapan. Lihat Christianto Wibisono, Corruption aud ConjUcr t!( 
Interest in lndamma, makalah disampaikan pada Seminar Korupsi Ditinjau dari Pcrs.pektifl !ukum 
dan Polltik, Jakatta, 6 Agustus 2007, haL 2. 

:'15 Lilml Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pcmberamasan Tindak 
Pidana Korupsi. 

l% Romli Atmasasmita, "Polilik Hukum Pembe-rantas:an Korupsi : Lex Spccialis 
Systematic Versus tex Speci<tlis Dcrogat Lege Generalis" dalam Media lndm1esia (IS Oktober 
2007). 
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Apabila k:ita telusuri ketentuan Undang-Undang Perbankan (Undang~ 

Undang Nomor 7 tahun 1992 sehagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998)~ ternyata tidak satu pasal pun yang menyebutkan bahwa 

kejahatan di bidang perbankan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Dengan 

demikian apakah kejahatan di bidang perbankan ini tidak dapat dituntut 

berdasarkan scbagai tindak pidana korupsi? Terhadap hal ini menurut Arief 

Amrullah, dapat dikembalikan kepada semangat (legal spirit) dlbentuknya 

Undang-Undang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi,297 yang tercermin dalam 

Penjelasan Umum pada alinea ke-5,298 yakni: 

" ... agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan 
keuangan negara atau perekonomian negara yang semakln canggih dan 
rumit ... , sehingga meliputi perbuatan~perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korpornsi, secara rneiawan hukum dalam 
pengertian formil dan materil." 

Mengembalikan kepada legal spirit tersebut adalah sesuai apabila 

dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan yang 

menyatakan bank adalah lembaga yang menghimpun dana dart masyarakar. 

terlebih kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh bank, tidak hanya 

bersurnbcr dari masyarakat, tetapi juga dari pemcrintah atau negara. Dengan 

memahami legal spirit yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan 

tersebut, dapat menctratisasikan kesenjangan antara semangat hukum yang asli 

(original legal spirit) de:ngan semangat hukum yang berkembang pada saat 

dilakukan penegakan hukum (actual legal spirit).Z99 

Jadi meskipun kejahatan di bidang perbankan yang merugikan keuangan 

negara dapat dlkuaJiflkasikan sebagai tindak pidana korupsi, namun demi 

legitimasinya maka secara fonnal yuridis dirasakan perlu untuk memasukkan 

kejahatan di bidang perbankan yang mengandung "unsur kerugian keuangan 

negara" sebagai tindak pidana korupsi. Bahkan sebenamya jika kita perhatikan 

ketenluan Pasa{ 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan, pada dasurnya 

1
"'

1 M. Arlef Amrullah, Op" Cil., hal. 1{}5- W6. 
2~8 Penjclasun Umum Undang-Undang Pcmberaotasan Tindak Pidana Korupsi (Undang­

Undang No.3 J Talmn 1999). 
m Muladi, Hak Asasi Manusia ... , Op. Cit, hat 68 
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sudah mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu suap (bribery) 

kepada pejabat bank.300 

Pembahasan selanjutnya adalah masalah pertanggungjawaban pidana 

(criminal liability) di mana dirasakan perlu untuk memasukkan bank (korporasi) 

sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai perbandingan, pada beberapa perundang­

undangan lain juga telah menunjuk korporasJ sebagai subjek hokum pidana. 

Berkaitan dengan kejahatan di bidang perbankan maka perundang-undangan 

dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (bank sebagai pelaku kejahata:n korupsi) 

dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang­

Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pcncucian Uang (bank 

sebagai pclaku kejahatan money laundering). Ke depan ini kira:nya perlu dalmn 

Undang~Undang Perbankan (yang diperbaharui) untuk rnempertanggungjawabkan 

bank sebagai pelaku tindak pidana di bidang perbankan. 

Adapun konstruksi pertanggungjawabannya dapat mcnggunakan ajanm 

strict liability (pertanggungjawaban mutlak) ataupun vicarious liability 

(pcrtanggungjawaban yang dialihkan} yang secara tegas harus dicanturnkan daiam 

undang-undang pcrhankan sehingga lebih ruemudahkan penuntut umum dalam 

pembuktian unsurnya. Hanya saja yang tidak boleh dilupakan bahwa meskiplm 

bank (selaku korporasi) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. hal ini tidak 

boleh mengurangi kemungkinan dipidananya pengurus atau pemegang saham atau 

siapapun tersebut yang bertindak sebagai directing mind korporasi tersebut. Jadi 

mereka yang menjadi actor inte!eciualis ini juga tetap dipidana bersamiHiama 

dengan korporasi (bank). Dalarn hal ini penulis sependapat dengan Remi 

Sjahdeini yang mengatakan, " ... sistem pembebanan tanggungjawab korporasi 

yang terbaik adalah pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, da11 

keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana."301 

Selanjutnya yang terpenting adalah pemberJan s.anksi pldana yang tcpat 

terhadap korporasi. Sebagaimana dikatakan oleh Packer bahwa usaha 

pe.ngenda1ian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang 

100 Llhat Pasal49 ayat (2) hurufa UndaJ1g-Undang Perbankan 
101 Su!an Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban .. , , Op. Cit, , hal. 62 ~ 63. 
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yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang 

mempWlyai dimensi hukum yang sangat penting. 302 Demikian pula halnya 

pemidanaan terhadap korporasi bank, terlebih korporasi merupakanjuridic person 

sehingga tujuan pemidanaannya tidak blsa disamakan begitu saja dengan manusla. 

Khusus terhadap pengurus bank (maupun pihak terafiliasi lainnya. 

tennasuk pemegang sa ham) maka sebenamya ancaman sanksi pi dana yang 

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (yang mengubah dan 

menambah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992) tentang Perbankan sudah 

cukup memadai. Kebijakan hukum pidana yang menonjol pada undang-undang ini 

adala.h ancaman pidana (penjara) yang cukup tinggi dengan ketentuan minimal 

khusus (dengan kata-kata "minimum penjara sekurang~kurangnya ... ") yang 

dikumulasikan dcngan pidana denda (dengan kata-kata " ... penjara dan denda ... ). 

Denda ini pun cukup tinggi dan juga dengan ketentuan minima! khusus ( dengan 

kata-kata "minimum denda sekurang-kurangnya ... "). 

Sanksi pidana yang berat ini menunjukkan bahwa pembuat undang~undang 

masih memandang pidana sebagai efek prevensi generalnya. 303 Meskipun 

Undang-Undang Perbankan telah mencantumkan sanksi pidana yang bend namun 

keberadaan sanksi pidana ini tidak ada artinya karena dalam praktiknya ternyala 

eksistensi sanksi pidana justru dikesampingkan dengan adanya kebijakan "release 

and discharge". 

Kembali kepada pemidauaan terhadap bank sebagai korporasi maka 

sekilas perlu ditinjau tcrlebih dahulu bahwa hukum pidana kita tcrutama djdcsain 

untuk menghadapi perilaku irtdividu manusia. Jadi meskipun telah ada usaha 

memungkinkan pertanggungjawaban korporasij namun praktek peradilan pidana 

IndonesJa menunjukkan bahwa kesalahan (pertanggungjawaban pidana) masih 

dibebankan pada manusia pelakunya (pengurus atau pegawainya). 304 

lOl Herbert L Packer, Op. Cit. , hal. 3. 
Jru Sudarto, Hukum dan . .,, Op. Cit., hal. 35. 
J!}.l Hingga saat ini belum ada yurisprudensi di lndoncrsia yang menjatuhbn sanksi pidan<J 

kepadn korporasi meskipun beberapa perundang-undangan telah memungkinkannya. Adapun 
penunrU1an terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi pertama kali di!akukan adalah pada 
kasus Teluk Buyat. dimana PT. Newmount Minahasa Raya {sebagai korporasi) didakwa 
melakukan tindak (lidm1a lingkungan hidup, sayangnya pada tingkat Pengad.ilan Negeri dipu!us 
bebas karcna lmkim menganggap unsuryang didukwakan pcnuntut umum tidak teri:Htkti. 
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Upaya konvensional rnenghadapi kejahatan korporasi salah satunya adalah 

dengan ancaman pidana denda yang tinggi terhadap korporasi. Tujuannya adalah 

agar korporasi merasakan kerugian karena perbuatannya tersebuL Hal ini juga 

dikatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo sebagai berikueos : 

" hukuman penjara bagi para pejabat badan hukum yang 
bertanggungjawab, di samping denda yang lebih berat terhadap 
perusahaan, yang dapat didas:arkan pada aset atau kekayaan hadan hukum 
atau terhadap jumlah keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara fiegal, 
dapat memaksa para pengambil keputusan untuk mcmpertimbangkan 
dengan sangat hati-hati resiko apabila melanggar hukum atau perundaog­
undangan yang berlaku." 

Kerugian akibat harus membayar denda yang tinggi tersebut secara tidak 

langsung dapat menyebabkan para pemegang saharn juga dirugikan, karena 

keuntungan korporasi (dan karena itu deviden yang dapat dibagikan) akan 

berkurang. Konstruksi pemikirannya. adalah diharapkan pada akhimya pemegang 

saham dapat mempengaruhl pengurus korporasi agar tidak meiakukan tindak 

pi dana karen a j ustru akan merugikan mereka (para pemegang saham ). 

Asumsi ini temyata tidak selalu benar, terlebih untuk perusahaan yang 

bcsar (konglomcrasi). Kenyataan ini dapat di!lhat pada kasus kejahatan 

penyalahgunnan dana BLB1 di mana justru pemegang sahamlah yang berinJsiHtif 

scbagai directing mind perbuatan tersebut. Hal demikian ini dapat terjadi karcna 

cara pandang para pemegang sabam dari korporasi (bank) yang juga tahu balnva 

pertanggungjawaban mercka adalah terbatas (bank bcrbentuk Perseroan Terbatas). 

Jadi sebagaimana. dikatakan Mardjono Reksodiputro306 
: 

"'Jika kemungkinan imbalannya cukup tinggi, mereka akan mernbiarkan 
korporasi melakukan perbuatan-perbuatan yang mempunyai resiko tinggi 
(yang membahayakan atau merugikan masyarakat), karena kalau korporasi 
berhasil mereka akan memperoleh keuntungan (keuangan) yang bcsar. 
Sebaliknya apabila diketahui penegak hukum, mereka hanya kehilangan 
deviden saja." 

Dengan demikian usaha menghukum korporasj melalui pidana denda 

banyalah cfektif untuk perusahaan ked( dan menen!,;,rah (small .reate businesses). 

)iH Soedjono Dirdjosisworo, Kejahatan Bisnfs (Orirmtasi dan Konsepsi) (Banclung 
Mandar Maju, 1994), hal. 94_ 

JGG Mardjono ReksodlpUt.ro, Bunga Rampai ... , Op. Cit., hal. 14J. 
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tetapi tidak untuk perusahaan besar (konglomerasi) atau big business. Keadaan ini 

sedikit banyak juga dipengarubi akibat moral insensibility para pengurus dan 

pemcgang saham korporasi. JU? Pengertian moral insens;bf!ity adalah cara pandang 

corporate e:recuJive yang merasa perbuatan yang dilakukannya tcrsebut bukanlah 

kejahatan (not really criminal), sehingga hanya karena "unfortunate mistake" saja 

mereka bisa dlhukum, 308 

Adanya cara pandang yang demikian karena dalam pemidanaan denda 

terhadap korporasi tersebut tidak ada stigma sosial yang diberikan oJeh 

Hngkungannya (ma."'yarakat) sehingga tidak menimbulkan efek deterrence. Untuk 

itulah sa.nksi pemidanaan terhadap korporasi selain menggunakan upaya penal, 

juga perlu didayagunakan upaya non penal secara bersamaan dalam rangka 

menunjang upaya penal tersebut Terlebih iagi apab!la kita kaitkan dengan tindak 

pidana korporasl. dimana posisi bank dapat berfungsi sebagai pelaku, sehingga 

tindak pidana korporasi ini tidak hanya cukup bersandar pada hukum pidana saja 

rnelainkan lebih luas keterkaitannya dengan pemerataan keadilan dan 

kemakmuran bagi masyarakat (crime againts public welfal'e).309 

Pemberitaan di media massa terhadap kejahatan yang dilakuk:an kelompok 

bisnis (korporasi} sebenarnya dapat menjadi "ceJaan moral" dari masyarakat 

sehingga diharapkan menimbulkan rasa malu (public ashame) pada petakunya, 

Se:bagaimana dikemukakan Adrianus Meliala, teari yang diusulkan oleh Peter A. 

French sebagai "lie.'ifel' P1ynne Sanction" ini apabila ditcrapkan terhadap 

korporasi maka dapat membuat malu para pegawai korporasi (dari pegawai 

rendah sampai yang tinggi);310 Selain itu terdapat pula suatu teori yang dikenal 

dengan nama "re-integrative shaming" yang dikemukakan oleh Broithwhite, di 

mana dikutip Adrtanus Meliala bahwa rasa malu tersebut hendaknya dJtujukan 

kepada pengurus yang merupakan chief executive officer (CEO) suatu korporasi 

sebagai sasaran pemberitaan (target<; for shame).31 t 

307 Gilbert Gels, "Deterl'ing Corporate Crime'' dalam M. David Ermarm and Richard l 
Lundman (Ed.), Op. Cir , haL 291 -292. 

:l!il Muladi, Hak Asasi Manusia.__, Op. Cit., hal. 64, 
JM Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op. Cit. , hal. 20. 
310 Adrianus Melia!a, ,\.fenyingkap Kejal!atan Kerah Pulih (Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, 1993)_. haL 6L 
311 ibfd,. haL 63. 
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Menurut penulis upaya ilM penallni dapat diadopsi sebagal upaya penai, 

yakni dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pidana tambaban 

(selaln denda yang tinggi terhadap korporasi dan penjara terhadap pengurusnya). 

Jadi hakim dalam putusannya memberikan sanksi pidana berupa mewajibkan 

untuk diumumkannya putusan tersebut dalam media massa. Lebih jauh 1agi, 

hakim juga dapat menetapkan kepada peogurus korporasi tersebut untuk di-black 

Us! (dimasukkan dalam daftar orang terccla sehingga untuk sekian waktu lamanya 

mantan pengurus/pemegang saham bank tersebut tidak boleh menjadi pengurus 

/pemegang saham bank lagi). Beratnya "stigma moral" dari sanksi pidana ini 

kemungkinan akan memberi efek general dete!Tence yang mencegall pelaku lain 

meJakukan perbuatan serupa. 

Upaya non penallainnya yang juga dapat dipergunakan terhadap korporasi 

adalah pengaturan diri sendiri (selfregulatioll) dalam rangka mengubah perilaku 

korporasi Pendapat in1 dinamakan Mardjono Reksodiputro sebagai upaya .. pro­

aktif', yaitu dengan sangat ketat menetapkan kriteria untuk menjadi pengurus atau 

pemegang jabatan kunci pembuat keputusan dalam perusahaan, sehingga mereka 

inilah yang nantinya akan bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum yang 

dilakukan korporasi. 312 Fada tulisan lain ia juga menganjurkan agar diadakan 

campuran antara pengaturan diri sendiri (baik itu melalui asosiasi pengusaha 

maupun pengaturan di dalam perusahaan sendiri) dengan sanksi-sanksi 

administratif yang tegas dan keras (seperti denda yang tinggi dan penutupan 

perusahaan) yang dikumulasikan dengan sanksi pidana. Pemikiran ini dilandasi 

strategi preventif yang yang disebut "compliauce strategies" (strategi pemaksaan 

diri) di mana menurutnya yang akan dapat lebih melindungi pubJik tetapi tidak 

mengganggu berlangsungnya kegiatan bisnis yang ben;angkutan.313 

Tidak kalah pentingnya daiam hal pemidanaan terhadap korporasi adalah 

ada lab upaya penyefesaian di luar peradilan (persidangan) atau out of court system, 

Pentingnya alternatif penyelesaian perka:ra di luar peradilan (pidana) ini juga 

disinggung daiam Kongres PBB Kesembilan tentang Prevention of Crime (.llrd the 

Treatment of the Offenders di Cairo pada tahun 1995, yang diklltip oleh Arief 

Amrullah sebagai berikut : 

m Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan ... , Op. Cit., haL 122 .. 123. 
m Mardjono Reksodiputro. Bunga Rampa.i .. ,, Op, Cit .• bal. 154, 
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" ... di mana untuk perkara-perkara pJdana yang mengandung unsur fraud 
dan white collar crime atau apabila terrlakwanya k.orporasi (c01porate 
crime), maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi 
mencapai suatu basil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara 
menyeluruh dan mengurangi kemungkinan te:rjadinya pengulangan."314 

Upaya penyelesaian di luar peradilan (out of court) ini mcnurut penulis 

sangat baik diberLakukan terhadap bank sebagai pelaku kejahatan korporasl. 

Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa konsep yang penulis usu1kan ini 

haruslah tetap dalam koridor hukurn llCara pidana {sistem peradilan pidana), atau 

dengan perkataan lain dilaksanakan oleh apamt penegak hukum. Dengan 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini adalah jaksa sebagai 

pihak yang mewakili negara di bidang penuntutan) maka kedudukan hukum pihak 

yang melakukan "petjanjian perdamaian" tersebut adalah tidak sejajar,315 di mana 

kedudukan negara supra-ordinat terhadap tersangka/terdabva (korporasi), 

sehingga tetap dirnungkinkan upaya paksa (force) dalam hal apabHa 

tersangkafterdakwa korporasi (bank} ternyata tidak "koperatif', Konsep ini jelas 

berbeda dengan out of court settlement yang dilakukan oleh BPPN dalam 

penyelesaian kasus BLBI (baik skerna MSAA, MRNIA ataupun APU). 

Upaya penggunaan penyelesaian di luar peradilan ini juga diusulkan 

sebagai salah satu rekomendasi Kornisi Hulrum Nasional {KHN) kcpada 

pemerintah dalam rangka rnenyederbanakan penanganan perkara korupsi, jt6 

sebagai berikut : 

"Model !flea bargai11ing (petjanjian perkara) yang berlaku di Amerika 
Serikat 17 perlu diterapkan dalam perkara korupsi. Selain untuk 
menyederhanakan proses, pengembalian kerugian negara diharapkan dapat 
dila.kukan secara optimal, tanpa mcnghilangkan sifat pidana." 

m M. Arief Amrullah, Op. Cir., haL 2.39. 
m Jan Rcmmelink, Op. Ci1., haL 448. 
m Komisi Hukum Nas.ional, Keh(jukm1 Rcformasi Hukum, Suatu Rckommulasi (Jilid JJ) 

(Jakarta : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2007), hal. 6 L 
m Plea bargaining pada hakekatnya merupakan suatu ncgosiasi ;mtara penuntut umum 

.dcngan tcrJakwa atau pembelanya yang dilandasal suatu ikatan yang sating menguntungkan. Pica 
bargaining ini dilakukan pada rnhap scbelum persldangan dimulai (tabap pre-rrial atau 
arraignmcm} dt mana terdakw.a dapat meoyatakan guilty (bersalah) sehingga sclanjutflya halnm 
tinggal menjatuhkan f.Wtusan hukuman t:mpa harus mcmeriksa lagi perkarauya. Lihat Romli 
Almasasmita, Sistcm Pcradilan Pidana ... , Op. Gil. , haL 112- 115 dan bat 120 
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Menurut penu1is petjanjian model plea bargai11i11g ini sebaiknya juga 

diadop.si tidak saja kepada tindak pidana korupsi namun juga pada tindak pidana 

kejahatan di bidang perbankan yang rnehbatkan korporasi bank sebagai pelakunya. 

Perwujudannya tentu bukan seperti release and discharge pada kasus BLBI yang 

perkaranya kemudian di-SP3-kan (depanir) hila telah mcndapatkan Sural 

Keterangan Lunas (SKL), namun sebaiknya lebih mirip penyelesaian schikki11g 

ataupun "transaksi .. _:m Ketentuan demikian inl menurut penulls perlu diatur 

dalam Undang-Undang Pcrbankan ke depan nantinya. 

Pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan pada skema penyelesaian di luar 

persidangan ini menurut penulis sebaiknya tidak terbatas pada denda saja, tetapi 

juga meliputi tindakan tata tertib yang dijatuhkan bersama-sama dengan pidana 

denda, misalnya pembayaran ganti rugi (uang pengganti kerugian), pencabutan 

keuntungan, pengawasan perusahaan (corporate probation), pengambilalihan 

korporasi (take over}, hingga penutupan dan pembubaran korporasi. Berkaitan 

dengan hal ini penulis berpendapat bahwa kewenangan Bank Indonesia dalam hal 

penjatuhan sanksi administratif kepada bank sebagaimana ketentuan Pasal 52 

Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana 

dlubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) sebaiknya dilinjau 

kembali dan dijadikan sebagai sanksi pidana berupa "tindakan tata terlib" seperti 

halnya ketentuan pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Undang­

Undang Nomor 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan 

Tindak Pidana Ek<.momi (UUTPE). Penjatuhan "tindakan tata tertib" sebagai suatu 

sanksi pidana nampaknya sangat tepat untuk dijatuhkan terhadap korporasi karena 

sejaian dengan Kongres PBB Kesembilan tentang Prevention of Crime and the 

Treatment of tl1e Offenders di Cairo pada tahun 1995. 319 

Kebijakan perryelesaian di luar persidangan (out of courl) yang masih 

dalam koridor peradilan pidana ini sekaligus dapat menjadikan hukum pidana 

sebagai ketentuan yang bersifat "premium remitlium" terhadap kejahatan di 

bidang perbankan yang dilakukan oleh bank selaku korporasi. Selama ini pada 

umumnya penggunaan sanksi pidana terhadap perundang-undangan di bidang 

administrasl (administrative penal law) adalah sebatas untuk menunjang 

m Lihat Andi tlamzah, Op. Gil. , hal. 40- 41 dan Jan Remmelink, Op. Cit. , hal. 442. 
J

19 Lihatjuga pendapat Sudarto dalam, Hukum dan ... , Op. Cil., bal. 93. 
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keheradaan sanksi administratif sehlngga bersifat subsidaritas atau ultimum 

remidium. 310 Meskipun demikian dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum 

pidana dapat diutamakan, terlebih terhadap korporasi, sebagaimana yang 

dikatakan oleb Clinard dan Yeager dengan mernpertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut 321
: 

1. 17le degree loss to the public, 
2. The level of complicity by high corporate managers, 
3. The duration of the vialatin. 
4. The frequency of the violation of the corporation, 
5. Evidence on inte1rt to violate, 
6. Evidence of the extortion, as i11 bribery cases, 
7. T11e degree af notoriety egendered by the media, 
8. Precedent in law, 
9. Til(; history of the serious violation by the corporation, 
10. Deference poteutial, 
1 i. The degree of corporation evidenced by the corporation. 

Keuntungan dari penggunaan sarana pidana yang diintegrasikan dengan 

penyelesaian di luar pecsidangan (aut of court) ini adalah memangkas waktu dan 

tenaga sehingga mempcrcepat sistem administrasi peradilan yang seringkali 

memakan waktu iama hingga suatu putusan berkekuatan hnkum tetap. Pada kasus 

yang berhubungan rlengan Kejahatan ekonomi (di mana kejahatan perbankan 

termasuk di dalamnya), rnenurut penulis akan sangat riskan apabila tcrhadap 

korporasi yang dijatuhi pidana denrla (sebagai pidana pokoknya), setelah diputus 

bersalah (melalui proses peradilan yang memakan waktu cukup lama hingga tahap 

banding atau kasasi), temyata tidak mampu dieksekusi untuk membayar denda 

yang tinggi tersebut karena aset korporasi sudah dialihkan atau status hukumnya 

sudah berubah (bankrut>'l.ikuidasi) sehingga denda tinggi tidak ada artinya lagi 

(tnjuan pemidanaan tidak tercapai). Dengan demikian usaha untuk mencegah 

suatu perbuatan dengan mcnggunakan sarana hukum pidana, dengan sanksi yang 

negatif yang berupa pidana, memang perlu disertai perhitungan akan biaya yang 

harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai.322 

J~u Pengenian ulwnum remidium adalah pldana dlpergunakan sebagai sanma atau: upaya 
rerakhir setelah upaya administrnsi atau upaya perdata dilalrulam (berfuugs:J subsidaritas). Jadi 
apabila tidak perlu sekali hendakoya jangan menggunakan pidana sebagai S<U'ana. Lihat pt->ndapat 
Sudarto dalam Ibid, , haL 24. 

m Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, Op. Cir., haL 172. 
ll: Sudarto dalam, Hukum dan ... , Op. Cit., hal. 37- 3&. 
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Berdasarkan apa yang tclah rlibahas dalam penelitian ini maka dapat 

disimpu1kan beberapa hal sebagai berikut : 

l. Kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kejahatan di 

bidang perbanka.n yang terdapat pada Undang-Undang tenta:ng Perbankan 

(Undang~Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubab dengan 

Undang~Undang Nomor 10 Tahun 1998) temyata lebih ditujukan kepada 

pengurus bank (yang diperluas hingga mencakup pihak terafiliasi) atau 

subjck hukum manusia, scdangkan terhadap banknya (korporasi) adalah 

berwujud pada kebijakan yang sifalnya non penal (sanksi administratif). 

2. Kebijakan pemberian release and discharge berdasarkan Instruksi 

Presiden Nomor 8 Tahun 2002 telah membawa perubahan arab kebijakan 

hukum pidana pada tahap aplikasi (penegakan hukum) terhadap para 

pelaku kejahatan di hidang perbankan. Kebijakan pemberian release and 

discharge ini apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan, secara formal 

merupakan suatu kebljakan (policy) yang sifatnya integral dengan program 

pembangunan nasional yang ada pada saat itu, terlepas dari substansjnya 

yang cenderung berpihak pada kepentingan korporasi 

3. Kebijakan hukum pidana terhadap bank sebagai pelaku kcjahatan di 

hldang perbankan yang ternyata pada tahap legislasi maupun tahap 

apJikasi dlrasakan masih lernah dan cenderung berpihak kepada 

kepentingan korporasi menuntut per1u di1akukan upaya pembaharuan 

terhadap Undang-Undang Perbankan. Kebijakan hukum pldana dalam 

pembaharuan terscbut meliputi kriminalisasi bebempa perbuaran sebagai 

tindak pidana perbankan~ dimasukkannya pertanggungjawaban pidam.1 

korporasi, serta pemidanaan dengan mekanisme penyelesaian di luar 

persidangan (out of court) yang masih dalam koridor peradilan pidana. 
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B. Saran 

Pada akhimya penulis menyampaikan beberapa saran berdasarkan basil 

penelitian sebagai berikut : 

L Perlu dilakukan pembabaruan Undang-Undang Perbankan khususnya 

berkaitan dengan pendayagunaan hukum pidana terhadap bank sebagai 

pelaku kejahatan di bidang perbankan meliputi kriminalisasi bcbenrpa 

perbuatan sebagai tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban pidana 

bank selaku korporasi, serta penjatuhan sanksi pidana dengan suatu 

mekanisme penyelesaian di luar persidangan (out of court) yang masih 

dalam koridorperadilan pidana (transaksi), sebagai suatu kebijakan hukum 

pidana (perwl policy) yang integral dengan kebijakan pembangunan 

ekonomi nasional. 

2. Dalam penangoman kasus kejahatan dl bidang perbankan (terlebih yang 

me1ibatkan bank selaku k.orpornsi)) aparat penegak bukum dituntut untuk: 

lebih dapat menjiwai semangat yang terdapat pada saat pembentukan 

undang-undang (legal spirit) sehingga kehijakan penegakan hukum (law 

enforcement policy) yang dilakukan dapat mencapai ha.sil yang maksima1 

dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat. 

3. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) terhadap kejahatan 

di bidang perbankan tidak cuk:up bersandar pada sarana penal (pidana) 

semata namun juga perlu ditunjang dengan upaya non penal (prevcnfi(m 

without punislrmeJJt) di mana peran serta masyarakat sangat djbutuhkan 

dalam rangka pcncegahan terhadap kcjahatan di bidang perbank:an yang 

dilakukan bank sebagai pelakunya, antara lain melalul pengawasan 

masyarakat (LSM) dan media massa. Tidak kalah pentingnya adalah 

pengawasan yang intensif dari insransi birokrasi (Bank Indonesia) serta 

regulasi yang mengatur secara ketat terbadap keglatan perbankan dalam 

rangk:a mencapai good corporate governance. 
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